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Ringkasan Eksekutif

Para pemerintah akan memutuskan menjelang akhir tahun ini bagaimana hutan-hutan di negara
berkembang akan dimasukkan ke dalam upaya global untuk memitigasi perubahan iklim sebagai
bagian dari rezim iklim yang baru pasca-2012. Melalui negosiasi yang berlangsung sekarang ini
diusahakan adanya konsensus mengenai metode dan insentif yang paling efektif bagi ‘pengurangan
emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD)’ dengan pembayaran oleh negara-negara Utara kepada
negara-negara Selatan atas praktik-praktik kehutanan di negara mereka. Ada proposal agar negara-
negara Utara memberi bantuan uang untuk maksud tersebut. Ada juga proposal bagi negara-negara
Selatan untuk menjual karbon yang tersimpan dalam hutan mereka kepada negara-negara Utara
sehingga melalui perdagangan karbon itu industri-industri di Utara dapat terus mencemari seperti
biasa. Proposal-proposal lainnya merekomendasikan gabungan antara dana publik dan pendekatan
pasar.

Seiring dengan negosiasi iklim global, badan-badan seperti Bank Dunia dan PBB, serta donor seperti
Norwegia, telah membentuk serangkaian inisiatif hutan dan iklim internasional yang penting untuk
mendukung para pemerintah dalam merancang strategi REDD dan melaksanakan kegiatan
‘demonstrasi’ atau percontohan. Donor berada di bawah tekanan untuk mendapatkan hasil awal dan
pemerintah negara berkembang berusaha keras untuk medapatkan dana REDD. Pada saat yang
sama, terdapat banyak sekali inisiatif REDD sukarela yang dibuat oleh LSM konservasi, pemerintah
daerah dan perusahaan keuangan karbon yang berusaha memperoleh keuntungan dari karbon dalam
hutan-hutan tropis yang ada. Sambil menunggu kesepakatan internasional dalam UNFCCC
mengenai REDD, inisiatif-inisiatif percontohan ini bisa jadi mempengaruhi pengembangan kriteria
dan prinsip-prinsip pengoperasian REDD yang kemudian akan diformalkan dalam kesepakatan
pasca-Kopenhagen yang mungkin dibuat.

Dengan banyaknya perhatian yang tersedot pada proposal dan proyek REDD, masyarakat adat,
gerakan kehutanan dan pakar kebijakan hutan menekankan bahwa kebijakan yang efektif dan
berkelanjutan mengenai hutan dan mitigasi perubahan iklim harus didasarkan pada pengakuan atas
hak, penghormatan atas prinsip pemberian persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan
(FPIC) dan persyaratan atas reformasi yang progresif mengenai hak penguasaan di sektor kehutanan
dan tata kelola pemerintahan. Mereka mengingatkan bahwa tanpa prasyarat ini, inisiatif serta
metodologi REDD akan mengalami gangguan moral (membayar pencemar dan perusak hutan),
berisiko meminggirkan masyarakat hutan dan gagal mengatasi penyebab utama deforestasi.

Tinjauan ini menegaskan bahwa meskipun semakin banyak pemerintah yang mengakui perlunya
berkonsultasi dengan masyarakat adat dan komunitas lokal serta menghormati hak-hak mereka,
proposal antarpemerintah yang ada mengenai keputusan atas REDD tidak memuat komitmen yang
jelas untuk menangani isu-isu hak dan keadilan. Juga dilaporkan bahwa meskipun pendanaan hutan
dan perubahan iklim internasional yang baru seperti Program REDD-PBB telah berjanji untuk
menegakkan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat dan untuk menerapkan
pendekatan berbasis hak, program-program tersebut tampaknya enggan menjadikan pengakuan hak
sebagai persyaratan bagi dana REDD dan mereka kurang memiliki mekanisme pengawasan dan
akuntabilitas/tanggung gugat yang efektif. Menyimak apa kiprah Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan
(FCPF) Bank Dunia mengungkapkan bahwa ternyata peraturan Bank Dunia sendiri yang
mensyaratkan adanya konsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat hutan tak diterapkan dalam
kegiatan awalnya karena pemerintah-pemerintah yang tengah mengembangkan rencana REDD
untuk Bank Dunia sejauh ini gagal melibatkan masyarakat hutan dengan layak.

Laporan ini menekankan bahwa banyak konsep awal REDD yang gagal mengakui persoalan tata
kelola hutan, tidak mengusulkan reformasi hak penguasaan hutan dan sering kali secara semena-
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mena mengidentifikasi ‘peladang berpindah’ sebagai pemicu utama deforestasi — tanpa pembuktian
ilmiah atau hukum.

Disimpulkan bahwa pendekatan ‘beraktivitas seperti biasa’ (business as usual) bagi kebijakan dan
tata kelola hutan tak boleh dijadikan pilihan REDD. Negosiator pemerintah yang berusaha mencapai
kesepakatan di Kopenhagen dan setelahnya harus mempertimbangkan proposal konstruktif yang
telah disampaikan oleh masyarakat adat dan masyarakat madani. Mereka juga harus memastikan
bahwa masyarakat adat dan masyarakat madani turut duduk di meja perundingan dalam negosiasi
iklim internasional serta negosiasi REDD di tingkat nasional dan lokal. Persyaratan dana REDD
harus meliputi pengakuan atas hak dan perbaikan tata kelola hutan, dan mekanisme REDD harus
mencakup perangkat untuk memantau pelaksanaan tata kelola dan reformasi lain yang diperlukan
bagi pengakuan atas hak.
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| Pengantar dan latar belakang

Setelah berulangkali diingatkan oleh para ilmuwan, masyarakat madani dan masyarakat adat bahwa
perubahan iklim tengah berlangsung dan akan meningkat, terdapat tanda-tanda bahwa kebanyakan
pemerintah sekarang ini mengakui bahwa langkah-langkah yang lebih efektif harus diambil untuk
menangani pemanasan global. Semakin disadari bahwa deforestasi, khususnya di daerah tropis,
berkontribusi antara 18 dan 20% dari semua emisi CO- global tahunan, dan bahwa di beberapa
negara seperti Brasil jumlahnya mencapai hingga 75% dari pelepasan CO. tahunan negara itu dari
kegiatan manusia setiap tahunnya. Akibatnya, terdapat konsensus internasional bahwa kebijakan di
masa mendatang untuk melawan perubahan iklim harus mencakup langkah-langkah menuju
pengurangan deforestasi di negara-negara tropis.

Pada akhir 2007, pemerintah-pemerintah dalam Konvensi Iklim PBB memutuskan untuk mencoba
mengadopsi rezim hutan dan iklim yang baru termasuk kebijakan bagi REDD per akhir 2009.
Sementara negosiasi yang rumit ini mulai bergerak maju di tahun 2008, masyarakat adat dan
organisasi-organisasi masyarakat madani terus menekankan bahwa pengakuan atas hak-hak
masyarakat adat dan komunitas yang hidupnya tergantung pada hutan harus merupakan prasyarat
penting dalam pembuatan dan pelaksanaan upaya-upaya nasional dan internasional untuk
melindungi hutan dan menekan emisi.! Mereka menekankan bahwa tanpa keterlibatan yang
memadai dari masyarakat hutan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat, kebijakan REDD dan
karbon global serta pasar komoditas lainnya dapat menyebabkan penyerobotan tanah, penggusuran,
konflik, korupsi, pemiskinan dan degradasi kultural.2

Pada saat yang sama, semakin disadari bahwa kebijakan-kebijakan REDD yang saat ini tengah diajukan
mengandung bahaya moral yang serius karena bermaksud memberi imbalan bagi pencemar yang
memiliki sejarah perusakan hutan, tetapi gagal mengakui dan menghargai peran masyarakat adat dan
penjaga hutan lokal yang telah melindungi serta memanfaatkan hutan yang ada secara berkelanjutan.

Terdapat kesepakatan luas di antara spesialis kebijakan hutan bahwa kebijakan dan inisiatif REDD
yang berkelanjutan dan adil harus memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi dan keadilan.3 Untuk
dapat efektif dan adil, kebijakan REDD di semua tingkat harus menghormati hak asasi manusia,
termasuk hak-hak masyarakat adat, dan menghormati prinsip-prinsip pemberian persetujuan
dengan informasi awal tanpa tekanan. Kebijakan yang efektif juga harus memberikan manfaat lokal
dan memerlukan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik serta langkah-langkah untuk
menjamin hak penguasaan tanah dan sumber daya. Kebijakan haruslah didasarkan atas
transparansi, pembagian manfaat yang adil, perlindungan keanekaragaman hayati, pemeliharaan
integritas ekosistem dan harus akuntabel bagi masyarakat umum serta masyarakat hutan yang
terimbas serta masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan.4 Kebijakan juga harus menangani
akar penyebab deforestasi, mensyaratkan pemantauan independen terhadap kinerja sosial dan tata
kelola pemerintahan, serta mempromosikan reformasi hukum dan kebijakan di sektor hutan dan
sektor-sektor lain yang mempengaruhi hutan. Dengan prasyarat ini dan dengan komitmen yang tulus
bagi reformasi kebijakan hutan, bukan tak mungkin bahwa REDD dapat membawa manfaat lokal
dan global serta memberdayakan masyarakat hutan.

Tujuan laporan ini

Laporan ini merupakan pengkinian dua makalah FPP sebelumnya tentang REDD, pencegahan
deforestasi dan hak-hak masyarakat adat serta komunitas lokal—makalah yang kedua dibuat untuk
konferensi UNFCCC di Poznan pada bulan Desember 2008.5 Tujuan laporan yang telah diperbarui
ini adalah untuk menilai sejauh mana negosiasi internasional dan inisiatif percontohan menanggapi
isu-isu sosial dan isu-isu mengenai hak dan untuk menyajikan sebagian dari rekomendasi serta
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proposal utama mengenai REDD yang dibuat oleh masyarakat adat dan masyarakat madani setelah
pertemuan di Bali tahun 2007, Konferensi Poznan pada bulan Desember 2008 dan deklarasi yang
telah diadopsi dalam Konferensi Anchorage mengenai Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim pada
bulan April 2009, yang merupakan hasil proses yang mencakup konferensi regional yang
diselenggarakan oleh organisasi-organisasi masyarakat adat.® Maksud makalah ini adalah untuk
memberikan informasi terkini bagi pemegang hak, aktivis, pelaku kampanye, dan pembuat
keputusan mengenai isu-isu utama, perkembangan mutakhir, dan peluang serta risiko dalam
kebijakan-kebijakan dan program-program REDD.

Bab I memuat pengantar singkat serta latar belakang isu. Bab II berisi beberapa aspek utama dari
pembahasan REDD baru-baru ini dalam Konvensi Iklim dan menyoroti kurangnya perhatian atas
isu-isu sosial dan akuntabilitas. Proliferasi dana dan keuangan internasional untuk REDD dibahas
dalam bab III, sementara pengamatan mutakhir mengenai REDD awal dan skema terkait diuraikan
dalam bab IV. Bab V membahas keprihatinan yang ada mengenai risiko kebijakan REDD. Bab VI
merangkum sebagian dari proposal dan rekomendasi utama yang dibuat masyarakat adat, LSM dan
jaringan hutan internasional. Pesan utama serta kesimpulan disampaikan dalam bab VII.

Munculnya pembahasan REDD dalam UNFCCC

Meskipun sebelumnya terdapat kontroversi mengenai dimasukkannya isu hutan dalam Protokol
Kyoto (Lampiran 1), pemerintah negara-negara Selatan dan Utara, LSM konservasi, konsultan
swasta, sebagian pakar ilmu alam, dan apa yang disebut sebagai perusahaan ‘pendanaan karbon’
terus melakukan advokasi kebijakan untuk mengurangi deforestasi dengan menggunakan insentif
ekonomi guna mendorong negara-negara tropis agar melindungi reservoir karbon mereka dalam
hutan yang masih ada.

Pada bulan Desember 2005, Coalition for Rainforest Nations (Koalisi Negara-Negara Hutan Hujan)”
yang dipimpin oleh Costa Rica dan Papua Nugini menyajikan proposal formal untuk mengurangi
emisi Gas Rumah Kaca dari deforestasi dalam Konferensi Para Pihak (COP) ke-11 UNFCCC dan
Pertemuan Para Pihak (MOP) pertama Protokol Kyoto (COP 11/MOP 1). Dalam pertemuan yang
sama, beberapa LSM dan ilmuwan dengan dipimpin oleh Environmental Defense menegaskan
kembali seruan mereka agar isu hutan dimasukkan dalam instrumen-instrumen perdagangan
Kyoto.8 Karenanya, COP 11 meminta agar Badan Subsider UNFCCC untuk Pertimbangan Ilmiah dan
Teknologi (SBSTA) mengevaluasi isu pengurangan emisi dari deforestasi dan melaporkan kembali ke
COP 13/MOP 3 UNFCCC pada bulan Desember 2007. Sementara itu, UNFCCC menyelenggarakan
dua pertemuan mengenai pengurangan emisi dari deforestasi (RED) di negara-negara berkembang
(dalam bulan Juli 2006 dan Maret 2007).9

Dorongan utama pada pilihan global untuk mekanisme RED bagi mitigasi perubahan iklim muncul
ketika pemerintah Brasil, yang menentang dikaitkannya skema REDD dengan perdagangan karbon,
menyajikan proposal REDnya sendiri berdasarkan pendanaan publik dalam suatu lokakarya SBSTA
UNFCCC pada bulan September 2006 dan juga dalam COP 12 UNFCCC pada bulan November 2006
(lihat bawah).10

Pada awal 2007, agenda REDD naik tajam dalam agenda perubahan iklim global dengan
diterbitkannya Stern Review: The Economics of Climate Change (Tinjauan Stern: Ekonomi
Perubahan Iklim) oleh pemerintah Inggris. Dalam laporannya yang berpengaruh ini, mantan ahli
ekonomi Bank Dunia, Sir Nicholas Stern, merekomendasikan agar langkah-langkah pencegahan
deforestasi dimasukkan pada periode komitmen pasca tahun 2012 dalam UNFCCC, tetapi mendesak
agar tindakan untuk mencegah deforestasi secara besar-besaran harus dimulai secepat mungkin
melalui skema percontohan pencegahan deforestasi untuk menguji metodologi dan menghilangkan
kesulitan-kesulitan teknis dan sosial yang masih ada (Lampiran 2).11
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Il Pembahasan REDD UNFCCC pada tahun 2007-09

Pada bulan Desember 2007, dalam Konferensi Para Pihak ke-13 UNFCCC yang diadakan di Bali
(Indonesia), kemungkinan untuk memasukkan isu hutan dalam rezim iklim internasional semakin
berkembang. Dalam Rencana Aksi Bali,2 para pihak memutuskan bahwa tindakan nasional dan
internasional untuk mitigasi iklim akan mencakup pertimbangan, antara lain:

Pendekatan kebijakan dan insentif positif mengenai isu-isu yang terkait dengan
pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang; dan
peran konservasi, manajemen hutan yang berkelanjutan dan peningkatan stok karbon di
negara-negara berkembang.

(Rencana Aksi Bali, paragraf 1(b)(iii)) (terjemahan tak resmi)

Para negisiator dan pakar dalam konvensi iklim itu mengatakan bahwa titik koma(;) dalam
keputusan di atas merupakan hal yang signifikan, sejauh ini karena hal itu mengimplikasikan bahwa
insentif dan pendekatan kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi tak akan
diterapkan dengan cara yang sama dengan tindakan yang terkait dengan konservasi, pengelolaan
hutan berkelanjutan (SFM) dan peningkatan stok karbon.!3 Sejak diskusi di Bali, Cina dan India telah
meminta agar ‘semua elemen’ dalam keputusan Rencana Aksi Bali mengenai REDD ‘diperlakukan
sama pentingnya’, sementara negara lain seperti Indonesia bersikeras bahwa yang menjadi prioritas
adalah pengurangan emisi.4

Dari RED ke REDD dan REDD+

Para pihak di Bali mengatakan bahwa baik deforestasi maupun degradasi hutan merupakan sumber
utama emisi dan bahwa dalam beberapa kasus degradasi hutan (mis. tanah lahan gambut) dapat
menimbulkan tingkat emisi yang tinggi. Disepakati bahwa diskusi dan kegiatan metodologi dalam
Konvensi dengan demikian harus menangani kedua sumber itu bersama-sama, meskipun para pihak
terus menyatakan besarnya kesulitan untuk mendefinisikan ‘degradasi’ hutan.’s Isu-isu ilmu
pengetahuan dan hukum dengan definisi yang tepat dan dapat dipercaya mengenai hutan dan
degradasi hutan juga merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat adat dan organisasi-
organisasi keadilan sosial. Secara khusus, definisi degradasi hutan dapat memberikan implikasi
besar mengenai bagaimana kebijakan REDD berdampak pada hak dan kesejahteraan masyarakat
adat dan komunitas lokal, dan bagaimana pemanfaatan hutan tradisional ditangani sesuai dengan
sistem pemantauan dan verifikasi REDD nasional (lihat bab IV). Dalam pertemuan Kelompok Kerja
Ad Hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang (AWG-LCA) pada bulan Maret 2009 di Bonn, Ketua
Kelompok Kerja itu memilih formula REDD+ yang sejak itu digunakan sebagai definisi resmi REDD
dalam teks negosiasi bagi kesepakatan di Kopenhagen!¢ yang mencakup pengelolaan hutan
berkelanjutan (SFM) dan peningkatan stok karbon hutan, terutama reforestasi, aforestasi dan
perkebunan.

Masalah mendasar definisi ‘hutan’

Seperti halnya persoalan definisi ‘degradasi hutan’, LSM dan pakar kehutanan terus menyoroti
masalah mendasar mengenai definisi ‘hutan’ nasional maupun internasional (FAO) yang dikatakan
dapat mengakibatkan distorsi serius pada statistik tutupan hutan alam dan tingkat deforestasi.’”7
Mereka menegaskan bahwa jika badan dan dinas internasional tidak merevisi definisi itu, acuan
dasar REDD dan dasar pencegahan deforestasi, sistem pemantauan dan sistem insentif akan kacau
sejak dari awal.
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Dalam kasus terburuk, dengan definisi yang salah insentif inernasional mungkin malahan akan
memberi penghargaan bagi negara atas hilangnya hutan (dalam kasus di mana negara-negara
bersikeras bahwa ‘tutupan hutan’ nasional telah meluas melalui perluasan perkebunan).:8

Badan-badan yang berhubungan dengan hutan seperti ICRAF telah menyampaikan masalah definisi
nasional dalam Forum PBB untuk Hutan (UNFF)."9 Dalam diskusi REDD UNFCCC, Jepang dan
Tuvalu telah mengemukakan masalah seputar kemungkinan dimasukkannya perkebunan dalam
rencana REDD nasional dan kebutuhan untuk menghindari hasil yang merugikan. Tetapi para pihak
dalam Konvensi Iklim dan badan internasional seperti FAO sejauh ini belum menunjukkan
keinginan untuk membuka diskusi dan negosiasi tentang definisi global untuk hutan.

Negosiasi gerak cepat

Para pihak di Bali menekankan ‘kebutuhan mendesak untuk mengambil tindakan lebih jauh yang
bermakna untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara
berkembang’. Melalui Peta Langkah Bali (Bali Roadmap)z2° para pemerintah bermaksud agar
semua ‘diskusi pasca-2012’ (untuk menetapkan rezim kebijakan iklim internasional pasca-2012,
termasuk kemungkinan kerangka kerja bagi hutan dan mitigasi perubahan iklim) diselesaikan
menjelang berakhirnya COP 15 di Kopenhagen pada bulan Desember 2009.

Untuk memfasilitasi negosiasi yang dipercepat ini, para pihak dalam COP 13 sepakat untuk
membentuk Kelompok Kerja Ad Hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang (AWG-LCA) untuk
melaksanakan Rencana Aksi Bali (BAP), yang pembahasannya akan mencakup pertimbangan
pendekatan terhadap REDD. Selama tahun 2008, badan subsider ini bertemu di Bangkok (April),
Bonn (Juni) dan Accra (Agustus) di mana REDD dipertimbangkan bersama dengan pokok agenda
lainnya. Pertemuan AWG-LCA keempat diadakan bertepatan dengan COP 14 UNFCCC bulan
Desember 2008 di Polandia, di mana pembahasan REDD berlanjut dalam pokok agenda ‘visi
bersama bagi aksi kerja sama’.

COP 13 juga meminta Badan Subsider UNFCCC untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi (SBSTA)
untuk memeriksa pendekatan metodologi terhadap REDD dan menyerahkan laporannya ke COP 14
di Poznan.

Sebagai tanggapan, SBSTA menyelenggarakan lokakarya terfokus mengenai REDD di Tokyo pada
bulan Juni 2008 dan telah membuat ringkasan laporannya menjelang September 2008. Pertemuan
teknis informal selanjutnya mengenai REDD diadakan di Bonn bulan Oktober 2008.2t SBSTA
melanjutkan diskusinya tentang REDD pada sesi ke-29 di Poznan (Pokok agenda 5) dan di Bonn
bulan Juni 2009, dalam sesi ke- 30.22

Persetujuan pendekatan sukarela dan kegiatan demonstrasi
Dalam ‘fase aksi dini’ pada kegiatannya hingga 2012, COP 13 mengundang para pihak untuk:

... lebih lanjut memperkuat dan mendukung upaya-upaya yang tengah berlangsung untuk
mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atas dasar sukarela [dan] untuk
menjajaki berbagai tindakan, menentukan pilihan dan melakukan usaha, termasuk kegiatan
demonstrasi, untuk menanggulangi pemicu deforestasi yang relevan dengan keadaan
nasional mereka, dengan maksud untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi
hutan (keputusan 2/CP.13) (terjemahan tak resmi)

Para pihak telah berulang kali menghimbau adanya pendekatan sukarela untuk REDD dalam
Konvensi selama diskusi di tahun 2008 (mis. Meksiko, Malaysia dan Papua Nugini).
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Pintu tetap terbuka bagi pendekatan subnasional

Meskipun ada negara yang menghimbau agar REDD hanya memasukkan kerangka kerja nasional
dan insentif, negara-negara di Amerika Latin (termasuk Paraguay, Argentina, Honduras, Panama
dan Peru), dengan sokongan LSM konservasi yang besar dan perusahaan pembiayaan karbon, telah
menekankan dengan keras perlunya ‘pendekatan tersarang’ (nested approach) untuk REDD yang
akan mencakup kerangka kerja subnasional dan juga kegiatan proyek sukarela lokal. Pendukung
pendekatan ini termasuk pemerintah dan LSM pendukung REDD berbasis propasar dan mereka
yang setuju dengan mekanisme sejenis CDM untuk REDD.23 Masuknya skema subnasional dalam
kerangka kerja national bagi REDD ditentang di Bali, tetapi pada akhirnya keputusan COP 13 REDD
memungkinkan kegiatan demonstrasi di tingkat subnasional dan ada kemungkinan dimasukkannya
hal itu dalam kesepakatan hutan dan iklim. Meskipun terdapat potensi permasalahan dengan
pendekatan tersarang dan nasional (bab V), pendekatan tersarang yang didasarkan atas pendekatan
dana mungkin menawarkan peluang bagi masyarakat adat dan komunitas lokal untuk mendapatkan
dukungan bagi proposal mereka sendiri untuk REDD dan perlindungan hutan di negara-negara di
mana korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk dapat menghalangi akses terhadap skema
pemerintah.

Mekanisme keuangan untuk REDD

Brasil telah berulang kali menolak kebijakan dan proyek REDD yang akan mengkompensasi (offset)
emisi dari negara industri (Aneks I). Tuvalu menyoroti mengapa mekanisme pasar untuk REDD
penuh masalah dan mengusulkan pembentukan sebuah pendanaan REDD internasional untuk
membiayai kegiatan REDD tanpa mekanisme offset.24 Dalam proposal ini, perlindungan hutan akan
didanai melalui Dana Retensi Hutan Internasional (International Forest Retention Fund) dan
pemerintah akan melaporkan kemajuan tiap tahun ke COP UNFCCC. Skema ini akan mencakup
Akun Dana Retensi Hutan Masyarakat (Community Forest Retention Trust Accounts) dan Sertifikat
Retensi Hutan (Forest Retention Certificates) yang akan memberikan penghargaan kepada
masyarakat karena melindungi hutan dan menggunakannya secara berkelanjutan.2s Tuvalu
merekomendasikan bahwa dana hutan internasional semacam itu didanai melalui pajak atas bahan
bakar penerbangan dan pelayaran internasional. Proposal pengelolaan hutan masyarakat ini
diterima dengan baik oleh negara-negara seperti Nepal yang ingin memperluas kontrol masyarakat
atas hutan.26

Negara lainnya, seperti mereka yang menjadi bagian dari Coalition for Rainforest Nations (CfRN,
Koalisi Negara-Negara Hutan Hujan), terus melakukan advokasi untuk mekanisme yang fleksibel
terkait dengan pasar internasional. Pendekatan lain, disebut pendekatan yang terkait dengan pasar,
berhasil mendapatkan pendanaan dengan menggunakan pendapatan lelang untuk membiayai dana
hutan global atau regional atau untuk mendanai proyek dan program REDD atau AD. Banyak negara
lain yang kelihatannya menyetujui ‘pendekatan keranjang’ (basket approach) untuk keuangan REDD
yang akan memungkinkan negara-negara untuk terlibat dalam mekanisme berbasis nonpasar dan
pasar dan untuk mengoperasikan skema insentif nasional and subnasional.2”

Meskipun banyak LSM konservasi yang besar secara aktif mempromosikan pasar karbon,28 banyak
juga LSM lingkungan, keadilan sosial dan pembangunan serta ilmuwan yang menolak proposal
REDD berbasis perdagangan karbon.29 Mereka mendukung proposal berbasis dana seperti yang
diajukan Tuvalu dan berargumentasi bahwa kebijakan REDD dan pencegahan deforestasi berbasis
offset karbon tak akan efektif karena pasar offset dalam kredit karbon gagal menangani emisi GRK
pada sumbernya. Pendek kata, semakin meningkat konsensus di antara banyak masyarakat madani
dan organisasi adat bahwa kebijakan REDD yang efektif harus memastikan bahwa pengurangan
emisi dari deforestasi merupakan upaya tambahan bagi pemangkasan tajam emisi di negara maju
(Aneks I), dan bukannya malahan mengalihkan upaya.3© Posisi ini akan mencegah dimasukkannya
kredit hutan dalam pasar karbon yang secara jelas mencakup offset.
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Perlakuan terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal

Sejumlah besar organisasi masyarakat adat dan masyarakat madani yang menghadiri pertemuan Bali
kecewa karena keputusan atas REDD tidak memuat pengakuan eksplisit atas kebutuhan untuk
menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Meskipun keputusan COP tidak
menyinggung instrumen HAM atau komitmen antarnegara yang penting seperti Deklarasi PBB
mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), advokasi kolektif berhasil memastikan bahwa
UNFCCC paling tidak menyebut masyarakat adat dan komunitas lokal. Dalam hal ini, pembukaan
keputusan REDD COP 13 mengakui bahwa:

... kebutuhan masyarakat setempat dan masyarakat adat harus mendapat perhatian ketika
diambil tindakan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-
negara berkembang (keputusan 2/CP.13, terjemahan tak resmi)

Pembukaan itu juga mengakui bahwa REDD ‘dapat mempromosikan manfaat bersama dan dapat
melengkapi maksud dan tujuan konvensi dan kesepakatan internasional lain’. Pedoman indikatif
untuk pihak-pihak yang ada dalam lampiran keputusan COP Bali mengenai REDD juga
menyebutkan bahwa:

Kegiatan demonstrasi (REDD) harus konsisten dengan pengelolaan hutan berkelanjutan,
dengan memperhatikan, antara lain, ketentuan yang relevan dari Forum PBB untuk Hutan,
Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi dan Konvensi mengenai Kenekaragaman
Hayati (Lampiran 2/CP.13, terjemahan tak resmi)

Tentu saja, artikel 8(j) dan 10(c) dari CBD dan keputusan COP serta program kerja mengenai
keanekaragaman hayati, kawasan perlindungan, pengetahuan tradisional dan pendekatan ekosistem
memuat standar-standar penting dan komitmen antarpemerintah mengenai hak masyarakat adat
dan komunitas lokal. Namun disayangkan bahwa pedoman tahun 2007 hanya merupakan pilihan
bagi para pihak dan tidak mengakui Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat.

Pada pembahasan dalam SBTSA dan AWG-LCA yang mengarah pada pembahasan di Poznan
masyarakat adat dan masyarakat madani terus menekankan perlunya keputusan COP yang mengikat
mengenai hak dan kewajiban internasional yang dapat diterapkan mengenai HAM, lingkungan dan
pembangunan yang berkelanjutan.3! Masyarakat adat dan organisasi-organisasi pendukung
bersikeras bahwa keputusan tentang REDD dan setiap rezim iklim dan hutan di Poznan (COP 14)
dan Kopenhagen (COP 15) harus memperluas dan memperkuat bahasa mengenai masyarakat adat
dan komunitas lokal. Mereka mengatakan bahwa bahasa mengenai ‘kebutuhan’ dan ‘manfaat
bersama’ tidaklah cukup. Dalam konteks ini mereka menyerukan agar para pihak mengakui
kewajiban internasional mereka tentang isu hak dalam badan keputusan COP seperti yang ada dalam
kesepakatan lingkungan yang lain (seperti CBD) (lihat bab V di bawah).32

SBSTA membahas isu masyarakat adat dan REDD di Poznah. Meskipun terdapat dukungan dari
berbagai negara (antara lain dari Vanuatu, Bolivia, UE dan Ekuador), pihak lain (kebanyakan dari
‘kelompok CANZUS’ — Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru) menentang setiap
referensi atas UNDRIP atau hak masyarakat adat. Meskipun demikian, dalam lampiran deklarasi
akhirnya, SBSTA mengemukakan pentingnya ‘mengakui kebutuhan untuk mempromosikan
partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat dan komunitas lokal mengingat keadaan nasional
dan memperhatikan kesepakatan internasional yang relevan’ dalam hubungannya dengan program
kerjanya mengenai REDD.33 Ini adalah perkembangan penting yang harus tercermin dalam
keputusan akhir SBSTA 31 di Kopenhagen saat Ketua SBSTA bermaksud untuk menyelesaikan
kegiatan SBSTA. Dalam pertemuan terakhir di Poznan ketua SBSTA bermaksud mengundang para
pihak dan pengamat yang telah terakreditasi untuk memberikan, jika dimungkinkan, pandangan
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mereka mengenai ‘isu-isu terkait dengan masyarakat adat dan komunitas lokal untuk pengembangan
dan aplikasi metodologi’.

Banyak LSM dan pengamat memberikan masukan, di antaranya adalah Forest Peoples Programme.34
Sejak pertemuan di Poznan isu perubahan iklim dan hak masyarakat adat telah dibahas dalam forum
PBB yang lain. Misalnya dalam sesinya di bulan Maret, Dewan HAM PBB mengadopsi dokumen yang
menyinggung tentang dampak perubahan iklim dan tindakan mitigasi (misalnya penanaman, REDD
dan bahan bakar nabati) terhadap hak-hak masyarakat adat.35 Sementara pembahasan dalam SBSTA
sebagian besar terfokus pada aspek metodologi, perundingan pada tingkat AWG-LCA telah
mengerucut pada implikasi kebijakan tindakan seperti mitigasi dan REDD.3¢6 AWG—-LCA bertemu
lagi di Bonn pada bulan Maret 2009 dan Ketuanya menjelaskan bahwa teks yang akan disetujui di
Kopenhagen akan berisi serangkaian kriteria dan prinsip REDD yang akan diperluas dan dibahas
lebih lanjut dalam suatu proses seperti ‘Kesepakatan Marrakech’. Di Bonn, banyak delegasi mengacu
pada hak-hak masyarakat adat, implikasi sosial dan ekonomi dan/atau dampak REDD, dan/atau
partisipasi masyarakat adat (Papua Nugini, Uni Eropa, Tuvalu, Bolivia, Ekuador, Norwegia, Panama,
dan Australia). Draft teks negosiasi yang disiapkan oleh Ketua AWG-LCA dan diterbitkan
pertengahan bulan Mei 2009 mencakup bahasa mengenai hak-hak masyarakat adat dan REDD,
mengacu pada kebutuhan untuk melibatkan masyarakat adat dalam REDD sesuai dengan peraturan
perundang-undangan nasional dan kalau tak ada, UNDRIP. 37

Implikasi bagi masyarakat adat dan komunitas lokal

Dalam pembahasan AWG—LCA UNFCCC tahun 2008, beberapa negara (mis. Jepang, Papua Nugini,
Belize dan Norwegia) menyerukan agar ada metode partisipasi dan kebutuhan untuk mengatasi
implikasi sosial dan hak serta peran ‘komunitas pedesaan, masyarakat pribumi serta masyarakat
adat’ dalam pendekatan kebijakan dan insentif REDD.38 Pembahasan REDD SBSTA juga perlu
mempertimbangkan ‘implikasi pendekatan metodologi bagi masyarakat adat dan komunitas lokal’
sebagai bagian dari agenda formal tahun 2008. Selama pembahasan SBSTA bulan Juni 2008,
beberapa peserta ‘menekankan perlunya melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan hutan yang
berkelanjutan’, sementara yang lain mengatakan bahwa:

.. implikasi sosial, khususnya bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, terkait dengan
setiap sistem untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara
berkembang haruslah dijadikan pertimbangan.39 (terjemahan tak resmi)

Tetapi, selain menyinggung ‘manfaat bersama’ secara sekilas, SBTSA pada bulan Juni 2008 tidak
membahas lebih lanjut isu-isu sosial yang kritis. Sebagian besar pembahasan dalam lokakarya
terpusat pada persyaratan teknis dan proposal yang efektif dari sisi biaya bagi pemantauan REDD.
Tetapi sungguh merupakan hal yang penting bahwa beberapa pakar dalam pertemuan informal
SBTSA di Bonn pada bulan Oktober 2008 memperingatkan bahwa:

Saat mempertimbangkan metodologi dan menentukan pendekatan pemantauan, haruslah
diperhatikan dengan seksama praktik-praktik tradisional (mis. tebang dan bakar) dan
kebutuhan masyarakat lokal.4° (terjemahan tak resmi)

Sedikitnya pembahasan mengenai isu masyarakat adat dan komunitas lokal

Beberapa dokumen usulan (submission) pemerintah tentang REDD yang diserahkan untuk
pertemuan di Poznan memang menyebutkan masyarakat adat dan komunitas lokal. Tuvalu telah
menyerukan jaminan bagi partisipasi lokal dan publik dalam kebijakan REDD di tingkat nasional.
Dokumen usulan pemerintah lain yang diserahkan untuk UNFCCC dari pemerintah UE, Norwegia,
Jepang, Nepal, Australia dan CfRN menyebutkan perlunya melibatkan masyarakat adat dan
komunitas dalam proses REDD.

Griffiths dan Martone 9 Mei 2009



REDD? Awas! Hutan, mitigasi perubahan iklim dan hak-hak masyarakat adat. Versi yang telah diperbarui

Tetapi, meskipun dokumen usulan UE mengenai REDD menyebutkan bahwa setiap keputusan COP
di Poznan harus ‘mengacu kepada partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal lainnya,
keanekaragaman hayati, dan proses lain yang terkait,’4* tak ada negara yang sejauh ini
mengemukakan bahasa yang spesifik mengenai hak. Masyarakat adat dan kelompok lainnya
menginginkan bahasa yang lebih eksplisit mengenai hak, partisipasi dan kewajiban internasional
yang dapat diterapkan. Sekedar referensi atas masyarakat adat dan komunitas lokal tak akan cukup.
Rezim hutan dan iklim internasional yang dapat diterima haruslah memuat komitmen yang efektif
dan perlindungan atas isu-isu hak, keadilan dan tata kelola pemerintahan (bab VI).

Kebutuhan atas peningkatan partisipasi kelompok utama dalam pembahasan
di UNFccce

Organisasi-organisasi masyarakat adat dan kelompok utama lainnya secara konsisten telah
mengeluhkan terbatasnya partisipasi dalam UNFCCC yang harus ditingkatkan untuk memastikan
bahwa mereka dapat mempengaruhi perundingan dengan efektif.42 Peningkatan partisipasi akan
mensyaratkan para Pihak dan Sekretariat untuk mengadopsi contoh praktik terbaik dari konvensi
lain, seperti CBD dan UNCCD, di mana kelompok utama dapat bersuara dalam negosiasi teks yang
mempengaruhi mereka secara langsung dan juga dapat berpartisipasi dalam pertemuan kelompok
kontak dan kelompok para ketua ('friends of the chairs') dengan seijin ketua pertemuan. Sayangnya,
para Pihak sejauh ini belum mendukung rekomendasi apa pun bagi peningkatan partisipasi dari
kelompok utama di Konvensi Iklim (meskipun ada yang telah merekomendasikan hal ini pada
tingkat nasional untuk REDD)

Meskipun demikian para pemerintah dan Sekretariat UNFCCC belum dapat memastikan partisipasi
yang efektif dari masyarakat adat dan kelompok utama lainnya dalam pembahasan mengenai REDD.
Terdapat tuntutan moral yang kuat untuk memastikan partisipasi semacam itu mengingat keputusan
antarnegara global mengenai hutan akan mempengaruhi masyarakat adat dan komunitas lokal
secara langsung. Terlepas dari peraturan formal PBB yang bersifat eksklusioner, pengacara HAM
dan lingkungan bersikeras bahwa banyak pemerintah yang berkewajiban memungkinkan adanya
partisipasi publik dan transparansi dalam pembuatan kebijakan lingkungan di semua tingkatan (mis.
dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio and Konvensi Aarhus— dalam hal pemerintah Eropa).43

Sejak pertemuan di Poznan organisasi masyarakat adat telah mengembangkan berbagai proposal
yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dan partisipasi yang memadai dari kelompok
masyarakat adat dalam proses UNFCCC. Hal ini mencakup: membuat kaukus masyarakat adat
diakui sebagai badan penasehat UNFCCC; memastikan bahwa Forum Tetap PBB mengenai
Masyarakat Adat berpartisipasi sebagai penasehat dalam UNFCCC; menetapkan seorang petugas
penghubung masyarakat adat dalam sekretariat UNFCCC dan perwakilan masyarakat adat dalam
badan-badan Pendanaan; serta UNFCCC membentuk dana sukarela untuk mendukung partisipasi
masyarakat adat dalam pertemuan-pertemuan UNFCCC.
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Il Hak dan akuntabilitas dalam pendanaan REDD internasional

Bukti yang semakin banyak dan semakin mahal dari perubahan iklim yang drastis pada tahun 2007-
08 menyebabkan semakin banyaknya dana donor multilateral, regional dan bilateral untuk mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim. Sejak 2006, tak kurang dari 14 lembaga dana internasional baru yang
terkait dengan iklim atau inisiatif yang terkait dengan dana telah terbentuk.44

Paling sedikit tujuh dari lembaga dana perubahan iklim ini menargetkan hutan dan REDD: Fasilitas
Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) Bank Dunia, Program Investasi Hutan (FIP) Bank Dunia, Akun
Hutan Tropis GEF, Program REDD-PBB, Dana Hutan Basin Kongo (Congo Basin Forest Fund),
Inisiatif Hutan dan Iklim Norwegia, dan Inisiatif Karbon Hutan Internasional atau IFCI (Asia-Pasifik).
Dalam kebanyakan hal, lembaga dana hutan dan iklim yang baru ini bertujuan untuk mendukung
kegiatan percontohan dan demonstrasi REDD, dan mereka memiliki tujuan untuk membuahkan paling
tidak beberapa hasil pada waktunya untuk COP 15 UNFCCC di bulan December 2009.

Akibat waktu yang mendesak, lembaga dana hutan yang baru itu berada di bawah tekanan untuk
memberikan hasil awal dalam beberapa tahun pertama kegiatannya. Tekanan waktu ini telah
terbukti tidak membantu karena membuat pemerintah mengais-ngais untuk mendapatkan akses
terhadap aliran pendanaan baru dan badan-badan ingin sekali mengucurkan dana serta melihat
hasilnya. Pendekatan gerak cepat berarti konsep kebijakan REDD dibuat tanpa sepengetahuan
masyarakat hutan dan informasi dasar yang akurat dan dapat dipercaya mengenai hutan, hak dan
tata kelola pemerintahan tidak dikumpulkan —yang berarti bahwa rencana REDD mengendung risiko
salah desain sejak awal (bab IV dan Lampiran 3).

Bab ini melihat setiap inisiatif secara singkat dalam hal tujuan dan fokusnya, dan bagaimana mereka
menangani isu-isu sosial, hak dan akuntabilitas. Keprihatinan dan pelajaran terkait dengan operasi
awal dari kegiatan ini disampaikan dalam bab IV.

Kelompok Bank Dunia

Bank Dunia memang selalu sigap dalam menangkap dana global baru bagi kegiatan iklim. Bank
Dunia telah membentuk beberapa lembaga Dana Investasi Iklim (CIF) yang besar, mencakup Dana
Teknologi Bersih (CTF) dan Dana Iklim Strategis (SCF). Dana yang disebut belakangan ini mencakup
Program Percontohan bagi Ketahanan Iklim (PPCR) dan Program Investasi Hutan (FIP) yang akan
datang, yang dijadwalkan untuk mulai beroperasi tahun 2009 (lihat Lampiran 4).

Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan

Unit keuangan karbon Bank Dunia telah membentuk Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) yang
mulai beroperasi Juni 2008 (bersama dengan 11 lembaga dana karbon lain yang dikelolanya).
Fasilitas pendanaan ini banyak dikritik selama masa perancangannya yang tergesa-gesa dan
peluncurannya untuk umum yang prematur di Bali karena gagal melakukan konsultasi secara
memadai dengan masyarakat hutan dan juga gagal memastikan hak-hak yang sesuai dan mekanisme
akuntabilitas yang tepat bagi struktur tata pemerintahan dan operasi yang direncanakannya (lihat
Lampiran 3). Sebagai hasil advokasi oleh LSM dan beberapa pemerintah yang menjadi anggota
FCPF, piagam akhir FCPF memuat beberapa standar dan perlindungan (safeguard) yang penting.
Merupakan hal yang signifikan bahwa Piagam FCPF ini menetapkan bahwa:
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Pengoperasian Fasilitas ini, termasuk implentasi kegiatan dalam Kesepakatan Hibah dan
Program Pengurangan Emisi, harus: .. Memenuhi Kebijakan dan Prosedur
Operasional Bank Dunia, memperhatikan kebutuhan akan partisipasi yang efektif dari
masyarakat adat yang hidupnya tergantung pada hutan dan penghuni hutan dalam
keputusan yang dapat mempengaruhi mereka, menghormati hak-hak mereka sesuai
dengan undang-undang national dan kewajiban international yang dapat diterapkan
(Prinsip Operasional, 3.1(d)) (penekanan ditambahkan) (terjemahan tak resmi)4s

Memorandum Informasi FCPF menegaskan bahwa:

FCPF akan mengikuti beberapa prinsip pelibatan, termasuk ‘inklusivitas dan partisipasi
pemangku kepentingan yang luas’ pada tingkat nasional dan international. ‘Pada tingkat
nasional, pemangku kepentingan yang terkait dan pemegang hak akan diajak berkonsultasi
dan berpartisipasi dalam proses kesiapan (readiness) [...] penting bahwa para pelaku ini
berpartisipasi sejak dari awal proses kesiapan. Negara-negara akan, misalnya, melakukan
upaya khusus untuk memastikan bahwa masyarakat adat dan penghuni hutan lainnya yang
bergantung dari hutan sungguh-sungguh berpartisipasi dalam keputusan yang mungkin
akan mempengaruhi mereka dan bahwa hak-hak mereka dihargai secara konsisten sesuai
dengan undang-undang nasional dan dan kewajiban internasional yang dapat diterapkan
(penekanan ditambahkan) (terjemahan tak resmi).46

Melanggar aturan sendiri

Patut disesalkan, bukti-bukti awal menunjukkan bahwa FCPF Bank Dunia tidak mengikuti aturan
dan standar yang telah disepakati ini. Pemeriksaan yang dilakukan oleh FPP and FERN mengenai
dokumen rancangan REDD yang diserahkan oleh sebagian dari 25 negara pertama yang menjadi
‘negara pelaksana REDD peserta FPCF' menunjukkan bahwa pemegang hak dan masyarakat umum
di negara-negara tropis yang terkait belum banyak dilibatkan, atau bahkan sama sekali tak dilibatkan.47
Konsep itu terutama ditulis oleh LSM konservasi yang besar termasuk CI, TNC dan WWF .48

Dalam beberapa kasus, seperti kasus Guyana, konsep nasional REDD yang diserahkan dan disetujui
oleh FCPF memuat informasi yang menyesatkan dan tidak akurat mengenai hak penguasaan tanah,
tata kelola pemerintahan dan deforestasi (Lampiran 3).49 Dalam kasus Peru, penasehat teknis
dengan gamblang mengemukakan kepada Komite Peserta FCPF bahwa konsep REDD tampaknya
tidak ‘dimiliki’ oleh masyarakat hutan dan pemegang hak dan bahwa informasi utama tak terdapat
dalam rencana ikhtisar, meskipun demikian konsep itu telah disetujui bulan Oktober 2008
(Lampiran 3). Dengan demikian maka telah tampak tanda-tanda bahwa struktur pembuatan
keputusan FCPF membiarkan pertimbangan politik mengalahkan kekhawatiran akan soal tata kelola
pemerintahan yang baik dan partisipasi.

Sebagai reaksi terhadap kritik yang tengah disampaikan atas kegagalan berkonsultasi, pertemuan
pertama Komite Peserta FCPF pada bulan Oktober 2008 sepakat untuk membentuk dana partisipasi
bagi masyarakat adat dan masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan, yang sekarang sedang
dalam tahap perancangan. Organisasi masyarakat adat dan yang lainnya khawatir bahwa saat dana
yang kecil ini tersedia, pemerintah sudah bergerak cepat dengan ‘rencana kesiapan’ dan akan sudah
memasuki tahap lanjut dalam pengembangan strategi REDD nasional. Mengingat risiko ini,
masyarakat adat dan madani semakin menyerukan agar FCPF segera mengambil langkah-langkah
guna memastikan keterlibatan masyarakat hutan dengan pemberitahuan awal sebelumnya dalam
tahap rencana kesiapan (yang merupakan tahap penting untuk perancangan prosedur konsultasi
publik dan masyarakat bagi perumusan dan persetujuan rencana REDD nasional) (Lampiran 3).
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Secara lebih umum, masyarakat madani telah menolak atau terus mempertanyakan peran utama
Bank Dunia dalam pengelolaan dana global guna melawan perubahan iklim.5° Mereka mengatakan
bahwa portfolio dan investasi yang sekarang dimiliki oleh Bank Dunia, khususnya yang merupakan
pinjaman sektor swasta dalam Korporasi Keuangan Internasional (IFC), secara aktif mengakibatkan
peningkatan emisi melalui dukungan bagi bahan bakar fosil, pertambangan, sektor industri dan
agrobisnis.5! Pada saat yang sama, banyak pengecam, termasuk masyarakat adat, bersikukuh bahwa
Bank Dunia tak seharusnya dipercaya untuk mengawasi dana hutan dan iklim yang besar sampai,
atau kecuali jika Bank Dunia melakukan reformasi besar dan meluas untuk meningkatkan uji tuntas
sosial dan lingkungan serta pengawasannya atas implementasi proyek di lapangan.s2

Program Investasi Hutan

Program Investasi Hutan (FIP) diberi kewenangan oleh Dewan Bank Dunia pada bulan Mei 2008
dan dijadwalkan untuk diluncurkan pertengahan 2009. FIP bertujuan untuk menarik antara US$1
milyar dan US$2 milyar untuk mendanai berbagai kegiatan, termasuk REDD, ‘pengelolaan hutan
yang berkelanjutan’ (SFM) dan kegiatan aforestasi (Lampiran 4). Teknisi Bank Dunia mengakui
bahwa insentif REDD ‘memiliki potensi rendah/ tak berpotensi’ di negara dengan tutupan hutan
yang tinggi dan tingkat deforestasi yang rendah dan ‘tak memiliki potensi’ di mana ‘tutupan hutan’
meluas 53-Hal ini menegaskan kekhawatiran bahwa REDD dapat secara merugikan terbukti menjadi
dis-insentif bagi negara dengan deforestasi rendah atau tanpa deforestasi untuk menangani
kehilangan hutan atau untuk menangani ancaman deforestasi di masa mendatang.

Tujuan FIP untuk mendukung SFM dan aforestasi membuat kelompok-kelompok yang melacak Bank
Dunia waspada. Mereka mengatakan bahwa kalau Bank Dunia tidak memiliki komitmen terhadap
pendekatan untuk hutan yang berbasis hak dan berfokus pada masyarakat, maka akan ada bahaya
nyata bahwa dana FIP akan disalurkan bagi perkebunan berskala besar yang konvensional dan
kegiatan pembalakan. 54

Seperti kekhawatiran mengenai FCPF yang dikemukakan sebelum ini, telah muncul keprihatinan
mengenai kebutuhan akan konsultasi pada waktu yang tepat dengan masyarakat hutan dan
masyarakat madani mengenai rancangan, tata pemerintahan dan operasional FIP. Masyarakat adat
telah menekan Bank Dunia mengenai perlunya partisipasi yang efektif dalam rancangan mekanisme
dan tetap ada pertanyaan mengenai apakah konsultasi yang tulus dapat mempengaruhi rancangan
dasar mengingat cepatnya proses peluncuran dana hutan yang amat besar ini. Pada saat yang sama,
Bank Dunia telah berkomitmen secara terbuka untuk membentuk mekanisme konsultasi permanen
bagi masyarakat hutan di bawah pengawasan FIP.

Pada tahap ini, tak jelas bagaimana mekanisme ini dapat berjalan atau bagaimana ini akan membuat
Bank Dunia menjadi bertanggung gugatl. Meskipun demikian, dengan modalitas dan jaminan yang
tepat, konsultasi permanen dapat berguna bagi masyarakat adat dan masyarakat hutan lainnya
untuk menantang kebijakan dari atas ke bawah dan memastikan dukungan terhadap proposal
mereka sendiri bagi perlindungan hutan dan pembangunan yang berkelanjtuan. Sebaliknya, jika
rancangan ini ternyata bermasalah, hal itu dapat sekedar menjadikan ajang partisipasi sebagai basa-
basi belaka, sehingga membuat Bank Dunia dapat dikecam oleh karena melakukan kooptasi terhadap
tokoh masyarakat hutan.

Rencana Aliansi Hutan Global dibatalkan

Rencana Bank Dunia yang kontroversial sebelumnya untuk mempromosikan REDD melalui Aliansi
Hutan Global (GFA) di bawah pimpinan Bank Dunia dibatalkan tahun 2008. Keputusan ini diambil
setelah dilakukan survei opini publik di negara-negara berkembang dan dokumentasi pandangan
masyarakat adat mengungkapkan penolakan yang meluas atas setiap kemitraan hutan yang dipimpin
oleh Kelompok Bank Dunia. Proposal ini sekarang diberi nama baru ‘Growing Forest Partnerships’
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(‘Kemitraan Hutan Lestari’) dan kelihatannya melibatkan IUCN, Bank Dunia, FAO dan badan lain
yang terkait dengan hutan yang bertindak sebagai ‘kelompok katalis’.55

Dalam pengaturan ini, Bank Dunia tak akan menjadi badan pemimpin, dan ada komitmen untuk
mencari banyak kemitraan dan untuk memberi tekanan pada hubungan langsung dengan organisasi
berbasis hutan. Meskipun tak akan memimpin inisiatif yang baru ini, Bank Dunia masih memiliki
peran dalam kemitraan ini untuk memfasilitasi kegiatan Program Investasi Hutannya. Apa artinya
ini dalam praktik dan jenis spesifik kemitraan seperti apa yang akan dibentuk masih belum jelas.

Bank Dunia menaikkan standar?

Bank Dunia secara terbuka telah berkomitmen untuk ‘meninjau’ kebijakan perlindungannya
terhadap masyarakat adat untuk memastikan bahwa kebijakan itu konsisten dengan standar yang
disebutkan dalam Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat, termasuk hak untuk
memberikan persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan (FPIC).

Menjelang akhir 2008, Bank Dunia secara tak langsung telah menyepakati standar minimal ini bagi
hutan dan perubahan iklim dengan menjadi tuan rumah dan berpartisipasi dalam ‘forum pimpinan
hutan’ mengenai hutan dan perubahan iklim, yang dikoordinasikan oleh The Forests Dialogue (TFD,
Dialog Hutan), yang mengemukakan bahwa:

Implementasi langkah-langkah bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis hutan
memberi peluang maupun risiko bagi masyarakat adat dan kelompok lain yang
terpinggirkan. Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat dengan demikian
sangatlah relevan dan harus secara komprehensif diterapkan dalam negosiasi bersama
masyarakat adat sesuai dengan kesepakatan yang relevan dan dalam mengakui hak-hak
mereka dan penguasaan atas tanah. Konsistensi dengan kewajiban negara sesuai dengan
undang-undang internasional mengenai HAM, lingkungan dan perdagangan juga
merupakan hal yang fundamental.5¢ (terjemahan tak resmi)

Menyesuaikan standar Bank Dunia dengan norma-norma international merupakan hal yang baik.
Agar peningkatan yang penting ini efektif, pihak Bank perlu mengadopsi prosedur dan mekanisme
pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa perlindungan seperti FPIC diterapkan dengan tepat
dalam REDD dan kegiatan lain yang berhubungan dengan hutan. Sementara itu, Bank Dunia perlu
mengambil langkah mendesak untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungannya yang ada
diberlakukan menghulu dan sejak awal dalam kegiatan FCPF dan FIP. Jika tindakan untuk
memastikan pemenuhan tak terjadi, hampir tak diragukan bahwa Bank Dunia pada akhirnya akan
membiayai proses REDD dari atas ke bawah— suatu hal yang oleh Forest Peoples Programme telah
ditengarai mulai terjadi (lihat bab IV).

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan REDD

Program REDD-PBB, yang dipimpin oleh UNDP, FAO dan UNEP, dan diluncurkan pada bulan
September 2008 dimaksudkan untuk mendukung kegiatan demonstrasi REDD dalam sepuluh
negara percontohan (Bolivia, Republik Demokrasi Kongo/RDK, Indonesia, Panama, Papua Nugini,
Paraguay, Tanzania, Vietnam dan Zambia) (lihat Lampiran 5). Program ini memiliki maksud yang
jelas untuk mempromosikan REDD berbasis pasar dan pembayaran bagi layanan ekosistem. Seperti
FCPF Bank Dunia, yang akan menjadi fokus dalam program ini adalah menolong negara-negara
untuk mempersiapkan skema REDD nasional di masa mendatang (kegiatan kesiapan) dan mungkin
untuk menguji beberapa sistem pembayaran REDD. Pendanaan awal bagi program ini telah diterima
dari pemerintah Norwegia (Lampiran 5).
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Mengenai standar, Program REDD-PBB berkomitmen terhadap aplikasi pendekatan berbasis hak
dan mengikuti Pedoman Kelompok Pembangunan PBB mengenai Masyarakat Adat, yang pada bulan
Februari 2008 ditingkatkan agar konsisten dengan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat
Adat. Pedoman ini merekomendasikan bahwa, antara lain, operasi PBB harus menghormati hak
untuk memberikanpersetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan, dan mengakui hak
kolektif masyarakat adat atas tanah dan wilayah.57

Pada bulan September 2008, Program REDD-PBB menyelenggarakan lokakarya mengenai
pemantauan, penilaian dan verifikasi REDD. Rencana pemantauan awal dan ‘Peta Langkah REDD’
dimaksudkan untuk menyediakan pelatihan bagi para pemerintah tentang Deklarasi PBB mengenai
Hak-Hak Masyarakat Adat, untuk meningkatkan kesadaran mengenai pengetahuan tradisional dan
untuk mengembangkan alat bagi penilaian ‘manfaat bersama’. Juga terdapat rencana bagi verifikasi
independen atas ‘emisi national dan stok karbon’. Yang mengherankan, tak ada rencana yang
eksplisit untuk mengembangkan kriteria, indikator dan alat untuk memantau dan melakukan
verifikasi secara independen atas dampak HAM dan kinerja tata pemerintahan dalam program
REDD.58

Dalam tahap ini tak jelas bagaimana PBB akan memastikan bahwa komitmennya terhadap
pendekatan berbasis hak diterapkan dalam praktik atau bagaimana PBB akan memberikan
tanggapan terhadap seruan masyarakat adat bagi program REDD-PBB untuk mengembangkan
prosedur pemenuhan dan mekanisme akuntabilitas bagi kegiatannya.59

Di samping Program REDD-PBB, UNEP telah meluncurkan inisiatif riset propasar senilai US$4 juta
yang disebut sebagai ‘Inisiatif Ekonomi Hijau’ (Green Economic Initiative). Program ini
dimaksudkan untuk mempromosikan ekonomi alternatif negara berkembang berdasarkan layanan
ekosistem, penjualan REDD, kredit keanekaragaman hayati dan lahan basah serta ‘produk’
lingkungan lainnya.6°

Fasilitas Lingkungan Global (GEF)

GEF adalah mekanisme keuangan resmi bagi Konvensi Iklim. Melalui bidang fokus Perubahan Iklim,
GEF pada tahun 2007 mengadopsi bidang program strategis yang baru mengenai ‘Manajemen tata
guna lahan dan perubahan tata guna lahan serta kehutanan (LULUCF) sebagai alat untuk
melindungi persediaan (stok) karbon dan mengurangi emisi GRK.’ Kegiatan ini akan banyak
melibatkan dukungan bagi penghitungan karbon dan perkiraan pencegahan emisi sebagai hasil
intervensi GEF. Program strategi yang baru ini juga akan ‘bekerja bersama masyarakat lokal untuk
mengembangkan metode mata pencaharian alternatif untuk mengurangi emisi dan menyerap
karbon’.6

Melalui inisiatif Akun Hutan Tropis (TFA) senilai US$60 juta yang diluncurkan di Bali tahun 2007,
negara-negara tropis akan diganjar dengan tambahan sumber daya jika mereka mengarahkan dana
GEF mereka yang dialokasikan melalui Kerangka Kerja Alokasi Sumber Daya (RAF) untuk
mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. Dana TFA dialokasikan melalui program GEF bertema
Keanekaragaman Hayati, Pengelolaan Lahan Berkelanjutan dan Degradasi Lahan. Contoh dari
kegiatan yang memenuhi syarat mencakup ‘pengaturan pengelolaan berbasis masyarakat untuk
berbagai penggunaan sumber daya hutan’ dan ‘percontohan mekanisme untuk memberikan
kompensasi bagi masyarakat lokal yang melindungi stabilitas ekosistem, fungsi dan layanan dalam
daerah resapan airi ... bagi pengguna di daerah hilir’.62

Dalam tahap pertama, TFA menawarkan tambahan pendanaan sebesar $40 juta bagi negara-negara

di Basin Kongo untuk mengelola secara berkelanjutan ekosistem hutan tropis yang ada di sana jika
negara-negara itu menggunakan bagian dari alokasi RAF GEF bagi SFM dan konservasi hutan.63
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GEF sudah lama dikecam karena kinerja sosialnya yang buruk dalam proyek konservasi hutan yang
luas dan karena mendanai model konservasi yang ekslusif, khususnya di Afrika and Asia. Meskipun
GEF memiliki beberapa prinsip yang berguna dalam beberapa bagian dari pedoman Program
Operasionalnya, prinsip-prinsip tersebut tidak mengikat dan seringkali tidak diterapkan dalam
rancangan dan pelaksanaan proyek.4 GEF sekarang ini sedang meninjau dampak proyeknya
terhadap masyarakat adat, tetapi sejauh ini enggan memperkenalkan kebijakan dan langkah-langkah
pengawasan yang baru untuk memastikan bahwa keanekaragaman hayatinya dan portfolio lainnya
tidak berdampak buruk terhadap hak-hak masyarakat— dengan berargumentasi bahwa ini adalah
tanggung jawab badan pelaksana (IA).%5

Dana Hutan Basin Kongo

Dana Hutan Basin Kongo (CBFF) adalah fasilitas pendanaan yang disandang banyak donor yang
bertujuan untuk melindungi hutan dan memperlambat deforestasi di kawasan Basin Kongo.
Pemerintah Inggris dan Norwegia sejauh ini telah berkomitmen untuk memberikan sekitar US$150
juta bagi CBFF yang memiliki sekretariat di Bank Pembangunan Afrika di Tunisia. CBFF diatur oleh
Dewan Pengurus yang anggotanya termasuk dua pakar yang menjadi ketua bersama, presiden
COMIFAC, Sekretaris Jenderal CEEAC, Wakil Presiden Bank Pembangunan Afrika, satu perwakilan
donor dan satu perwakilan masyarakat madani dari kawasan itu.

Tanggung jawab lembaga dana ini lebih luas dari REDD dan tujuannya meliputi pencegahan
deforestasi dan perlindungan hutan yang ada dari tekanan pambalakan, penambangan dan
infrastruktur di masa mendatang.66

CBFF juga memiliki ‘kelompok referensi’ yang akan bertindak sebagai forum bagi konsultasi publik
terkait dengan operasi CBFF. Lembaga ini dapat diakses oleh komunitas dan masyarakat madani dan
juga pemerintah serta sektor swasta. Kriteria utama bagi seleksi proposal terutama didasarkan pada
kebutuhan untuk meningkatkan mata pencaharian penghuni hutan, kebutuhan untuk memenuhi
prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pelibatan mitra lain secara lokal dan regional
serta penyesuaian dengan tujuan CBFF, yaitu:

memperlambat tingkat deforestasi

mengurangi kemiskinan di antara masyarakat hutan

memastikan adanya konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan konsep
proyek.

Aplikasi pendanaan juga harus memastikan bahwa penilaian risiko lingkungan dan sosial telah
dilakukan dan bahwa tindakan mitigasi telah dibangun dalam rancangan proyek.

CBFF akan mendukung kegiatan dengan empat tema: ‘pengelolaan hutan dan praktik yang
berkelanjutan’, ‘pemantauan dan acuan awal ekologi dan sosial dan ekonomi’ untuk REDD, ‘manfaat
dari pasar karbon dan pembayaran bagi layanan lingkungan’®”? dan ‘pengembangan mata
pencaharian dan ekonomi’.

Dalam tema mata pencaharian kriteria seleksi proyek CBFF menyebutkan bahwa: ‘Masyarakat adat
... memiliki hak yang tak dapat diganggu gugat terkait dengan budaya dan strategi mata pencaharian
mereka yang mendukung pengelolaan hutan yang baik’ and mengatakan bahwa:

CBFF akan berusaha untuk mendukung inisiatif yang menargetkan kelompok rentan dan

mempromosikan mata pencaharian yang memadai yang sesuai dan berdampak positif
terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan 8 (terjemahan tak resmi)
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Meskipun tujuan dan kriteria ini secara potensial berguna, tak disebutkan secara eksplisit tentang
hak, penguasaan tanah, akuntabilitas atau tata kelola pemerintahan yang baik. Tak adanya kriteria
yang jelas mengenai hak-hak ini mengherankan karena Departemen untuk Pembangunan
Internasional (DFID) Inggris secara resmi telah mengadopsi pendekatan berbasis hak untuk dana
luar negeri pada tahun 2000.%9

Begitu mulai beroperasi, tampaknya proyek-proyek CBFF akan diawasi oleh Bank Pembangunan
Africa. Tak jelas apakah pada tahap ini kebijakan perlindungan Bank itu akan diterapkan atas
proyek-proyek tersebut dan dengan demikian maka isu-isu akuntabilitas publik CBFF tetap tak
terjawab.

Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia

Pada pertemuan puncak mengenai iklim di Bali tahun 2007, Perdana Menteri Norwegia
menyampaikan janjinya secara terbuka untuk memberikan NKr3 milyar setiap tahun untuk
mendukung negara-negara berkembang memerangi deforestasi. Pemerintah Norwegia sejak itu telah
membentuk Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia untuk mengawasi dan mengatur dana
itu. Norwegia menegaskan bahwa melawan perubahan iklim dan mempromosikan pembangunan
yang berkelanjutan serta pengurangan kemiskinan adalah tiga tujuan inti dari inisiatif itu. Dalam
negosiasi global jelas bahwa Norwegia akan mendesak agar REDD dimasukkan dalam rezim iklim
global pasca-2012. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung tindakan awal guna mengurangi emisi
dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang sebelum terbentuk rezim global
pasca-2012.

Kegiatan awal akan mecakup dukungan bagi pembangunan kapasitas, tetapi juga akan berusaha
untuk ‘berfokus pada pengurangan emisi sejak dari awal’.70 Salah satu tujuan utama yang disebutkan
adalah mendukung inisiatif percontohan multilateral dan pembangunan strategi REDD nasional
melalui dukungannya terhadap Program REDD-PBB dan FCPF serta FIP Bank Dunia (lihat
Lampiran 3, 4 dan 5).7*

Melalui inisiatif tersebut pemerintah Norwegia sejauh ini memiliki komitmen sebesar US$35 juta
untuk Program REDD-PBB dan US$5 juta bagi FCPF. Ia juga telah menyalurkan $100 juta bagi
CBFF seperti yang disebutkan di atas.

Pada tingkat bilateral, Norwegia memiliki perjanjian kerja sama dengan pemerintah Brasil dan
mengalokasikan NKr100 juta untuk Dana Amazon Brasil pada tahun 2008 dan kemudian NKr60o
juta pada tahun 2009. Pembayaran lebih lanjut akan dikaitkan dengan kinerja dalam memperlambat
deforestasi (Lampiran 6). Norwegia juga telah berkomitmen untuk memberikan NKr500 juta untuk
perumusan dan implementasi strategi REDD nasional di Tanzania selama lima tahun (bab IV).

Inisiatif itu juga berencana untuk mengalokasikan hibah bagi ‘institusi riset international dan LSM’
atas dasar ‘serangkaian kriteria pembangunan dan lingkungan ... yang terpenting adalah bahwa
proyek-proyek tersebut harus mendukung strategi REDD nasional apabila telah dibuat’.72

Strategi inisiatif ini mengatakan bahwa ‘... penting untuk melindungi keanekaragaman hayati dan
melindungi kepentingan dan hak masyarakat adat serta komunitas lokal lainnya’ dalam kebijakan
dan program REDD. Juga disebutkan bahwa negara penerima yang terpilih ‘harus memiliki niat
politik yang jelas’ untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, memperlihatkan ini dalam
praktik dan mecakup kegiatan untuk ‘mengembangkan dan menerapkan strategi REDD nasional,
[sambil] melindungi hak penduduk setempat dan peluang mereka atas pembangunan’.73
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Tak jelas apakah kriteria ini dimasukkan dalam kesepakatan kerja sama yang mengikat antara
Norwegia dan Brasil atau dengan Tanzania. Terlepas dari prinsip dan pedoman yang berguna seperti
yang disebutkan di atas, sungguh mengherankan bahwa menteri-menteri Norwegia telah
menyatakan bahwa penghargaan atas hak asasi manusia dan hak-hak adatl tak akan menjadi
persyaratan bagi bantuan Norwegia untuk REDD.74 Ketika ditanya tentang isu ini, para penasehat
Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia dengan terbuka menegaskan bahwa konsultasi dan
pelibatan komunitas dan masyarakat adat akan menjadi ‘persyaratan’ pembiayaan bagi program
percontohan REDD suatu negara.’s Tetapi, menjelang akhir 2008 masih belum ada persyaratan
spesifik tentang penghormatan atas HAM dalam inisiatif ini.

LSM-LSM menekankan bahwa penghormatan atas HAM merupakan standar minimal yang penting
bagi pembangunan berkelanjutan. Mereka mengatakan bahwa standar tersebut tak dapat
diterjemahkan sebagai ‘pemaksaan’ kepada negara penerima, dalam hal apa pun juga, karena
sebagian besar dari mereka telah meratifikasi instrumen global dan regional utama tentang HAM
yang relevan bagi negara mereka.

Dalam hal ini, negara-negara REDD yang potensial telah berkomitmen untuk menegakkan standar
ini. Persyaratan donor mengenai hak merupakan perlindungan penting untuk memastikan bahwa
bantuan mereka dan uang lingkungan tidak merongrong kemampuan negara penerima untuk
memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan lingkungan hidup dan HAM internasional.

Pemerintah Norwegia menyerahkan dokumen usulan mengenai REDD ke AWG-LCA pada bulan
April 2009 untuk dipertimbangkan dalam pertemuan di Bonn bulan Juni 2009. Dokumen usulan itu
mengundang gelombang keprihatinan dan kekecewaan karena AWG-LCA telah mengabaikan seruan
untuk memastikan adanya persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan dari masyarakat
adat dalam kegiatan REDD, memilih formulasi ‘konsultasi berdasarkan informasi awal tanpa
tekanan’.76 Namun, versi kedua dari dokumen itu memuat referensi atas UNDRIP.

Inisiatif Karbon Hutan Internasional Australia (IFC/)

Inisiatif Australia ini mendukung kegiatan demonstrasi REDD di wilayah Asia dan Pasifik dan
menargetkan Indonesia dan Papua Nugini dalam dukungan awalnya. Fokus utamanya ditujukan
pada pengembangan sistem akuntansi (pelaporan keuangan) hutan nasional dan sistem pemantauan
karbon hutan global (dalam kemitraan bersama inisiatif Clinton). Kegiatan dukungan juga akan
berusaha untuk:

. menunjukkan bagaimana investasi dalam pencegahan deforestasi dapat mencapai
penurunan emisi sambil memberikan penghidupan bagi masyarakat yang hidupnya
tergantung pada hutan dan mempromosikan pengelolaan sumber daya yang
berkelanjutan.”’ (terjemahan tak resmi)

Pada saat yang sama, dana Australia ini dimaksudkan untuk ‘mendukung upaya internasional untuk
mengembangkan pendekatan berbasis pasar dan untuk mengatasi deforestasi’. Pemerintah Australia
berkomitmen untuk mendorong agenda berbasis pasar ini melalui delegasi mereka dalam UNFCCC.
Pemerintah mengatakan bahwa ia mendukung pendekatan ini bagi pembiayaan REDD dengan
mempertimbangkan bahwa ‘pada akhirnya pasar karbon merupakan mekanisme satu-satunya yang
mampu memobilisasi investasi dalam skala yang diperlukan untuk mendukung dan menyediakan
insentif bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi dari deforestasi’ (klaim yang
ditantang oleh mereka yang menentang pasar karbon REDD). Pemerintah memasukkan
dukungannya sebesar US$10 juta bagi Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia dengan tujuan
intinya untuk mempromosikan pasar karbon bagi hutan yang ada.”8
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Kemitraan Karbon Hutan Papua Nugini—Australia diluncurkan bulan Maret 2008 dengan dana awal
sebesar Aus$3 juta untuk merancang sistem pemantauan dan akuntansi karbon. Sebanyak $16 juta
kemudian dialokasikan bagi Program Pembangunan Ketrampilan dan Kapasitas Kehutanan Asia
Pasifik untuk membantu ‘negara-negara’ dalam kawasan ini dalam pengelolaan hutan yang
berkelanjutan.

Di bulan Juni 2008 IFCI mengumumkan ‘Kemitraan Karbon Hutan Indonesia—Australia’ yang
mencakup ‘Kemitraan Hutan dan Iklim Kalimantan’ yang berbasis pasar senilai $30 juta dan paket
bilateral senilai $10 juta bagi Indonesia untuk kegiatan hutan dan iklim— terutama bagi
pengembangan sistem penghitungan karbon secara nasional dan kerangka kerja kebijakan nasional
bagi REDD. Indonesia dan Australia juga telah setuju untuk membangun ‘Peta Langkah bagi Akses
terhadap Pasar Karbon Internasional’.

Kajian ini belum berhasil memperoleh informasi publik mengenai apakah Inisiatif ini akan
menerapkan standar-standar hak juga apakah inisiatif ini memilikimekanisme tanggung gugat atau
pelaporan keluhan (grievance).

Keuangan sektor swasta

Sementara pemerintah melakukan negosiasi dalam UNFCCC dan lembaga-lembaga dana multilateral
serta bilateral tengah dibentuk, LSM-LSM konservasi yang besar, pemerintah daerah dan
perusahaan keuangan karbon telah menanamkan modal untuk REDD dalam pasar karbon
sukarela.”9 Pendekatan sukarela ini mulai banyak dikenal di negara-negara Asia Tenggara seperti
Indonesia (Lampiran 8). Di Utara sekarang terdapat banyak perusahaan dan kemitraan keuangan
karbon yang berusaha mempromosikan perdagangan karbon bagi REDD dan AD.8¢ Masyarakat
hutan juga melaporkan bahwa mereka didekati oleh perusahaan karbon yang menawarkan kontrak
dan kesepakatan. Inisiatif semacam itu sejauh ini menggunakan beragam standar sertifikasi karbon
sukarelas! dan jumlah proyek relatif tetap kecil.82

Meskipun pengamatan atas dampak sosial dan mata pencaharian dari proyek-proyek ini telah
dituangkan dalam bab IV dari laporan ini, tetapi belum dilakukan survei mengenai inisiatif ini
sedangkan informasi tentang dampaknya terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal masih
terbatas. FPP mempunyai rencana untuk menyelidiki dampak proyek terhadap masyarakat dan
bermaksud membuat laporan terpisah mengenai hal itu pada waktunya.

Berapa biaya sebenarnya untuk REDD?

Jumlah uang yang tengah diajukan seperti yang dipersyaratkan untuk membiayai skema REDD dan
membayar kompensasi bagi negara-negara sangatlah bervariasi, tetapi para pendukung REDD
mengatakan bahwa para penerima kompensasi REDD boleh jadi dapat memperoleh ganjaran
finansial yang signifikan. Pada tahun 2007, Tinjauan Stern memperkirakan bahwa biaya peluang
penghasilan dari tata guna lahan alternatif dapat berjumlah US$5-10 milyar setiap tahun, jika
semua deforestasi dihentikan. Secara global, Bank Dunia telah memperkirakan bahwa untuk
mengurangi tingkat tahunan deforestasi dalam negara-negara berkembang sebesar 20%, REDD akan
memakan biaya antara US$2 and 20 milyar setiap tahun. Tinjauan Eliasch, yang dilaksanakan bagi
pemerintah Inggris tahun 2008, memperkirakan biaya tahunan sebesar US$11 hingga 26 milyar
untuk mengurangi deforestasi sebanyak 75% hingga 2030.83 Yang lain menunjukkan bahwa
perkiraan ini sebetulnya terlalu konservatif, dan bahwa biaya global moneter yang sesungguhnya
bagi penerapan kebijakan REDD yang berkelanjutan dan akuntabel tampaknya jauh lebih tinggi.
Khususnya, mereka yang mengecam penghitungan biaya sekarang ini mengatakan bahwa angka-
angka dalam ‘biaya transaksi’ yang diharapkan mungkin terlalu rendah.84
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Pengecam REDD berbasis pasar juga mengatakan bahwa harga-harga pangan dunia yang tak dapat
diramalkan dan melonjak mungkin dapat membuat kompensasi pengurangan terkait dengan biaya
peluang bagi tata guna lahan alternatif menjadi terlalu mahal di masa mendatang. Ada juga yang
mengatakan bahwa penggunaan dana untuk memastikan wilayah masyarakat adat dan hutan
masyarakat merupakan cara yang lebih efektif dari sisi biaya untuk mendukung REDD dan pencegah
deforestasi (bab VI).85 Para pendukung skema REDD berbasis masyarakat menekankan bahwa
mendukung langkah-langkah untuk memastikan hak penguasaan tanah dan menyediakan bantuan
bagi masyarakat untuk melindungi hutan mereka akan merupakan pilihan yang jauh lebih efektif,
adil dan murah daripada memberikan kompensasi bagi agrobisnis dan perusahaan perkebunan atau
mendanai departemen kehutanan yang memegang kendali secara tersentralisasi untuk membuat
agar hutan tetap berdiri tegak.
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IV  Keprihatinan mengenai hak, keadilan dan akuntabilitas

Organisasi-organisasi masyarakat madani dan masyarakat adat menunjukkan masih ada risiko
bahwa intervensi REDD yang buruk dapat merugikan masyarakat dan memberikan hasil yang
negatif, antara lain karena kerangka kerja legal global yang berkembang sejauh ini gagal membentuk
komitmen antarpemerintah mengenai isu-isu hak dan keadilan sebagai bagian penting dari rezim
iklim dan hutan yang baru.8¢ Pada saat yang sama, apabila hutan menjadi bagian dari rezim
internasional yang menghormati hak-hak masyarakat dan mempromosikan hak penguasaan tanah
yang sejatis dan progresif dengan berfokus pada masyarakat serta reformasi tata kelola
pemerintahan dalam sektor hutan, dan jika gangguan moral serta masalah lain dapat diatasi (lihat
bawah), maka banyak yang sepakat bahwa akan ada potensi manfaat yang dapat diraih masyarakat
adat dan komunitas yang hidupnya tergantung pada hutan.8”

Risiko sosial terkait dengan kebijakan REDD dari atas ke bawah semakin diakui oleh badan-badan
internasional seperti PBB dan oleh penasehat pemerintah serta inisiatif bilateral mengenai REDD.88
Merupakan hal penting bahwa tinjauan yang dilakukan baru-baru ini oleh pemerintah dan LSM
mengenai hutan internasional dan keuangan iklim telah mengakui bahwa REDD tak akan berjalan
tanpa pengakuan atas hak-hak masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan.89 Misalnya,
meskipun Tinjauan Eliasch 2008 telah dikecam karena analisis yang berpihak pada pasar karbon
dan bermasalah,%° studi itu mengemukakan bahwa dengan adanya insentif REDD:

... Akan terdapat bahaya pelanggaran terhadap hak-hak adat demi kepentingan investasi
yang picik, dan kontrak sesat serta spekulasi tanah yang merugikan kepentingan
masyarakat. Jadi tanpa hak penguasaan dan penggunaan tanah yang jelas, pengelolaan
hutan berkelanjutan akan merupakan hal yang mustahil dan keuangan karbon mungkin
akan meningkatkan konflik sosial. 9 (terjemahan tak resmi)

Meskipun demikian, tinjauan yang mengadvokasikan REDD, atau badan yang berencana untuk
mendanai REDD, hanya mengajukan standar sukarela. Mereka tampaknya tak bersedia
mensyaratkan negara-negara penerima bantuan untuk memenuhi standar HAM (bab III). Meskipun
negara-negara seperti Papua Nugini secara terbuka telah membicarakan tentang kebutuhan untuk
menghormati hak masyarakat dalam UNFCCC dan forum lainnya, mereka menekan donor dengan
keras agar tidak mengaitkannya dengan dana REDD internasional.

Kebifakan REDD dari atas ke bawah

Sebagian besar proposal REDD di tahun 2008 terus mengalir dari pemerintah, badan internasional,
perusahaan keuangan karbon dan LSM konservasi yang besar. Masyarakat tak mendapatkan
informasi yang cukup mengenai REDD di tingkat lokal.92 Dalam beberapa kasus, seperti Panama,
pemerintah mengklaim bahwa mereka telah berkonsultasi dengan masyarakat umum dan
masyarakat hutan mengenai langkah-langkah untuk mengatasi deforestasi terkait dengan konsultasi
sebelumnya mengenai rencana lingkungan hidup nasional. Pejabat pemerintah mengatakan bahwa
pokok-pokok penting dalam strategi REDD sedikit banyak telah dirumuskan melalui rencana-
rencana hutan atau lingkungan nasional yang sudah ada.’3 Dengan demkian sejumlah pemerintah
tampaknya memandang REDD terutama hanya sebagai sumber pendanaan baru bagi kebijakan
hutan mereka yang telah ada dan juga kesempatan untuk menambah stok karbon pada kawasan
hutan lindung dan portfolio konsesi mereka (bab V).

Dari tinjauan FPP-FERN tahun 2008 atas sembilan proposal R-PIN yang diserahkan kepada

Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia diketahui bahwa sebagian besar proposal itu
dikembangkan dengan sedikit konsultasi atau tanpa konsultasi dengan masyarakat hutan
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(Lampiran 3). Dalam kasus Paraguay, organisasi adat telah melayangkan protes keras karena
pemerintah sejauh ini mengembangkan kebijakan REDD secara internal tanpa konsultasi dengan
masyarakat adat.94 Dalam kasus lain, pemerintah Vietnam dan Republik Demokrasi Rakyat Laos
(PDR Laos) secara terbuka mengakui bahwa mereka mengembangkan konsep REDD tahun 2008
tanpa konsultasi publik.95

Sejarah menunjukkan bahwa setiap rencana global untuk menyelamatkan hutan dunia yang dibuat
tanpa sepengetahuan dan persetujuan penuh dari masyarakat hutan dan komunitas lokal akan
terancam gagal, dan pembuatan kebijakan dari atas ke bawah semacam itu seringkali malahan
mengukuhkan status quo yang tak adil dalam politik hutan di tingkat internasional dan nasional.
Contoh yang menonjol dari solusi global yang sebelumnya telah gagal dirancang oleh Bank Dunia
dan FAO, yang pernah melibatkan tak kurang dari 73 negara berkembang, adalah Rencana Aksi
Kehutanan Tropis (TFAP) yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 1980-an dan awal 1990-an.

Meskipun TFAP banyak membicarakan partisipasi dan mata pencaharian lokal, tetapi TFAP pada
akhirnya melayani kepentingan badan-badan pemerintah dan industri pembalakan, terlepas dari
klaimnya bahwa ia mendukung ‘kehutanan sosial’. Pengalaman TFAP menunjukkan dengan jelas
bahwa pengembangan kebijakan hutan dari atas ke bawah itu keliru dan bahwa solusi berkelanjutan
hanya dapat diperoleh dari bawah ke atas, dari pemilik hutan dan masyarakat hutan yang
sesungguhnya tinggal di dalam hutan dan bergantung padanya.®

Meskipun sebagian organisasi adat dan badan-badan PBB telah mulai mempersiapkan materi
pelatihan masyarakat mengenai REDD,97 hanya sedikit pemerintah yang telah melakukan konsultasi
dengan baik bersama masyarakat hutan dan organisasi kemasyarakatan tentang rencana mereka
mengenai kebijakan hutan dan iklim yang baru. Sebagian besar konsultasi selama ini diadakan di
kota dan melibatkan LSM konservasi dan pejabat pemerintah.

Konsultasi yang tergesa-gesa atau minimal dalam inisiatif sukarela

Pada saat yang sama, terdapat indikasi bahwa inisiatif REDD sukarela dan pencegahan deforestasi
gagal melakukan konsultasi dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat hutan yang
terimbas. Di Guyana, Canopy Capital menandatangani kesepakatan bersama Iwokrama International
Centre untuk memulai pembayaran bagi layanan lingkungan dalam upaya melindungi hutan hujan
dan mendanai daerah konservasi.

Hal pertama yang diketahui masyarakat Makushi mengenai kesepakatan yang meliputi hutan
peninggalan leluhur mereka diketahui dari pengumuman dalam siaran pers nasional dan
internasional yang dikeluarkan setelah kesepakatan itu dibuat. Kegagalan Canopy Capital and
Iwokrama Centre untuk berkonsultasi dengan masyarakat sebelumnya jelas merupakan pelanggaran
kesepakatan kolaboratif bersama antara mereka dan masyarakat Amerindian lokal (lihat Lampiran
7). Canopy Capital menjelaskan bahwa transparansi yang terbatas dan proses yang tergesa-gesa itu
berakar dari persyaratan kerahasiaan komersial dan kebutuhan untuk mempertahankan keuntungan
kompetitif—- suatu konsep komersial dan praktik cepat yang tak selaras dengan proses yang
seharusnya serta persyaratan pemberian persetujuan sebelumnya terhadap keputusan yang
mempengaruhi masyarakat hutan adat.

Jika tak ada partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat, komunitas dan masyarakat madani
di negara-negara hutan tropis dalam pengembangan kebijakan publik mengenai hutan dan mitigasi
perubahan iklim, maka ada risiko yang nyata bahwa kebijakan dan intervensi REDD pada akhirnya
akan mengukuhkan status quo dan melayani kepentingan departemen kehutanan, organisasi
konservasi dan elite lokal.
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Kurangnya reformasi yang esensial mengenai tata kelola pemerintahan dan
penguasaan lahan

Rencana REDD yang berorientasi pada pemerintah pusat dan cenderung melayani mereka sendiri
memang sudah bermunculan. Terdapat kian banyak bukti baru yang menunjukkan bahwa banyak
rencana awal untuk REDD yang dibuat oleh pemerintah telah mengabaikan keprihatinan yang
disampaikan masyarakat adat, LSM dan spesialis pembangunan sosial terkait dengan HAM; hak
penguasaan tanah; hak adat; pemberian persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan
(FPIC); tata kelola pemerintahan yang baik; dan keadilan.

Persoalan tata pemerintahan yang lemah dan korupsi dalam sektor kehutanan di negara
berkembang, dan perlakuan sewenang-wenang yang merajalela serta eksploitasi masyarakat hutan
oleh departemen kehutanan telah didokumentasikan dengan baik.9® Untuk mengatasi persoalan
yang telah mengakar ini diperlukan reformasi yang luas untuk menghormati hak masyarakat dan
memungkinkan perubahan dalam undang-undang serta peraturan hutan, tanah dan hasil hutan.
Namun dalam banyak hal tampaknya reformasi tak direncanakan dalam proposal REDD nasional
yang ada saat ini.

Tinjauan FPP-FERN yang sama atas catatan konsep REDD yang disampaikan di atas menunjukkan
adanya kecenderungan yang mengganggu mengenai departemen lingkungan hidup dan departemen
kehutanan pemerintah yang bersikap 'beraktivitas seperti biasa' (business as usual) seolah tidak ada
yang perlu diubah dalam mengembangkan kebijakan REDD (lihat Lampiran 3).99

Meskipun negara-negara seperti Liberia dan Ghana telah mengakui dengan benar kebutuhan untuk
menyikapi reformasi hak penguasaan tanah dalam catatan konsep REDD mereka, negara lain seperti
Guyana and Republik Demokrasi Kongo menyampaikan bahwa kepemilikan negara atas hutan
merupakan hal yang tak perlu dipermasalahkan. Di negara-negara yang disebut belakangan ini,
rencana garis besar REDD tidak mengakui bahwa banyak kawasan berada dalam penguasaan adat
serta diklaim oleh masyarakat adat dan masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan.1°© Dalam
kasus Guyana, catatan konsep REDD resmi memberikan gambaran yang terlalu positif dan jelas-jelas
‘menyesatkan’ mengenai keadaan tata kelola hutan dan kemajuan menuju pengelolaan hutan yang
berkelanjutan.10t

Beberapa rencana REDD pemerintah mengusulkan untuk menyediakan dukungan bagi ‘pengelolaan
hutan berbasis masyarakat’, tetapi apa arti sesungguhnya dalam praktik? Siapa yang sesungguhnya
menerima manfaat dari dana REDD ini? Pengalaman di India menunjukkan bahwa skema semacam
itu dalam hal-hal tertentu justru meningkatkan kendali negara atas hutan, dan meningkatkan
campur tangan pemerintah yang tak diharapkan dalam sistem adat lokal mengenai tata kelola hutan,
hak penguasaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam.102

Sempitnya fokus atas akuntansi, pemantauan, pengukuran dan verifikasi karbon

Ketimbang berfokus pada reformasi hak penguasaan tanah dan hukum untuk memberdayakan
masyarakat bagi perlindungan hutan, banyak rencana REDD yang berfokus pada persyaratan sistem
akuntansi dan pemantauan karbon yang canggih dan kompleks, kebutuhan akan inventarisasi hutan
dan verifikasi pengurangan emisi. Hanya sedikit sekali yang mengemukakan tentang dampak sosial atau
kinerja tata kelola pemerintahan seperti yang telah direkomendasikan oleh masyarakat madani (bab III).

Sedangkan badan-badan internasional tampaknya terfokus pada tindakan di negara-negara
berkembang tetapi tak membahas penyebab utama terkait dengan perdagangan internasional dan
konsumsi global akan komoditas pertanian, kayu dan produk bubur kertas. Seperti yang diingatkan
oleh seorang tokoh adat di Indonesia, pendekatan ‘beraktivitas seperti biasa’ (business as usual) tak
akan mengatasi persoalan deforestasi:
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Menetapkan hutan karbon, taman nasional dan kawasan lindung, atau mengembangkan
standar legalitas bagi kayu dan perdagangan kayu, hanya akan mengatasi gejala deforestasi.
Sebaliknya, penanganan ketidakadilan dalam hak penguasaan tanah, diskriminasi terhadap
masyarakat adat, korupsi, konsumsi yang berlebihan dan industrialisasi yang tak terkendali
akan mengatasi sumber yang mengakar dari deforestasi. Kita memiliki contoh dari seluruh
dunia, yang menunjukkan bahwa pengelolaan hutan adat merupakan solusi jangka panjang
dalam melindungi dan memastikan keberlanjutan.1°3 (terjemahan tak resmi)

Risiko bahaya moral dan hasil yang buruk

Masyarakat adat, pakar kehutanan, pakar ekonomi dan ilmuwan sosial semakin banyak
menunjukkan ‘gangguan moral’ dalam insentif finansial REDD yang sekarang ini diajukan, yang
akan menargetkan pembayaran (kompensasi) dan imbalan bagi pencemar (perusak hutan)
sementara penjaga yang efektif, seperti masyarakat adat, yang telah melindungi hutan tak akan
mendapatkan imbalan atau akan menerima hanya sekedar tanda jasa.104

Ketidakadilan berbasis REDD juga mungkin timbul di antara daerah-daerah di dalam suatu negara —
di mana sebagian kabupaten atau provinsi memiliki tingkat deforestasi tinggi, sementara yang lain
memelihara hutan yang asri (mis. Negara Bagian Mato Grosso dibandingkan dengan Negara Bagian
Amazona di Brasil).105

Di Amerika Tengah, juga di banyak kawasan lain, sebagian hutan yang masih utuh dengan tingkat
deforestasi rendah atau tak ada deforestasi sama sekali, seperti Nicaragua dan Panama, misalnya,
berada dalam tanah dan wilayah tradisional dari masyarakat adat atau dalam kawasan lindung yang
dikelola dengan baik. Suatu studi baru-baru ini mengenai potensi kebijakan REDD untuk
memberikan pengurangan emisi dan manfaat lokal di Amerika Tengah mendapati bahwa kebijakan
REDD yang picik tak akan banyak bermanfaat bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. Alih-alih,
insentif REDD kemungkinan besar akan berfokus pada daerah yang terancam deforestasi dan
dengan demikian terutama akan memberi manfaat bagi perusak hutan berskala besar seperti pemilik
usaha peternakan.106

Organisasi masyarakat adat dan pakar hutan dan pembangunan mengingatkan bahwa meskipun
proposal kebijakan REDD mungkin menargetkan daerah deforestasi agar efisien dalam hal
pengurangan emisi, dengan pendekatan yang picik seperti itu maka mau tak mau akan muncul
sistem insentif lingkungan yang tak adil, yang akan meningkatkan ketimpangan di wilayah pedesaan
dan hampir dapat dipastikan akan menimbulkan kecaman publik yang luas dan bahkan
menimbulkan konflik lokal.107

Rencana REDD yang berisiko mengabaikan upaya-upaya masyarakat yang ada untuk melindungi
hutan dapat dilihat dalam kasus Panama. Rencana awal pemerintah untuk REDD, misalnya,
berusaha untuk mengkonsentrasikan pemberian insentif kepada pemilik usaha peternakan di daerah
yang mengandung risiko deforestasi di provinsi Darién, di bagian timur Panama dan wilayah Ngobe
Bugle (yang menderita deforestasi karena ulah orang luar).208 Insentif REDD tak akan menargetkan
daerah dengan risiko rendah dengan hutan adat yang utuh i di Comarcas yang secara historis telah
diatur oleh Kuna dan masyarakat adat lainnya dalam upaya membela wilayah mereka sendiri dan
menghentikan deforestasi liar.209 Hampir tak diragukan bahwa apabila pemerintah Panama tidak
mengatasi isu ketidakadilan terkait dengan penggunaan insentif REDD ini, maka skema itu akan
mendapat kecaman hebat dari publik.

Menjelang akhir 2008, meskipun kerugian moral terkait dengan insentif REDD yang direncanakan telah

diakui secara terbuka oleh beberapa pendukung dan arsitek utamanya, 2© namun belum banyak solusi
yang disampaikan oleh para pendukung REDD untuk membahas isu keadilan. Ada proposal yang
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mengatakan bahwa keadilan mungkin dapat dicapai melalui pendekatan tiga dana. Ini akan terdiri
dari dana pemerintah (untuk pembangunan kapasitas dan kegiatan kesiapan), dana penjagaan/wali
kelola hutan (untuk masyarakat adat dan komunitas) dan dana penjagaan/wali kelola swasta untuk
memberikan kompensasi bagi pemilik hutan swasta dengan pilihan deforestasi bagi perolehan ekonomi.!!!

Bahkan pendekatan triparti ini pun mungkin akan mengandung gangguan moral dan memberikan
hasil yang negatif. Tanpa perlindungan, pembayaran ke sebagian pemilik tanah swasta (mis. di Brasil
and Paraguay di mana ‘pemilik properti’ seringkali mendapatkan tanah mereka dengan cara
menyerobot) mungkin akhirnya akan menjadi imbalan bagi pelanggar hukum dan pemilik lahan
yang tak sah.12

Jadi peraturan bagi distribusi insentif REDD harus didasarkan pada prinsip dan kriteria yang adil
dan dapat dipercaya—termasuk kriteria hukum—kalau tidak maka pembayaran akhirnya akan
diterima oleh orang-orang yang tak berhak, termasuk orang yang mungkin menduduki dan
menyerobot lahan hutan karena mengharapkan akan memperoleh manfaat REDD.

Menyasar peladang berpindah yang tak adil dan tak sah

Analisis yang lemah dan tak ilmiah mengenai pemicu deforestasi dan degradasi dalam konsep REDD
pemerintah juga mengungkapkan kecenderungan yang mengkhawatirkan ketika pemerintah
menyalahkan peladang berpindah atas deforestasi dan degradasi hutan. Dari sembilan konsep REDD
yang dipelajari FPP and FERN, tak kurang dari delapan (Panama, Guyana, Paraguay, Republik
Demokrasi Kongo, Liberia, Ghana, RDR Laos and Vietnam) mengidentifikasi ‘pertanian tradisional’
atau ‘perladangan berpindah’ sebagai penyebab utama kerusakan hutan.13

Tak satu pun konsep REDD membedakan antara kerusakan hutan secara permanen dan sementara
dan tak ada yang mengakui bahwa praktik-praktik ini seringkali netral karbon atau bahkan positif
karbon—dan juga mempertahankan keanekaragaman hayati dan budaya yang penting. Mereka juga
gagal mengakui bahwa perladangan bergilir dan sistem wanatani yang berkelanjutan dilindungi
undang-undang HAM dan lingkungan hidup internasional. Hal yang sama juga tampak pada
proposal-proposal yang cacat yang dibuat para pemerintah dan LSM-LSM untuk pemantauan
deforestasi, seperti yang dikembangkan oleh Woods Hole Research Center bagi Republik Demokrasi
Kongo,4 yang gagal mengakui dinamika jangka panjang sistem perladangan berpindah yang
membentuk mosaik ladang, hutan yang tumbuh kembali dan hutan sekunder di mana deforestasi
mungkin bersifat lokal dan temporer.'1s

Penerapan analisis yang cacat mengenai kerusakan hutan dan risiko degradasi merampas sarana sah
bagi kepastian mata pencaharian dan jalan hidup masyarakat. Aktivis hutan dan pimpinan
masyakarat setempat harus waspada untuk mendeteksi dan menolak kebijakan 'tukar untuk
kompromi' REDD yang berbahaya yang dipromosikan oleh departemen kehutanan dan LSM (mis.
menghentikan peladangan berpindah di hutan akan menghasilkan manfaat dan uang). Kebijakan
REDD berupaya untuk mengalihkan peladang berpindah menjadi pekerja di luar ladang atau petani
menetap, atau menyediakan alternatif mata pencaharian berbasis uang, dan berisiko memaparkan
kelompok masyarakat tersebut terhadap ketidakpastian pasar pangan lokal. Sedangkan bagi
kelompok pemburu dan peladang tradisional berbasis hutan, pemberian kompensasi yang kecil
berupa uang atas penggunaan sebelumnya dari sumber daya dan lahan hutan tampaknya tak akan
pernah secara penuh mengganti kerugian atas hilangnya ketahanan pangan dan integritas kultural.

Pendek kata, pemerintah, badan internasional dan LSM tak boleh terjebak untuk mendorong

kebijakan yang menyederhanakan persoalan, dan diragukan secara ilmiah dan hukum, dalam upaya
memberikan alternatif bagi kebijakan tebas dan bakar dan kebijakan REDD yang mentah ‘tanpa asap’.
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Penyerobotan tanah, konflik tanah dan pelanggaran hak-hak adat

Ketersediaan insentif finansial REDD bagi ‘pemilik’ hutan yang ada menimbulkan risiko bahwa
pemerintah, perusahaan dan LSM konservasi akan ‘mengapling’ (membagi-bagi) hutan dengan
memberi garis batas peruntukan bagi kawasan lindung, koridor biologi, taman hutan raya dan zona
pengelolaan hutan yang berkelanjutan (penebangan bersertifikat) untuk menerima pembayaran
REDD, sementara masyarakat adat dan komunitas tradisional serta warga setempat tak dimasukkan
atau dirugikan. Jadi, masalah yang sama mengenai perencanaan tata guna lahan dari atas ke bawah
dan penetapan zona hutan dapat muncul bersama dengan skema REDD seperti halnya dengan
pendekatan lain yang tergantung pada pembagian tata guna lahan dan klasifikasi lahan—seperti
aplikasi konsep Nilai Konservasi Tinggi (HCV) atau ‘hutan yang kritis’.116

Di banyak negara yang memiliki hutan tropis, pemerintah gagal mengakui hak-hak adat kolektif dari
masyarakat adat atas hutan peninggalan leluhur mereka, atau hanya mengakui sebagian kecil lahan
tradisional mereka—secara hukum mendefinisikan hutan yang tersisa dengan sebutan ‘tanah
negara.”’7 Karena hutan yang ada berpotensi memiliki kapasitas untuk mendapatkan insentif, maka
pembayaran kompensasi REDD bagi pemerintah dapat menciptakan dis-insentif bagi pihak
berwenang yang menangani hutan dan konservasi serta badan pemerintahan lainnya untuk
menyelesaikan konflik tanah yang sudah lama berlangsung di kawasan hutan.

Pada saat yang sama hutan berada di bawah tekanan dunia karena tuntutan internasional yang
meningkat atas pangan, serat dan bahan bakar nabati (agrofuel) yang mendorong kenaikan harga
hasil bumi dan meningkatkan nilai tanah di pedesaan.!’® Berbagai tekanan ini ditambah adanya
insentif bagi REDD mengundang bahaya yaitu mendorong spekulasi tanah di pinggiran hutan dan
bahkan di pelosok pedalaman hutan akibat tingkat kompensasi yang relatif menggiurkan per hektare
hutan. Jika skema REDD tidak mengambil langkah-langkah untuk memastikan dan mengakui lahan
adat kolektif bagi masyarakat, hutan akan menghadapi risiko dikuasai oleh orang luar dan
kepentingan komersial.

Ketidakadilan dan konflik sosial yang meningkat

Hutan dalam skema demarkasi REDD dari atas ke bawah dapat menimbulkan konflik mengenai
perbatasan dan manfaat, baik antara penguasa lahan dan pemilik hutan atau antara sesama mereka
sendiri. Juga ada risiko bahwa tanpa langkah yang berhati-hati untuk memastikan manfaat yang adil
di daerah pedesaan, pembayaran REDD mungkin menciptakan pertikaian antara masyarakat atau
rumah tangga yang menerima pembayaran dan yang tidak, yang mungkin termasuk mereka yang tak
memiliki surat kepemilikan yang formal dan sah atas tanah mereka dan juga warga yang tak
memiliki tanah. Dengan kata lain, kompensasi REDD dapat meningkatkan ketidakadilan dalam
kawasan hutan di daerah pedesaan dan risiko menimbulkan konflik di dalam masyarakat dan
antarkomunitas.

Dukungan bagi konservasi yang ketinggalan jaman , bersifat mengucilkan dan tidak adi/

Meskipun terdapat kemajuan penting dalam standar internasional (CBD) dan praktik-praktik terbaik
(IUCN) bagi model konservasi partisipatif dan inklusif, penerapan prinsip-prinsip ini oleh pihak
penguasa taman nasional di beberapa negara tropis tetaplah tambal sulam atau terbatas. Misalnya,
kajian UOBDU-FPP tahun 2008 mendapati bahwa:

Masyarakat adat Batwa terus menderita berbagai bentuk marginalisasi dalam pengelolaan
kawasan perlindungan. Mereka tak hanya digusur dengan sewenang-senang dari tanah asal
mereka, sehingga menderita ketidakadilan yang tak terperikan, mereka juga sekarang
kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam usaha yang tengah berlangsung
untuk membuat pengelolaan kawasan perlindungan bertanggung jawab secara sosial....
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pengelola kawasan perlindungan di Uganda Barat Daya masih memandang masyarakat adat
sebagai pihak di luar konservasi dan akibatnya pelaksanaan Rencana Aksi Durban dan
Program Kegiatan di Kawasan Perlindungan CBD di lapangan masih jauh dari
memuaskan.!9 (terjemahan tak resmi)

Di Kamerun, kajian FPP—CED tahun 2008 yang lainnya mendokumentsikan bahwa:

... tak banyak kemajuan ... untuk memastikan hak-hak masyarakat hutan. Tak banyak yang
dilakukan organisasi konservasi dan donor , serta pemerintah di Kamerun untuk
melaksanakan komitmen internasional mereka untuk melindungi hak-hak masyarakat
dalam proyek konservasi mereka. Sebagian besar standar baru yang telah mereka setujui
tetap tak diketahui di tingkat lokal. Padahal, pejabat pemerintah di tingkat lokal lah yang
paling perlu diberi informasi mengenai standar ini dan diberi dukungan untuk
menerapkannya Tetapi, selain terhambat terus menerus oleh kurangnya informasi dan
dukungan, mereka juga dihambat oleh undang-undang yang telah ketinggalan jaman yang
bertentangan dengan komitmen internasional negara itu.120

Lambannya reformasi konservasi hutan di lapangan di banyak negara berarti bahwa tanpa
persyaratan reformasi dana REDD memiliki risiko memperkuat model dan kebijakan perlindungan
hutan konvensional yang tak adil. Terdapat risiko nyata bahwa dalam penggunaan dana REDD untuk
mempromosikan dan memastikan perlindungan hutan, sejumlah besar dana itu dapat dihabiskan
negara untuk melengkapi badan perlindungan hutan dengan jeep, HT, senjata, helikopter dan GPS
dalam pendekatan ‘senjata dan penjaga’ yang anti-rakyat dan sudah basi bagi perlindungan hutan.

Imbalan finansial REDD dalam jumlah besar mungkin mendorong badan kehutanan negara dan
badan otoritas daerah lindung untuk memulai secara berlebihan penegakan undang-undang
perlindungan hutan yang ada dan yang tidak adil, yang akan semena-mena menargetkan kelompok
marginal dan rentan, termasuk masyarakat adat dan komunitas yang hidupnya tergantung pada
hutan.2t Ini risiko signifikan, khususnya di Afrika dan Asia, karena berbagai studi telah
menunjukkan bahwa inisiatif penegakan hukum kehutanan cenderung menjadikan masyarakat dan
warga miskin sebagai bulan-bulanan, sedangkan kepentingan komersial yang lebih besar terkait
dengan ekstraksi yang merugikan atau ilegal dibiarkan saja.122

Keprihatinan atas perdagangan karbon

Selain keprihatinan yang berlanjut ini mengenai dampak sosial yang potensial dari kebijakan dan
proses REDD yang cacat, terdapat banyakkekuatiran dan penolakan keras terhadap proposal REDD
yang menganjurkan pendanaan REDD melalui perdagangan karbon.:23 Seperti halnya kecaman
fundamental bahwa pasar offset tak akan mengatasi akar permasalahan perubahan iklim,'24 para
pengecam mempertanyakan kebijakan yang mempercayakan hutan tropis dunia yang terakhir
kepada ketidakstabilan komoditas global yang dikendalikan oleh laba dan pasar perdagangan yang
telah terbukti sangat labil dan tak dapat diprediksi di tahun 2007/08 — dan secara historis menderita
karena siklus naik turun yang drastis (bab III). Ada juga yang menggunakan angka-angka terakhir
sebagai salah satu argumen utama kelompok propasar bahwa perdagangan karbon saja dapat
menyediakan sejumlah besar dana untuk REDD, tampaknya pendapat ini pun tidak sahih. Perkiraan
Tinjauan Eliasch (sebuah studi propasar) menyebutkan bahwa hingga 2020 perdagangan karbon
hanya dapat menyediakan US$7 milyar setiap tahun, sementara biaya tahunan tambahan yang
dibutuhkan sejumlah US$11—19 milyar perlu dipenuhi oleh dana publik.125

Meskipun ada masyarakat adat yang berusaha untuk terlibat dalam pasar karbon atau sudah terlibat

di dalamnya, banyak masyarakat adat lain (dalam negara atau wilayah yang sama) menentang
perdagangan karbon karena alasan budaya, etnis, dan ilmiah. Pemerintah seperti Guyana, Panama

Griffiths dan Martone 27 Mei 2009



REDD? Awas! Hutan, mitigasi perubahan iklim dan hak-hak masyarakat adat. Versi yang telah diperbarui

dan Papua New Guinea secara aktif mempromosikan pasar karbon dalam negosiasi internasional,
dan pemerintah lokal berusaha terlibat dalam pasar sukarela untuk REDD. Namun di lapangan
masyarakat adat dan komunitas yang hidupnya tergantung pada hutan hampir tak memiliki
informasi tentang pasar karbon serta pro dan kontranya.

Apakah masyarakat yang didorong agar turut serta dalam skema offset berbasis pasar mengetahui
bahwa mereka menyokong emisi bahan bakar fosil yang terus berlangsung di negara-negara industri
di Utara? Sudahkah masyarakat diberi informasi mengenai risiko pembayaran yang terlambat datang
atau tak datang sama sekali (lihat bab V di bawah)? Apakah artinyabagi ketahanan pangan dan
ekonomi sekedar bertahan hidup (subsistence) serta praktik tradisional mereka jika perusahaan
karbon meminta mereka untuk berhenti memanfaatkan hutan untuk mendapatkan pembayaran dari
pasar karbon? Apakah mereka mendapat informasi bahwa biaya transaksi akan dipotong oleh
perusahaan karbon—yang berarti uang yang mungkin masuk ke kantong mereka jumlahnya jauh
lebih sedikit dibandingkan dengan harga per ton karbon yang disebutkan di awal? Apakah mereka
mendapat informasi mengenai jejak rekam sosial dan lingkungan perusahaan (pembeli) di negara
lain dan bagaimana mereka memperlakukan masyarakat hutan di tempat lain? Sudahkah dijelaskan
apa yang akan terjadi terhadap mereka dan apakah akibatnya jika kontrak mereka dilanggar oleh
masyarakat sendiri? Bagaimana proses pemberian persetujuan yang adil dan transparan dapat dijamin?

Jika pemerintah, perusahaan dan LSM yang mendorong pasar karbon REDD tidak terbuka mengenai
risiko pasar karbon, bagaimana cara kerjanya dan mengapa banyak orang mengecamnya, maka akan
terdapat risiko bahwa mereka akan memberikan informasi yang keliru kepada masyarakat
mengenai rencana mereka dan masyarakat akan menyetujui atau memberikan persetujuan untuk
terlibat dalam program REDD berbasis pasar tanpa diberi informasi secara penuh. Untuk
menghadapi risiko informasi yang keliru dan manipulasi proses pemberian persetujuan, maka perlu
ada konsultasi masyarakat dan publik dengan pemberian informasi sepenuhnya mengenai sumber
pendanaan yang diajukan bagi program REDD dan masyarakat perlu menerima informasi yang
obyektif mengenai berbagai mekanisme pendanaan yang tersedia bagi mereka dan potensi biaya
serta manfaatnya.

Griffiths dan Martone 28 Mei 2009



REDD? Awas! Hutan, mitigasi perubahan iklim dan hak-hak masyarakat adat. Versi yang telah diperbarui

V  Potensi manfaat lokal dari inisiatif REDD yang ada dan
yang diusulkan

Di tahun 2008 semakin banyak pemerintah di negara tropis yang membuat proposal nasional dan
rencana garis besar percontohan REDD dan ‘kegiatan demonstrasi’ sebagai tanggapan atas
diluncurkannya inisiatif pendanaan REDD internasional. Pada saat yang sama, terdapat banyak
inisiatif sukarela internasional dan lokal mengenai REDD yang melibatkan pemerintah daerah, LSM,
dan sektor swasta—khususnya di Asia Tenggara dan sebagian Amerika Latin (bab III and Lampiran
6, 7 dan 8).126 Sebagian besar inisiatif REDD ini masih dalam tahap perencanaan atau konsep dan
dengan demikian maka dampaknya di lapangan terhadap mata pencaharian masih belum tampak.
Proyek percontohan REDD sudah ada, tetapi sebagian besar belum dinilai dengan kritis dan belum
didokumentasikan oleh LSM yang bekerja untuk keadilan sosial serta organisasi akar rumput.

Di Brasil, terdapat klaim bahwa Rencana Investasi Proyek RED Cagar Alam Juma merupakan
model proyek pencegahan deforestasi.'?” Tetapi inisiatif ini baru saja dimulai dan dampaknya
terhadap mata pencaharian belum terasa, meskipun dampak positifnya telah diantisipasi, antara lain
usaha untuk mengatur hak penguasaan tanah setempat bagi masyarakat hutan.:28

Meskipun tak banyak informasi, dapat diperoleh wawasan mengenai potensi manfaat lokal dalam
kebijakan REDD dengan melihat pengalaman LSM pendukung REDD, kehutanan karbon dan skema
Pembayaran bagi Layanan Lingkungan (PES). Catatan konsep pemerintah terbaru mengenai REDD
juga mengungkapkan bagaimana isu mata pencaharian dan pembagian manfaat dalam perencanaan
REDD hingga sekarang ini.

Dapatkah masyarakat lokal menerima manfaat yang layak?

Dalam proposal REDD yang ada seringkali tak jelas badan dan entitas mana atau siapa orang yang akan
menerima pembayaran kompensasi sesuai dengan skema nasional REDD.29 Meskipun sebagian besar
pemerintah menyebutkan kebutuhan masyarakat untuk menerima manfaat, mereka tidak mempunyai
proposal mengenai bagaimana dan berdasarkan prinsip apa manfaat lokal itu akan dibagikan. 130

Banyak rencana REDD national mengusulkan bahwa pembayaran REDD akan diberikan kepada
departemen atau bendahara pemerintah, dan badan-badan pemerintah pusat ini merencanakan
untuk mengendalikan penggunaan dan pembagian dana REDD atau konsesi REDD bagi sektor
swasta berdasarkan model konsesi penebangan berskala besar yang sudah ketinggalan jaman.

Terdapat tanda-tanda yang mengganggu bahwa kebijakan REDD akan memperkuat 'status quo'
dalam sektor kehutanan di banyak negara dan akan banyak memberikan manfaat bagi departemen
kehutanan dan kepentingan komersial atau konservasi yang berpengaruh yang memiliki sumber
daya untuk menutup biaya transaksi pembelian hak konsesi.

Proposal REDD yang dibuat pemerintah Indonesia, misalnya, merencanakan untuk mengalokasikan
hak-hak karbon melalui model konsesi yang ada. Masyarakat adat khawatir bahwa REDD akan
mengukuhkan kekuasaan dan hegemoni pihak yang berkuasa atas hutan dan menghalangi klaim
untuk mendapatkan hak adat mereka atas hutan masyarakat:

Terdapat juga kekhawatiran bahwa REDD dapat menjadi bisnis seperti yang lain, dan bahwa
pengembang proyek atau developer dapat membayar iuran/sewa kepada pemerintah untuk
menggunakan karbon sebagai komoditas, termasuk di wilayah adat. REDD menarik banyak
minat dari berbagai pemain seperti departemen sektoral, dan mereka cenderung untuk
memonopoli informasi dan pengambilan keputusan.13! (terjemahan tak resmi)
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Keprihatinan yang sama juga diutarakan mengenai rencana REDD pemerintah di Papua Nugini:

Tata kelola pemerintahan yang kurang baik, korupsi, pembalakan liar dan kurangnya
penegakan hukum yang ada merupakan masalah utama yang juga dapat mempengaruhi
pelaksanaan REDD. Kurangnya transparansi dan kurangnya mekanisme pembagian
manfaat dapat menghambat pelaksanaan REDD. Tak jelas bagaimana manfaat dapat
mencapai tingkat lokal. Setiap pendapatan REDD harus digunakan untuk pembangunan
infrastruktur bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.'s2 (terjemahan tak resmi)

Pelajaran dari pembayaran AD bagi skema layanan lingkungan

Studi yang dilakukan oleh pakar ekonomi dan para penganjur pencegahan deforestasi (AD) dan
pembayaran bagi layanan lingkungan (PES) menunjukkan bahwa dampak terhadap mata
pencaharian masyarakat beragam tergantung dari skema yang berbeda, tetapi secara umum manfaat
bagi masyarakat dan pemilik lahan sempit cenderung rendah.133 Suatu studi mengenai Proyek Aksi
Iklim di Taman Nasional Noel Kempff Mercado di Bolivia dan Kawasan Manajemen dan Konservasi
Rio Bravo di Belize yang dilakukan oleh IIED menemukan bahwa yang pertama-tama menikmati
manfaat adalah badan negara, pemerintah daerah dan LSM konservasi ketimbang masyarakat adat
dan masyarakat lokal.134

Studi mengenai PES di Amerika Tengah menemukan bahwa program yang didanai oleh PES di
Meksiko telah memberi manfaat bagi masyarakat lokal.135 Di Costa Rica, sebaliknya, skema PES
terutama memberi manfaat bagi pemilik tanah yang makmur dan tuan tanah, sementara sebagian
besar masyarakat adat, pemilik lahan sempit dan masyarakat miskin di daerah pedesaan tak
mendapatkan manfaat.136 Penguasa tanah komersial dan yang lebih luas memiliki akses hak istimewa
terhadap skema ini di Costa Rica karena mereka memiliki sumber daya untuk membayar biaya dan
ongkos hukum bagi skema semacam itu. Dari perspektif pemilik lahan sempit dan masyarakat
pedesaan manfaat PES dipandang sangat minim, kurang insentif bagi pelibatan dan tidak
menguntungkan, sementara proses administrasi dianggap panjang dan berbelit-belit.!37

Studi terhadap skema PES lainnya di Brasil dan Bolivia menemukan bahwa program ini cenderung
dari atas ke bawah dan telah mengalami ‘kekurangan partisipasi pemangku kepentingan’ dan dengan
demikian terhambat oleh ‘rintangan terhadap keberlanjutan program’.:38 Di Ekuador, program
‘socio-bosque’ ('kemitraan kehutanan') dikecam karena menerapkan tingkat kompensasi yang
berbeda bagi pencegahan deforestasi tergantung pada jenis penguasaan tanah. Menurut skema yang
ada, masyarakat adat dengan hutan yang luas mendapatkan tingkat kompensasi yang jauh lebih
rendah per hektare dibandingkan pemilik properti yang kecil di wilayah yang sama. 139

Di Asia, Pusat Wanatani Dunia (World Agroforestry Centre) mengemukakan programnya,
Rewarding Upland Poor for Environmental Services (RUPES, Mengganjar Warga Miskin di
Dataran Tinggi atas Layanan Lingkungan Hidup) yang berlangsung di Indonesia, Nepal dan
Filipina sebagai contoh yang positif.14° Dalam kasus masyarakat adat dengan ekonomi subsisten dan
barter, disarankan bahwa jenis manfaat nonmoneter mungkin akan lebih tepat secara budaya,
sementara masyarakat adat yang sedikit banyak mengenal uang mungkin dapat diberi kompensasi
atau ‘diganjar’ dengan pembayaran kecil dan teratur ke dalam dana masyarakat atau untuk proyek
masyarakat.141

Meskipun terdapat pengalaman PES yang positif, pakar ekonomi memperingatkan bahwa skema
umum PES dan REDD di masa mendatang kemungkinan besar akan menargetkan insentif finansial
di daerah yang mengalami deforestasi dan degradasi parah untuk memenuhi kriteria efisiensi
(pengurangan emisi GRK), sedangkan investor swasta akan berusaha mendapatkan pengembalian
dan efisiensi maksimal dan dengan demikian kecil kemungkinannya bahwa persoalan keadilan akan
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dijadikan bahan pertimbangan. Seperti yang dikemukakan dalam Bab IV di atas, wali kelola hutan
yang efektif yang secara historis telah memelihara hutan belum tentu mendapat banyak manfaat dari
skema PES-REDD kecuali kalau skema itu memasukkan komponen yang tegas untuk memastikan
keadilan.142

Pengecam PES berbasis pasar juga berargumentasi bahwa komodifikasi bentuk kehidupan dan
‘keanekaragaman hayati’ (kredit keanekaragaman hayati dll) merongrong nilai-nilai budaya lokal
(nonmoneter), konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan.143

Dampak pasar karbon

Berbagai kajian independen yang dilakukan LSM mengungkapkan temuan yang lebih mengganggu
mengenai proyek kehutanan karbon di dataran tinggi di Amerika Selatan (Boks 1) di mana skema
pembayaran lingkungan dan kehutanan karbon pada akhirnya malahan membuat masyarakat lebih
terpuruk, menanggung utang dan terjerat dalam kewajiban hukum yang tak diinginkan terhadap
perusahaan-perusahaan keuangan karbon dan kehutanan karbon.44 Berbagai kajian atas kasus-
kasus yang menimpa masyarakat adat dalam skema perkebunan offset karbon menegaskan bahwa
masyarakat adat seringkali terpinggirkan dan gagal menerima manfaat yang adil dari proyek
semacam itu.145

Suatu kajian baru-baru ini tentang proyek pencegahan deforestasi dan aforestasi dalam pasar karbon
di Mozambique, Afghanistan dan Cina menemukan bahwa rumah tangga yang lebih miskin dan
rentan menerima lebih sedikit manfaat, sementara penguasa tanah yang luas dan berorientasi pada
uan serta elit lokal kemungkinan besar mendapatkan lebih banyak manfaat dari skema itu. Dalam
kasus yang dipelajari di Cina, pertikaian tentang hak properti yang tak terselesaikan telah
menghambat skema dan banyak masyarakat lokal yang sejauh ini belum menerima pembayaran apa
pun dari pembeli karbon. Studi yang sama menemukan bahwa terdapat pembayaran lokal yang
diterima dalam kasus Mozambique, tetapi cenderung minimal atau tak berarti bagi setiap rumah
tangga yang berpartisipasi.14¢

Selain itu, dalam keterlibatan pasar karbon sukarela terdapat risiko bahwa ‘pembeli’ dari daerah
Utara akan memaksakan kriteria konservasi dan pengelolaan tanah mereka sendiri serta konsep
mereka atas mata pencaharian yang berdasarkan uang, yang mengandung risiko mengganggu
ekonomi subsisten serta keamanan mata pencaharian lokal. 147

Laporan lainnya mengatakan bahwa dengan adanya organisasi masyarakat kolektif dan niat baik
serta negosiasi yang bermakna atas dasar informasi, masyarakat dapat membuat proposal
pengelolaan hutan mereka sendiri dan mendapatkan imbalan yang berguna. Dalam satu kasus di
Oaxaca, Meksiko, organisasi-organisasi masyarakat menyadari bahwa mereka tak akan mampu
sendirian mengatasi biaya transaksi yang tinggi untuk memasarkan karbon mereka. Untuk
menangani permasalahan ini mereka membentuk organisasi payung mereka sendiri yang melakukan
negosiasi atas nama 16 komunitas dan sehingga mereka dapat berbagi biaya pelatihan dan kegiatan
pengelolaan lahan.48

Mereka yang menentang atau skeptis terhadap skema berbasis perdagangan karbon mengatakan
bahwa meskipun manfaat lokal mungkin dapat diperoleh komunitas yang bisa mendapatkan kondisi
negosiasi yang tepat dan bisa mendapatkan waktu kontrak yang sesuai, dalam beberapa kasus
mungkin terdapat risiko konflik lokal atau internasional ketika komunitas melakukan kesepakatan
dengan perusahaan transnasional. Ini dapat terjadi apabila perusahaan karbon atau pembeli swasta
terlibat dengan suatu komunitas atau masyarakat telah melanggar HAM atau merugikan lingkungan
di bagian lain di dunia. Misalnya, dalam satu kasus Conaco-Philips telah ber sepakat dengan
masyarakat adat di Australia untuk pembiayaan karbon (sehingga masyarakat dapat menerima
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ganjaran untuk mempertahankan praktik pembakaran tradisional di tanah adat mereka) tetapi
perusahaan minyak yang sama dituduh menyebabkan dampak negatif jangka panjang terhadap
masyarakat Ponka di AS.149

Boks 1 Dampak kehutanan karbon terhadap masyarakat adat dan komunitas petani di Andes,
Ekuador.150

Proyek perkebunan pengimbangan karbon sukarela di dataran tinggi Ekuador mengungkapkan
serangkaian dampak sosial, ekonomi dan penghidupan yang dapat menimpa masyarakat adat dan
komunitas lokal yang telah turut serta dalam proyek pengimbangan karbon dengan niat baik. Beberapa
tahun setelah mengikuti proyek pengimbangan sukarela itu, masyarakat mengeluh bahwa mereka:

e tak pernah mendapatkan informasi yang memadai dari perusahaan kehutanan karbon mengenai
pembayaran bersih per hektare yang sebenarnya akan mereka terima (mereka hanya diberitahu
mengenai pembayaran kotor per hektare tanpa biaya potongan: mereka tidak diberitahu bahwa biaya
teknis perusahaan bagi penanaman, pelatihan, pemantauan dan sertifikasi akan dipotong dari
pembayaran kotor per hektare)

o tak mendapatkan informasi mengenai risiko sosial dan ekonomi dan kewajiban hukum mereka terhadap proyek

e tak diberitahu mengenai tujuan atau logika sertifikasi kredit karbon dan bagaimana mereka
menghasilkan pendapatan bagi perusahaan

o tak diberitahu mengenai klausa tentang sanksi di dalam kontrak sebelum anggota dan tokoh masyarakat
menandatangani kesepakatan jangka panjang

e menjadi korban manipulasi atau pelanggaran peraturan tentang pemberian persetujuan berdasarkan
informasi awal dan tanpa tekanan

o telah menderita penggusuran ekonomi dari tempat penggembalaan komunal karena menyerahkan tanah
mereka untuk proyek (berdasarkan janji-janji yang tidak tepat dan tak lengkap mengenai manfaat yang
dapat mereka peroleh)

e harus menghabiskan banyak uang dari pembayaran yang sedikit sesuai dengan skema itu untuk
membayar pakar dari luar untuk melakukan pekerjaan teknis seperti yang disebutkan dalam kontrak

o telah mengalami penundaan pembayaran dalam waktu lama dari perusahaan untuk pekerjaan yang
telah diselesaikan pada waktunya dan sesuai dengan kontrak

o dalam kebanyakan kasus belum menerima tingkat pendapatan dan pekerjaan seperti yang dijanjikan

o dalam beberapa kasus ternyata lebih terpuruk dan harus berutang untuk membayar sanksi kontrak karena
gagal memenuhi kewajiban (mis. karena kerusakan akibat kebakaran yang tak disengaja di perkebunan)

e telah diberi sanksi denda yang cukup besar yang harus dibayar sesuai dengan klausa penalti dalam
kontrak

e sebagian masyarakat berutang karena perusahaan salah hitung sehingga terjadi ‘kelebihan pembayaran’
untuk pekerjaan kehutanan tertentu dan telah menuntut pembayaran kembali

e harus menanggung hampir semua biaya kegiatan yang tak diperkirakan sebelumnya (penggantian benih
gagal dll)

e dalam satu kasus telah diancam (dengan keliru) oleh pejabat perusahaan bahwa tanah leluhur mereka
mungkin akan wajib disita sebagai penalti karena gagal melakukan kegiatan kehutanan seperti yang
tertulis dalam kontrak

e mempunyai keluhan dan pertanyaan mengenai belanja dan laporan keuangan perusahaan yang secara
rutin dikeluarkan oleh pejabat perusahaan

Prasyarat untuk memastikan manfaat lokal
Pakar ekonomi menyatakan bahwa, berdasarkan pengalaman yang muncul dari skema PES di

beberapa bagian Amerika Latin, paling tidak dapat diharapkan adanya perolehan dari mata
pencaharian lokal apabila terdapat syarat dan ketentuan yang tepat.'5! Dalam suatu studi yang terinci
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pada 233 lokasi di dalam kawasan hutan, ilmuwan menegaskan bahwa hasil mata pencaharian lokal yang
positif dan keanekaragaman hayati serta manfaat lokal meningkat sesuai dengan luas hutan masyarakat,
kepemilikan masyarakat dan kendali masyarakat serta otonomi dalam pengelolaan hutan.!52

Melalui inisiatif PES, pengaturan lahan dan kepastian hak properti merupakan persyaratan penting
untuk menghasilkan manfaat lokal bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.153 Untuk memenuhi
kriteria adil, skema PES dan REDD regional atau nasional harus memasukkan ganjaran serta insentif
bagi masyarakat adat, penghuni hutan traditional dan pemilik hutan kecil.154

Persyaratan utama bagi peningkatan mata pencaharian masyarakat untuk mendapatkan manfaat
yang layak mencakup:

kepastian hak kepemilikan dan hak masyarakat atas lahan dan sumber daya hutan

kendali atas kawasan yang penting dan luas dari hutan yang ada bagi setiap komunitas?s5

organisasi kemasyarakatan yang kuat

kapasitas negosiasi yang efektif dari perwakilan komunitas

prosedur yang transparan dan disepakati bersama bagi FPIC dan negosiasi dengan maksud baik

pemberian informasi awal yang seimbang bagi masyarakat untuk menjelaskan pro dan kontra,

risiko mata pencaharian, ekonomi dan budaya serta potensi biaya dan manfaat

e informasi penuh mengenai pihak luar (termasuk sektor swasta) yang ingin terlibat dalam
kesepakatan

e akses dan dukungan pendanaan untuk mendapatkan bantuan hukum dan teknis bagi masyarakat
kontrak yang fleksibel dan dapat disesuaikan yang mungkin perlu ditinjau dan diubah secara
berkala

e persetujuan sebelumnya serta kejelasan mengenai hak atas tanah dan sumber daya, termasuk hak
atas karbon

e kesepakatan timbal balik mengenai definisi ‘hutan’ dan ‘degradasi’ sehingga penggunaan sumber
daya adat terlindungi dan praktik-praktik tradisional yang berkelanjutan tak ditargetkan secara
tak adil dan, termasuk kesepakatan mengenai emisi yang diperbolehkan, dll.z56

e penerapan standar sosial minimal, termasuk standar bagi penilaian dampak budaya dan sosial,
analisis risiko kemiskinan dan analisis kerentanan

e pembagian manfaat serta mekanisme pelaporan keluhan yang efektif, transparan dan
bertanggunggugat/akuntabel
pemenuhan atas standar internasional sosial, HAM dan pembangunan berkelanjutan yang relevan

¢ mekanisme yang kuat bagi pemantauan masyarakat dan dilakukannya verifikasi atas manfaat lokal

Untuk memenuhi prasyarat tersebut, menghindari potensi dampak negatif dan membantu
memaksimalkan kemungkinan hasil yang positif bagi masyarakat lokal, maka kebijakan dan
tindakan REDD perlu, antara lain:

e menentukan mekanisme baru untuk memastikan masyarakat adat dan komunitas lokal terlibat
dalam perancangan dan implementasi skema REDD

e melaksanakan langkah-langkah untuk menghilangkan hambatan hukum sehingga hak adat atas
penguasaan tanah dan struktur tata kelola pemerintahan daerah diakui
membuat investasi terfokus jangka panjang bagi reformasi hak penguasaan tanah
mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam dengan kepastian hak penguasaan tanah
memasukkan mekanisme perlindungan agar tidak melayani kepentingan kelompok tertentu yang
terbatas (karena jika tidak ini akan dapat memicu konflik internal dalam struktur organisasi
traditional komunitas masyarakat adat)
melatih komunitas dan pimpinan mereka mengenai FPIC, teknik konsultasi dan negosiasi
memberikan bantuan hukum bagi masyarakat.1s7
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VI Beberapa pandangan dan rekomendasi masyarakat adat
dan masyarakat madani

Pada COP13 UNFCCC di Bali dan pada pertemuan UNFCCC lain serta pertemuan tentang REDD
selama tahun 2008, masyarakat adat mengeluarkan berbagai pernyataan publik dan rekomendasi
bagi REDD, hutan dan isu-isu mitigasi serta adaptasi perubahan iklim yang terkait. Dalam semua
kasus, organisasi masyarakat adat dan komunitas hutan menekankan bahwa mereka ingin menjadi
bagian dari solusi yang efektif, adil dan berkelanjutan bagi perubahan iklim, termasuk usaha untuk
melindungi hutan yang ada dan memerangi deforestasi. Pada saat yang sama, semua mengutarakan
keprihatinannya atas kebijakan REDD yang diajukan sekarang ini yang bersifat dari atas ke bawah
serta mekanisme keuangan global yang mengandung risiko pelanggaran HAM dan semakin
meminggirkan masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan. 158

Pada bulan April 2008, sesi ketujuh Forum Tetap PBB mengenai Isu-Isu Masyarakat Adat (UNPFII)
merekomendasikan bahwa:

... fokus politik yang diperbarui atas hutan yang didorong oleh perdebatan kebijakan saat ini
mengenai pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD) dalam Konvensi
Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim dapat digunakan untuk memastikan hak-
hak masyarakat adat yang tinggal di hutan dan mengganjar peran mereka yang historis
dalam menjaga hutan dan melakukan konservasi secara terus-menerus serta menggunakan
hutan secara berkelanjutan. Menurut prinsip pemberian persetujuan berdasarkan informasi
awal tanpa tekanan, masyarakat adat tak boleh dikucilkan dari, melainkan harus menjadi
fokus utama dan mendapatkan manfaat dari, keputusan mengenai kebijakan dan program
kehutanan di semua tingkat, yang membawa keadilan dan kesetaraan serta berkontribusi
bagi pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati dan mitigasi
serta adaptasi perubahan iklim.159 (terjemahan tak resmi)

Forum itu juga mengatakan bahwa:

... proposal baru bagi pencegahan deforestasi atau pengurangan emisi dari deforestasi harus
menanggapi kebutuhan atas reformasi kebijakan global dan nasional dan dipandu oleh
Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat, menghargai hak atas tanah, wilayah
dan sumber daya; dan hak masyarakat adat yang berkepentingan untuk menentukan nasib
sendiri dan memberikan persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan.16°
(terjemahan tak resmi)

Rekomendasi masyarakat adat atas kebijakan dan instrumen REDD national dan internasional yang
saat ini diajukan, termasuk kebutuhan untuk, antara lain:

mengadopsi dan menerapkan pendekatan HAM, ekosistem dan partisipatif
memastikan semua kebijakan dan instrumen REDD menggunakan Deklarasi PBB mengenai
Masyarakat Adat (UNDRIP) sebagai standar minimum

e memastikan partisipasi masyarakat adat secara penuh dan efektif serta pada waktunya dalam
semua pembuatan kebijakan mengenai hutan dan iklim serta keputusan di semua tingkat (lokal,
nasional, internasional)

e menghormati secara penuh hak masyarakat adat untuk memberikan atau menolak memberi
persetujuan atas kebijakan atau proposal REDD yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka,
tanah dan sumber daya mereka atau kepentingan mereka secara umum
melarang relokasi paksa dan pembatasan tak sukarela atas penggunaan sumber daya

¢ mengakui dan memastikan hak-hak adat
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o melakukan reformasi hak penguasaan tanah dan menegakkan hak-hak adat atas wilayah, tanah
dan sumber daya

¢ menangani klaim dan konflik tanah yang tak terselesaikan sebelum memulai aktivitas REDD di
daerah yang dimaksud

* meningkatkan dan memperkuat tata kelola hutan yang demokratis
menangani akar penyebab deforestasi
menghormati dan melindungi praktik-praktik tradisional, termasuk sistem ladang berpindah
tradisional

e menerapkan prisnip tanggung jawab bersama namun dalam porsi yang berbeda, kesetaraan,
keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan

e memastikan bahwa masyarakat adat yang melindungi hutan mendapatkan manfaat dari kegiatan
mereka, bukan hanya pemerintah, LSM konservasi dan kalangan pengusaha

e mengadopsi pendekatan terpadu untuk REDD yang melindungi hutan yang ada (pencegahan
deforestasi) dan juga menargetkan kawasan deforestasi

e memastikan instrumen REDD tak dapat menjadi offset atau alasan bagi penurunan emisi dalam
negara maju yang tercakup dalam negara-negara Aneks I

¢ memasukkan tindakan untuk meningkatkan kesadaran atas REDD dan kebijakan serta instrumen
iklim terkait pada tingkat masyarakat, termasuk dukungan bagi adanya informasi untuk
masyarakat adat sendiri dan inisiatif pembangunan kapasitas;6!

di tingkat internasional:

¢ mendukung langkah-langkah mendesak agar masyarakat adat, setelah mendapatkan informasi,
dapat berpartisipasi dengan efektif dalam proses UNFCCC yang merumuskan rezim hutan dan
iklim yang baru, termasuk partisipasi dalam delegasi pemerintahan, pengakuan formal UNFCCC
atas Forum Masyarakat Adat untuk Perubahan Iklim dan pembentukan dana sukarela untuk
mendukung partisipasi masyarakat adat dalam pertemuan-pertemuan di Konvensi itu!62

e memastikan konsultasi dan partisipasi masyarakat adat dalam perancangan, tata kelola
pemerintahan dan operasi dari lembaga dana hutan dan iklim international6s

e memastikan bahwa bank-bank pembangunan multilateral dan badan-badan pembangunan
menerapkan dengan penuh kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan yang relevan, termasuk
kebijakan dan pedoman mereka mengenai masyarakat adat

¢ memastikan bahwa badan international seperti Bank Dunia meningkatkan kebijakan internal dan
standar operasi mereka agar konsisten dengan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat.164

Pada bulan November 2008, masyarakat adat dalam konsultasi REDD regional dan global juga
membuat rekomendasi yang spesifik, termasuk, antara lain, kebutuhan untuk:

¢ membentuk jaringan siaga REDD regional, komite pemantauan REDD independen dan Badan
Koordinasi Masyarakat Adat mengenai Perubahan Iklim yang bersifat global

¢ mengembangkan protokol dan standar FPIC yang dirumuskan oleh masyarakat sebelum terlibat
dalam proses konsultasi dan persetujuan

e membentuk kerangka kerja hukum dan mekanisme bagi FPIC serta konsultasi awal sebelum
melakukan negosiasi mengenai setiap program atau kesepakatan REDD

e mensyaratkan agar negara percontohan REDD mengevaluasi hak penguasaan tanah yang legal
dan pengakuan atas wilayah adat sebelum melaksanakan kegiatan REDD

e mensyaratkan penilaian dampak sosial dan budaya bagi semua usulan kebijakan dan kegiatan
REDD dengan pertisipasi masyarakat adat secara penuh dan efektif

e membentuk kelompok kerja antara masyarakat adat pada tingkat nasional untuk memantau dan
mempengaruhi kebijakan pemerintah mengenai perubahan iklim

e menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya pelatihan bagi pelatih mengenai REDD bersama
tokoh masyarakat adat dan komunitas?6s
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e menyediakan dukungan bagi masyarakat adat untuk melakukan pemetaan atas wilayah hutan
mereka

¢ memastikan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi hukum untuk menangani
ketidakadilan dan konflik tanah

¢ memastikan bahwa proyek REDD lokal memiliki prasyarat dan langkah-langkah yang telah
disetujui untuk melindungi hak-hak masyarakat 166
membentuk dana bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dikendalikan oleh masyarakat adat
memastikan bahwa badan international yang mendukung REDD, seperti program REDD-PBB,
mengembangkan pedoman pemenuhan atas HAM

e memastikan dialog dan konsultasi awal mengenai isu-isu iklim dan hutan antara Bank Dunia dan
masyarakat adat melalui mekanisme konsultasi permanen?67

e memasukkan pelatihan dan kesadaran atas UNDRIP dalam Program REDD-PBB dan dalam
pertemuan nasional FCPF dan konsultasi mengenai REDD

e memastikan bahwa pendanaan international bagi REDD terikat dengan pemenuhan UNDRIP dan
standar-standar internasional yang terkait.

Dalam banyak konsultasi mengenai REDD, masyarakat adat telah menyampaikan keprihatinannya
mengenai pembangunan ‘pasar karbon sukarela’ yang cepat dan difasilitasi oleh LSM dan institusi
internasional seperti Bank Dunia. Ada juga yang menolak perdagangan karbon berbasis REDD
karena alasan budaya atau agama. Sebagian masyarakat adat merekomendasikan agar negosiasi
iklim internasional tidak melibatkan perdagangan karbon dan mempertimbangkan mekanisme
keuangan nonpasar (mis. membentuk mekanisme dana melalui UNFCCC; membeli kuota emisi
untuk mendanai kegiatan REDD; menerapkan pajak atas industri yang menyebabkan emisi untuk
mendanai kegiatan REDD— menerapkan prinsip ‘pencemar membayar’ dll).168

Di Poznan, perwakilan masyarakat adat dan anggota Kaukus Masyarakat Adat untuk Perubahan
Iklim menegaskan sikap mengenai REDD yaitu proyek REDD tidak boleh beroperasi di tanah adat
tanpa melaksanakan hak-hak masyarakat adat terlebih dahulu. Posisi yang sama disampaikan
kembali dalam deklarasi akhir Konferensi Anchorage mengenai Masyarakat Adat dan Perubahan
Iklim yang diadakan di Anchorage, Alaska, April 2009:

Semua inisiatif dalam Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD) harus
memastikan pengakuan dan implementasi hak-hak masyarakat adat, termasuk
dipastikannya hak penguasaan tanah, pengakuan kepemilikan tanah sesuai dengan cara
tradisional, penggunaan dan hukum adat dan beragam manfaat hutan dan iklim, ekosistem
dan masyarakat, sebelum mengambil setiap tindakan.1%9 (terjemahan tak resmi)

Posisi beberapa LSM dan organisasi masyarakat madani

Banyak pernyataan dan rekomendasi serupa yang telah dibuat oleh LSM dan organisasi masyarakat
madani dalam pernyataan dan laporan mengenai REDD, khususnya kebutuhan untuk menegakkan
HAM dan menerapkan standar internasional yang relevan, termasuk Deklarasi PBB mengenai Hak-
Hak Masyarakat adat.7° Beberapa pernyataan menekankan perlunya memastikan bahwa kebijakan
dan insentif REDD tidak memberikan subsidi atau mempromosikan model yang gagal dari industri
pembalakan dan konsensi kayu skala besar atas nama ‘pengelolaan hutan yang berkelanjutan’ dan
mitigasi perubahan iklim.17*

Semakin banyak masyarakat madani yang memberikan masukan bagi UNFCCC, UE dan proses
bilateral serta inisiatif-inisiatif menyoroti kebutuhan untuk memastikan bahwa kebijakan dan
pemantauan REDD serta sistem kontrol membedakan antara kerusakan dan degradasi hutan secara
temporer (berkelanjutan) dan kehilangan secara permanen dalam skala yang besar dan degradasi
yang tak dapat dipulihkan. Mereka menekankan bahwa pembedaan yang penting ini diperlukan
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untuk memastikan bahwa peladang berpindah tidak dijadikan target semena-mena sebagai ‘perusak
hutan’ atau ‘penghasil emisi karbon’. (Bab IV).172

Selain itu, LSM yang bergerak di bidang keadilan sosial dan kehutan menekankan perlunya
kebijakan REDD dan pencegahan deforestasi untuk mendukung:

o mekanisme partisipasi atas dasar informasi dari masyarakat madani dan komunitas dalam

pembuatan kebijakan kehutanan dan strategi REDD/AD pada semua tingkat

revisi definisi internasional dan nasional mengenai ‘hutan’

langkah-langkah untuk menangani sebab utama deforestasi di Utara dan Selatan

reformasi tata kelola pemerintahan hutan yang demokratis

pemetaan dan pengakuan wilayah masyarakat adat dan hutan komunitas

reformasi hukum dan kebijakan untuk mengakui hak

reformasi perundang-undangan yang adil dan merata agar masyarakat dapat mengendalikan

hutan dan memungkinkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat

e alternatif berbasis hutan yang memihak pada orang miskin daripada pembalakan berskala
industri, termasuk usaha nonkayu masyarakat dan inisiatif penghidupan yang berkelanjutan

e aksi untuk melindungi hutan yang masih utuh dan juga langkah-langkah untuk melawan
deforestasi

e pengakuan dan penghargaan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah menjaga dan
mengurus hutan sepanjang sejarah

e intervensi yang mengakui nilai subsistensi dan budaya dari hutan dan melindungi ketahanan
pangan komunitas yang hidupnya tergantung pada hutan (daging hewan liar, ikan, buah-buahan
dari tanaman liar, dll).173

Banyak LSM lingkungan dan keadilan sosial yang sama menentang kepercayaan yang berlebihan atas
mekanisme berbasis pasar dan menolak offset hutan atas dasar alasan ilmiah dan keadilan iklim
(Bab III dan IV). Sebaliknya, LSM konservasi besar secara aktif mempromosikan pasar karbon
sebagai mekanisme pendanaan utama bagi REDD.

Klarifikasi hak penguasaan tanah

Klarifikasi hak penguasaan tanah harus dicapai melalui prosedur penilaian sosial yang
direkomendasikan di atas, yang harus mencakup studi partisipatif mengenai hak penguasaan tanah
dan properti. Studi-studi ini perlu mengidentifikasi hak adat, termasuk properti adat, hak akses dan
penggunaannya serta tindakan yang diusulkan untuk menghormati dan melindungi hak-hak ini.

Memastikan wilayah adat dan hutan masyarakat harus menjadi prioritas

Masyarakat adat, gerakan kehutanan dan pakar kehutanan dan konservasi menekankan bahwa satu
hal penting yang sudah terbukti dan merupakan cara efektif untuk melindungi hutan dari deforestasi
adalah memastikan hak-hak kolektif masyarakat adat dan komunitas yang tinggal di hutan atas
tanah dan sumber daya. Klaim ini didukung oleh studi ilmiah, pencitraan satelit dan pengalaman di
lapangan dalam kawasan hutan, termasuk yang mengalami tekanan berat deforestasi, seperti
kawasan di Amazon Brasil.74 Bukti ini menunjukkan bahwa hak kepemilikan kolektif atas tanah
masyarakat hutan dapat memungkinkan adanya regularisasi tanah yang efektif dari sisi biaya dan
membantu memastikan adanya hak kepemilikan yang sah atas daerah-daerah yang penting dalam
hutan yang ada.'7s

Dalam banyak kasus, komunitas mensyarakatkan dukungan teknis dan pembangunan kapasitas
untuk memetakan tanah adat, membuat garis demarkasi dan berkonsultasi dengan masyarakat dan
komunitas di sekitarnya untuk menghindari konflik atau melakukan negosiasi mengenai klaim antar
etnis atau berbagai komunitas untuk berbagi tanah dan hutan. Penggunaan REDD yang efektif serta
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dana hutan dan iklim terkait bagi adaptasi dan ketahanan ekosistem harus mendukung proses
pembuatan garis demarkasi, pendaftaran kepemilikan dan regularisasi tanah. Memperjelas hak atas
penguasaan tanah, sumber daya alam dan karbon akan menegakkan implementasi REDD dan
program lingkungan lain, termasuk skema untuk mengganjar komunitas atas layanan lingkungan
yang mereka pertahankan.176

Dukung tata kelola hutan lokal

Begitu hutan sudah diamankan, harus dilakukan upaya untuk mengakui struktur pemerintahan
daerah. REDD dan langkah-langkah kehutanan dan iklim terkait lainnya harus diusahakan agar
bekerja sesuai dengan struktur yang ada dan sedapat mungkin tidak menciptakan lembaga baru di
tingkat masyarakat. Apabila hutan dengan banyak komunitas terlibat, seperti halnya hutan-hutan
masyararakat adat di daerah tropis, jika diperlukan, komunitas harus diberi dukungan untuk
mengkonsolidasi bentuk organisasi antar-komunitas mereka dan harus diambil langkah-langkah
untuk menegakkan dan mengembangkan rezim pengelolaan berbagi sumber daya alam dan sistem
tata kelola hutan.
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VIl Kesimpulan pengamatan

Catatan pemutakhiran ini mengenai negosiasi global mengenai REDD, dana hutan dan iklim
internasional yang baru, dan konsep REDD nasional yang bermunculan, telah menunjukkan dengan
tepat sejumlah isu kritis dan rekomendasi penting bagi kebijakan REDD yang bekelanjutan, efektif
dan adil.

Kebijakan dan tindakan REDD harus mengakui hak

Pesan inti masyarakat adat and masyarakat madani yang didokumentasikan dalam tinjauan ini
adalah bahwa menghormati dan mengakui hak-hak masyarakat hutan merupakan prasyarat yang
penting bagi kebijakan REDD yang efektif (Bab VI). Agar dapat berkelanjutan secara sosial, REDD
harus memenuhi uji tolok ukur bagi efektivitas, efisiensi dan keadilan. 177 Untuk itu, kerangka kerja
internasional dan strategi REED nasional harus, antara lain:

e menegakkan standar HAM internasional dan lingkungan, termasuk Deklarasi PBB mengenai
Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP)

e memastikan bahwa kebijakan REDD dikembangkan dengan partisipasi publik secara penuh,
termasuk analisis partisipatif mengenai penyebab langsung dan tak langsung deforestasi
memuat langkah-langkah untuk mengakui hak dan meningkatkan tata kelola pemerintahan
memantau dan mengukur hak, dampak tata kelola pemerintahan serta keadilan, dan tak hanya karbon
mensyaratkan reformasi hukum dan kebijakan untuk mengakui hak adat dan kolektif atas
penguasaan tanah
menghindari pembayaran insentif REDD bagi industri pembalakan dan perusahaan perkebunan
memprioritaskan insentif dan manfaat bagi komunitas hutan 178
memastikan penghargaan atas praktik-praktik traditional masyarakat hutan, termasuk sistem
adat dan perladangan bergilir

e mengakui dan memberi ganjaran perlindungan historis hutan oleh masyarakat adat dan
komunitas lokal

e mencakup metode, definisi dan mekanisme yang kokoh untuk menghilangkan atau mengurangi
gangguan moral dan hasil yang tak diinginkan.

Tanpa prasyarat tersebut, masyarakat adat dan yang lainnya beranggapan bahwa kebijakan REDD
seperti yang sekarang ini diajukan akan merugikan dan tak dapat diterima.79

Negosiasi REDD UNFCCC harus menegakkan hak dan memastikan partisipasi

Studi ini menemukan bahwa meskipun sebagian Pihak pemerintah dalam negosiasi iklim PBB
mengenai REDD mengatakan bahwa isu hak dan konsultasi perlu dibahas, sejauh ini mereka hanya
mengusulkan bahasa yang lemah yang merekomendasikan bahwa kesepakatan di masa mendatang
mengenai hutan dan iklim ‘mengacu kepada’ masyarakat adat dan komunitas lokal. Mereka juga
sepakat bahwa diskusi harus mempertimbangkan ‘implikasi’ kebijakan dan metodologi REDD bagi
komunitas adat dan lokal. Namun hingga saat ini perlakuan atas isu sosial yang penting ini dalam
diskusi metodologi Konvensi mengenai REDD tetaplah superfisial. Dokumen yang diserahkan para
Pihak ke Poznan masih kurang usulan keputusan yang substansial dan komitmen untuk
menghormati hak-hak masyarakat hutan.

Dalam persiapan menjelang pertemuan di Kopenhagen tahun 2009, pemerintah perlu menguji isu-
isu ini secara detail dan memenuhi tanggung jawab mereka untuk menegakkan HAM dan
mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi hak penguasaan lahan di hutan
dalam keputusan mereka mengenai REDD. Ini harus dilakukan melalui penggunaan bahasa yang
jelas dan mengikat mengenai hak dan tata kelola pemerintahan dalam setiap keputusan REDD.
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Kesepakatan hutan dan iklim yang baru dengan keputusan yang progresif mengenai hak dan
keadilan dapat membantu menegakkan upaya-upaya adaptasi dalam Konvensi ini dan mendorong
komitmen antar-pemerintah dan menargetkan HAM, pencapaian Tujuan Pembangunan Milleneum
(MDG) dan konservasi keanekaragaman hayati hutan.

Untuk memastikan bahwa para Pihak menerima pengakuan atas hak sebagai hal penting bagi
kebijakan REDD yang efektif dan untuk memastikan keputusan COP yang progresif dalam hal ini,
maka masyarakat adat dan kelompok besar lainnya perlu berpartisipasi dengan lebih efektif dalam
proses negosiasi UNFCCC selama tahun 2009 dan seterusnya. Pemerintah yang menjadi tuan rumah
diskusi iklim 2009, termasuk pemerintah Denmark, harus mempromosikan praktik terbaik PBB bagi
partisipasi kelompok utama, menyusul praktik progresif yang telah berjalan dalam CBD.

Pendanaan REDD haruslah akuntabel terhadap komunitas dan umum

Lima fasilitas pendanaan hutan dan iklim yang baru telah diperiksa dalam tinjauan ini dan sebagian
(meskipun tidak semuanya) telah mengakui dengan terbuka kebutuhan untuk menyikapi hak dan
kepentingan masyarakat adat dan komunitas yang hidupnya tergantung pada hutan. Perlu
diperhatikan bahwa Program REDD-PBB telah berkomitmen untuk menegakkan Deklarasi PBB
mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat dan akan menerapkan pendekatan berbasis HAM. Meskipun
sebagian besar inisiatif donor hutan dan iklim memiliki persyaratan bagi partisipasi publik, mereka
hanya merekomendasikan pedoman sukarela atau pilihan mengenai HAM dan tata pemerintahan.
Hal ini berarti lembaga dana internasional ini tidak akuntabel terhadap komunitas hutan yang
berpotensi untuk terimbas dan mungkin pada akhirnya akan melanggengkan praktik-praktik yang
diskriminatif dan merugikan yang memperkuat status quo dalam sektor hutan.

Donor harus mensyaratkan dipenuhinya standar yang relevan mengenai HAM, perlindungan
keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan untuk memperkuat akuntabilitas mereka
dan mempromosikan kebijakan REDD yang efektif dan adil. Standar minimum bagi pendanaan
REDD harus mensyaratkan kesesuaian dengan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat
apabila tanah, hutan dan kepentingan masyarakat adat mungkin akan terpengaruh. Mereka juga
harus mensyaratkan pengakuan atas hak masyarakat hutan, termasuk hak penguasaan tanah, dan
memfasilitasi reformasi tata kelola hutan untuk menghilangkan hubungan yang bersifat eksploitatif
antara pihak yang berwenang dan komunitas hutan serta menggunakan pendekatan berbasis hak
yang inklusif terhadap konservasi hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Tinjauan ini telah menemukan bahwa bahkan meskipun fasilitas pendanaan internasional seperti
FCPF Bank Dunia telah mengadopsi standar partisipasi dan sosial, mereka telah gagal menerapkan
aturan ini dalam operasi awal. Untuk memastikan bahwa standar ini diterapkan dan bahwa
masyarakat hutan dilibatkan secara baik dalam proses REDD, donor harus bertindak untuk
menanggapi keprihatinan dan rekomendasi masyarakat adat dan masyarakat madani yang dibuat
dalam konsultasi regional dan global mengenai REDD baru-baru ini, termasuk seruan akan prosedur
pemenuhan dan mekanisme akuntabilitas publik yang efektif (Bab VI).

Pengawasan independen atas program REDD donor internasional melalui beberapa bentuk
kelompok penasehat independen yang melibatkan berbagai pakar dan pemegang hak juga
direkomendasikan.!80

Banyak rencana nasional menuju ke arah yang keliru

Isi catatan konsep awal sejumlah pemerintah untuk rencana REDD nasional yang diserahkan ke
Bank Dunia tahun 2008 menunjukkan bahwa banyak pemerintah memperlakukan dana REDD
sebagai sumber baru untuk memperkuat departemen kehutanan mereka dan menerapkan kebijakan
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kehutanan yang sudah ketinggalan jaman. Khususnya, tinjauan ini menemukan bahwa banyak
konsep REDD nasional:

sejauh ini dikembangkan dengan sedikit atau tanpa konsultasi dengan masyarakat hutan

mengadopsi pendekatan ‘beraktivitas seperti biasa’ untuk konservasi dan manajemen hutan

menegaskan dan memperkuat ‘kepemilikan’ dan kendali negara atas lahan hutan

tidak mengusulkan reformasi hak penguasaan lahan hutan atau tata kelola hutan

secara konsisten gagal mengakui klaim yang tak terselesaikan mengenai lahan hutan adat

gagal menyikapi persoalan HAM, hak adat dan kebutuhan untuk menghormati prinsip pemberian

persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan

tak jelas mengenai bagaimana insentif REDD dapat membawa manfaat bagi komunitas hutan

sebagian besar mempromosikan REDD berbasis pasar tanpa berkonsultasi dengan komunitas

hutan dan warga mengenai pro dan kontra pendekatan offset karbon

e menerapkan analisis yang tak lengkap atau cacat mengenai pemicu langsung dan utama atas
kerusakan dan degradasi hutan.

e seringkali secara tak adil mengidentifikasi peladang berpindah dan ‘pertanian tradisional” sebagai
penyebab utama deforestasi dan mengusulkan langkah-langkah untuk menyediakan ‘alternatif’
bagi komunitas hutan

e gagal mengakui bahwa perladangan rotasi tradisional dan sistem wanatani sering kali netral
karbon atau positif karbon dan hanya menyebabkan kerusakan temporer pada tutupan hutan

e kurang mengakui bahwa penggunaan sumber daya hutan secara adat dan praktik-praktik

tradisional berkelanjutan yang terkait dilindungi oleh hukum internasional

Kebutuhan akan reformasi sektor hutan dan pendekatan berbasis hak

Pihak pemerintah yang berwenang atas hutan, pembuat kebijakan dan pemberi dana harus
mengambil tindakan untuk memastikan bahwa rencana dan kebijakan REDD tidak mengadopsi
pendekatan ‘beraktivitas seperti biasa’, yang di beberapa negara akan mengukuhkan ketidakadilan
dan ketidaksetaraan dalam sektor hutan. Jika tidak, maka kebijakan REDD akan dikecam karena tak
adil, merugikan dan tak efektif. Dalam kasus terburuk, mereka mungkin memperparah kemiskinan
di pedesaan dan konflik.

Pemerintah dan badan internasional harus memastikan bahwa kebijakan REDD membawa kebaikan
dengan mengadopsi pendekatan berbasis hak dan berpihak pada orang miskin serta bekerja bersama
komunitas dan warga untuk memastikan reformasi sebenarnya dalam sektor kehutanan untuk
mempromosikan hak komunitas dan memberikan manfaat lokal, nasional dan global. Diskusi
terbuka harus diadakan mengenai bagaimana mendefinisikan dan memantau kerusakan dan
degradasi hutan dan untuk memastikan bahwa definisi ‘degradasi’ tidak secara semena-mena
menghukum peladang berpindah tradisional dan mereka yang menggunakan sumber hutan secara
adat. Dalam hal ini, maka perlu disepakati emisi yang diperbolehkan dalam setiap strategi REDD
untuk menghormati hak-hak masyarakat dan memastikan bahwa langkah-langkah REDD yang
efektif mengatasii pemicu konversi hutan berskala besar yang permanen.!8:

Akhirnya, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa kebijakan mitigasi seperti REDD
dikoordinasikan dengan, serta melengkapi adaptasi dan kebijakan iklim lainnya yang dibuat untuk
mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan ketahanan ekosistem. Sebagai bagian dari
pendekatan berbasis luas dan terintegrasi ini, donor dan pemerintah harus mendukung usulan
komunitas bagi adaptasi dan mitigasi berdasarkan prioritas akar rumput dan pengetahuan
tradisional yang terkait dengan hutan.
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Lampiran1  Hutan dalam negosiasi kebijakan iklim global yang lalu

Selama negosiasi antarpemerintah yang melelahkan pada periode pertama komitmen Kyoto (2008-2012), pertanyaan
mengenai apakah proyek-proyek untuk melindungi hutan alam harus dimasukkan dalam Mekanisme Pembangunan
Bersih (CDM) UNFCCC menjadi perdebatan sengit. Setelah melalui negosiasi yang intens, hutan alam akhirnya tidak
dimasukkan ke dalam CDM. Hanya aforestasi dan proyek ‘offsetpengimbaparbon perkebunan tanaman irnya (dan
dengan sangat kontroversial) dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit karbon sesuai dengan peraturan
CDM - meskipun terdapat pertentangan keras dan keprihatinan yang serius mengenai masalah sosial dan lingkungan
dengandaot karbon perkebunan dikemukangkat oleh masyarakat adat, organisasi keadilan sosial dan beberapa LSM
lingkungan.182

Tidak dimasukkannya hutan dalam CDM bermula dari keprihatinan etis dan ilmiah yang dikemukakan oleh beberapa
LSM dan ilmuwan, juga penentangan keras dari pemerintah seperti Brasil karena alasan yang sebagian dihubungkan
dengan politik perdagangan global. Pada saat itu, pengecam mengatakan bahwa ‘reservoir’ karbon hutan tidak
permanen dan bahwa mereka mungkin akan mengalami kerusakan atau ‘kebocoran’ karena kebakaran hutan yang
merupakan kecelakaan atau disebabkan oleh manusia dan bahkan oleh bencana alam.!83 Pengecam juga mengatakan
bahwa perlindungan hutan yang efektif dalam suatu tempat mungkin dapat memindahkan deforestasi dan kegiatan
perubahan peruntukan lahan ke lokasi lain di negara yang sama dengan demikian gagal memastikan ‘pertambahan’ atau
'additionality' (pengurangan neto) dalam pengendalian emisi GRK. Kesulitan teknis yang sangat nyata dalam mengukur
dan memantau secara akurat dan obyektif perubahan dalam stok karbon ini juga banyak disoroti.

Perspektif Masyarakat Adat

Masyarakat adat mengatakan bahwa mereka menderita konsekuensi langsung perubahan iklim atas lingkungan mereka,
khususnya di daerah tropis, di Arktika dan di ekosistem lain yang rentan. Deklarasi adat, seperti Deklarasi Kimberley
2002, telah berulangkali mengingatkan negara-negara mengenai dampak negatif perubahan iklim dan menyerukan
tindakan besar agar diambil untuk mengatasi pemanasan global.’84 Di Amazon, Badan Koordinasi Organisasi-
Organisasi Masyarakat Adat Basin Amazon (COICA) dengan upaya sendiri mendirikan Aliansi Iklim (Climate Alliance)
bersama dengan masyarakat di kota-kota Eropa tahun 1990. Kemitraan ini didasarkan pada prinsip utang ekologi dan
dukungan bagi masyarakat adat untuk melindungi reservoir karbon dalam hutan tropis dan memastikan pencapaian

¢

tujuan mereka ‘ ... untuk merebut hak-hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri, untuk memiliki dan
mengontrol wilayah tradisional mereka dan untuk dapat ‘hidup dan bekerja dalam lingkungan alam sesuai dengan

konsep pembangunan merka sendiri.’ (terjemahan tak resmi) 185

Masyarakat adat sebelumnya telah mencapai kesimpulan yang berbeda mengenai apakah hutan harus dimasukkan ke
dalam CDM atau tidak. Ada yang mempertanyakan etika pedagangan stok karbon dalam pasar internasional. Banyak
yang menolak prinsip bahwa pencemar industri dan perusahaan dapat membeli ijin untuk terus mencemari melalui
perdagangan dalam kredit karbon hutan. Mereka juga menolak pendapat bahwa nilai hutan dapat diturunkan menjadi
nilai moneter stok karbon mereka, dan menekankan bahwa bagi masyarakat mereka nilai budaya dan spiritual yang
bukan uang merupakan hal terpenting dan harus dihormati. Mereka bersikukuh bahwa perdagangan kredit karbon tidak
etis dan tidak rasional karena tidak mengatasi akar utama penyebab perubahan iklim (melanjutkan dan meningkatkan
emisi dari bahan bakar fosil). Mereka khawatir bahwa perdagangan kredit karbon hutan mungkin justru memberikan
insentif bagi pemerintah dan perusahaan besar untuk merampas hutan masyarakat dan menggusur komunitas hutan
demi mendapatkan dana karbon. Dalam berbagai pernyataan kepada UNFCCC, masyarakat adat telah meminta agar
dapat berpartisipasi aktif dalam negosiasi perubahan iklim untuk memastikan bahwa hak dan prioritas mereka
ditanggapi. Mereka juga secara konsisten meminta akses atas Dana Adaptasi UNFCCC untuk menolong masyarakat
mereka mengatasi dampak perubahan iklim yang tengah terjadi dan yang akan datang di wilayah mereka.186

Dalam kasus lain, terutama di Brasil, sebagian masyarakat adat, dengan dukungan dari LSM Environmental Defense
(Pembela Lingkungan) yang bermarkas di Washington, telah meminta dimasukkannya hutan dalam Protokol Kyoto.187
Mereka mengatakan bahwa proyek komunitas adat dan inisiatif pengelolaan sumber daya alam harus terbuka bagi
pembayaran dan kredit sesuai dengan Protokol Kyoto atau kerangka kerja lainnya.
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Sejak keputusan COP13 di Bali tahun 2007 untuk menjajaki kemungkinan insentif bagi REDD, masyarakat adat telah
semakin menyoroti bahwa instrumen mitigasi dalam Konvensi, termasuk kesepakatan hutan dan iklim, harus
menghormati hak-hak masyarakat adat— seusai dengan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat dan
instrumen HAM lainnya (lihat bab VI). Posisi masyarakat madani atas pasar karbon tetap beragam. Sementara LSM
konservasi besar terus membela perdagangan karbon, banyak masyarakat adat dan organisasi keadilan sosial dan
pembangunan terus menolak mekanisme pasar berbasis offset karbon.
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Lampiran2 Tinjauan Stern

Tinjauan Stern: Ekonomi Perubahan Iklim mengusulkan bahwa tindakan kunci yang harus diambil oleh masyarakat
internasional untuk memperlambat perubahan iklim adalah penanganan ‘emisi nonenergi’ dengan memberi negara-
negara berkembang penghargaan atau kompensasi atas pengurangan deforestasi. Tinjauan ini meramalkan bahwa emisi
dari deforestasi dapat mencapai 40 gigaton karbon dioksida (CO.) antara 2008—2012, meningkatkan konsentrasi CO-
dalam atmosfer sebesar dua ppm (bagian per juta). Laporan ini menyatakan:

Emisi nonenergi mencakup sepertiga dari keseluruhan emisi gas rumah kaca; tindakan di bidang ini akan
memberi kontribusi yang penting. Serangkaian bukti penting menunjukkan bahwa tindakan untuk mencegah
deforestasi lebih jauh secara relatif akan menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis mitigasi lain, jika
terdapat kebijakan dan struktur kelembagaan yang tepat.

(Ringkasan Eksekutif, halaman xiii) (terjemahan tak resmi)

...... biaya kesempatan dari perlindungan hutan di 8 negara yang bertanggung jawab atas 70 persen emisi dari
penggunaan lahan kemungkinan sekitarUS $5 milyar setiap tahun pada awalnya, walaupun seiring dengan
berjalannya waktu biaya marjinalnya akan naik. (halaman xxvi) (terjemahan tak resmi)

Permintaan akan dukungan segera bagi skema percontohan di luar UNFCCC

Laporan ini menyebutkan bahwa peraturan yang ada sekarang ini dalam Protokol Kyoto tak mengijinkan pencegahan
deforestasi melalui CDM meskipun ini dapat berubah mulai dari periode komitmen kedua pasca 2012. Sementara itu,
ada perdebatan bahwa ‘... dukungan internasional bagi tindakan oleh negara untuk mencegah deforestasi harus dimulai
secepat mungkin’ melalui skema percontohan, yang ‘...dapat didasarkan atas dana dengan kontribusi sukarela dari
negara maju, kalangan usaha dan LSM’ (halaman 550).

Tindakan untuk menjaga kawasan hutan alam yang masih ada sangatlah dibutuhkan. Skema percontohan
berskala besar dibutuhkan untuk menjajaki pendekatan yang efektif dengan menggabungkan tindakan nasional
dan dukungan internasional. (halaman xxv) (terjemahan tak resmi)

Pendekatan nonpasar atau pasar?

Stern mengemukakan bahwa pembentukan ‘dana khusus’ memiliki keunggulan atas pembayaran berbasis pasar karena
dana nonpasar dapat ditargetkan untuk dapat menyediakan manfaat terbesar di tingkat negara, dan dapat digunakan
untuk menangani pengurangan kemiskinan dan ‘pemicu utama deforestasi’ (halaman 550-551). Tinjauan ini
menyarankan bahwa dana semacam itu dapat mendanai skema percontohan pencegahan deforestasi dalam jangka
pendek dan mungkin bahkan menjadi alternatif bagi solusi berbasis pasar. Meskipun demikian, solusi berbasis pasar tak
ditolak oleh Stern: ‘... dalam jangka yang lebih lama, terdapat alasan yang tepat untuk mengintegrasikan tindakan untuk
mengurangi deforestasi dalam pasar karbon’. Pilihan yang disarankan adalah pasar untuk ‘... kredit keanekaragaman
hayati atau kredit deforestasi. Kredit ini akan berlaku serupa seperti kredit karbon, dengan permintaan datang dari
mereka yang ingin berinvestasi dalam proyek kehutanan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau tujuan
lain’ (halaman 551).

Proposal untuk skema pencegahan deforestasi tingkat nasional

Seperti proposal pencegahan deforestasi lain baru-baru ini, Stern lebih memilih skema yang luas secara nasional
(meskipun ini mungkin mencakup tindakan pada tingkat proyek). Stern menyarankan pendekatan nasional yang
komprehensif antara lain untuk melawan ‘kebocoran’ dalam batas suatu negara (perpindahan deforestasi). Masalah
kebocoran lintas negara disebutkan, tetapi tak dibahas secara rinci. (page 549).

Apakah Stern membahas pertimbangan sosial dan keadilan?

Tinjauan ini mengakui kebutuhan untuk menanggapi isu hak penguasaan lahan: ‘Pada tingkat nasional, mendefinisikan
hak milik atas lahan hutan, serta menentukan hak dan tanggung jawab pemilik lahan, masyarakat dan penebang,
merupakan kunci bagi pengelolaan hutan yang efektif. Hal ini harus melibatkan masyarakat lokal, menghargai hak-hak
informal dan struktur sosial...’ (halaman xxvi). Dokumen ini juga menekankan bahwa ‘Kejelasan atas batas dan
kepemilikan, dan alokasi hak milik yang dianggap adil oleh masyarakat lokal, akan meningkatkan efektivits hak milik
dalam praktik dan memperkuat institusi yang diperlukan untuk mendukung dan menegakkannya’ (halaman 541). Stern
juga menyebutkan risiko insentif negatif yang terjadi melalui acuan awal yang tidak benar, korupsi, sifat mencari
keuntungan dengan tidak halal dan direnggutnya manfaat oleh elit-elit nasional (halaman 549-550), tetapi tak banyak
mengusulkan langkah-langkah nyata baru untuk menghindari atau meminimalkan risiko ini.

Griffiths dan Martone 44 Mei 2009



REDD? Awas! Hutan, mitigasi perubahan iklim dan hak-hak masyarakat adat. Versi yang telah diperbarui

Lampiran 3  Fasilitas Kemitraan Hutan Karbon Bank Dunia

Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia (FCPF) disetujui oleh Dewan Bank Dunia pada bulan September 2007
dan telah beroperasi sejak Juni 2008. Fasilitas ini diharapkan akan menjadi semacam katalis yang akan mendorong
investasi publik dan swasta dalam REDD dan mendukung percontohan demonstrasi untuk pembangunan dan
implementasi strategi REDD nasional. Melalui Dana Kesiapan (Readiness Fund), kegiatan ini akan membantu
pemerintahan dari 30 negara tropis untuk mempersiapkan kebijakan REDD nasional mereka, juga skema insentif
(kegiatan kesiapan) dengan bantuan hibah yang berkisar antara US$ 200.000 hingga US$ 3 juta. Sebagian dari negara-
negara tersebut akan diseleksi untuk menerima kompensasi pembayaran REDD melalui Dana Fasilitas Karbon (lihat
keterangan di bawah).188, Hingga akhir 2008, jadwal untuk mulai menguji pembayaran REDD masih belum dapat
dipastikan.

Peserta FCPF

Negara-negara dapat menjadi ‘negara peserta REDD’ dalam FCPF dan dapat berperan serta dalam badan pengurus
setelah menyerahkan catatan konsep rencana persiapan mereka untuk REDD dalam FCPF, dan disetujui oleh FCPF.
Catatan konsep tersebut dikenal sebagai Catatan Ide Rencana Kesiapan atau Readiness Plan Idea Notes (R-PIN). Pada
25 November 2008, terdapat 25 negara berikut ini dengan R-PIN yang telah disetujui dan diseleksi sebagai peserta
REDD FCPF, yaitu:

Amerika Latin: Argentina, Bolivia, Kolumbia, Costa Rica, Guyana, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru
Afrika: Kamerun, DRC, Ethiopia, Gabon, Ghana, Kenya, Liberia, Madagaskar, Republik Kongo dan Uganda

Asia dan Pasifik: Republik Demokrasi Rakyat Laos, Nepal, Papua Nugini, Vanuatu dan Vietnam

Dana FCPF

Fasilitas ini terdiri dari Dana Kesiapan dan Dana Karbon. Dana Kesiapan adalah untuk mendukung negara-negara
dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Rencana Kesiapan (R-Plan) yang akan muncul dalam strategi REDD
nasional dan sistem negara untuk pemantauan, pengukuran dan verifikasi pengurangan emisi dari deforestasi terhadap
suatu acuan awal referensi nasional

Begitu sebuah negara sudah dianggap ‘siap’ (misalnya dengan strategi REDD, kerangka kerja acuan awal dan
pemantauan), negara tersebut dapat menyerahkan Program Pengurangan Emisi (ERP) kepada FCPF dan jika hal
tersebut disetujui maka Dana Karbon akan diberikan untuk program pengurangan emisi negara tersebut melalui
Perjanjian Program Pengurangan Emisi (ERPA) — yang merupakan perjanjian antara negara peserta REDD dan Bank
Dunia. Pada akhir tahun 2008, FCPF memasuki fase di mana negara peserta REDD akan menyiapkan Rencana
Kesiapan.

Tata kelola FCPF

Keputusan FCPF dan persetujuan terhadap rencana dan strategi negara peserta untuk REDD dibuat oleh Komite Peserta
yang terdiri dari negara-negara peserta REDD dan pemerintah yang menjadi donor. Para pemerhati termasuk badan
internasional yang berhubungan dengan hutan, LSM dan perwakilan masyarakat adat (satu orang) yang tidak memiliki
hak untuk memberikan suara. Dana Karbon diatur oleh Komite Peserta dan Komite Pembeli. Yang disebut terakhir ini
adalah komite yang dibuat oleh pemerintah yang menjadi donor bersama dengan LSM dan investor swasta. Diskusi
lebih lanjut tentang peran serta masyarakat adat dalam struktur tata kelola pemerintahan FCPF dilakukan dalam rapat
Panitia Pengarah FCPF yang diadakan di Gamboa, Panama pada bulan Maret 2009. Perwakilan masyarakat adat
dimungkinkan untuk duduk dalam badan pengurus dan mendapatkan hak bicara hanya dalam pengambilan kebijakan,
namun tidak berhak memberikan suara dalam keputusan anggaran.

Komite Peserta dan Komite Pembeli didukung oleh saran-saran dari komisi ad hoc Panel Penasehat Teknis (TAP). Satu
komisi TAP telah dibentuk dan memiliki dua anggota yang merupakan pakar masyarakat adat, yang duduk bersama para
spesialis lainnya. TAP hanya memiliki peran sebagai penasehat dan tidak bisa mengambil keputusan atas persetujuan
maupun penolakan terhadap rencana dan proposal REDD, yang menjadi wewenang pemerintah donor dan pemerintah
penerima program.
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Pendekatan bertahap FCPF
Operasi FCPF diatur berdasarkan rangkaian tahapan atau ‘fase’ berikut:

Fase | = Persiapan R-PIN (tidak ada dana yang disediakan)

R-PIN (Catatan konsep REDD) dimaksudkan untuk memberikan pandangan menyeluruh dari tata guna lahan,
penyebab deforestasi, konsultasi para pemangku kepentingan dan isu-isu institusional untuk mengatasi REDD
dan merangkum permintaan negara bagi bantuan untuk mempersiapkan program-program REDD mereka.89

Fase Il = Persiapan R-Plan (hibah hingga US$ 200.000)

Rencana Kesiapan adalah dokumen yang akan menjabarkan langkah-langkah dan ‘persyaratan minimal’ dari
suatu negara untuk mencapai tingkat ‘Kesiapan’. Hal ini dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan
R-PIN. R-Plan harus memuat ‘rencana konsultasi dan penjangkauan’ dan suatu analisis yang tajam dan ringkas
atas ‘Tata guna lahan, Kebijakan Hutan dan Penilaian Cepat Tata Kelola Pemerintahan’. Secara krusial, R-PLAN
juga harus mengandung penjelasan rinci atau penjabaran kerangka acuan, untuk, antara lain, pembentukan
kelompok kerja REDD nasional, penilaian risiko strategi REDD nasional, Kerangka Kerja Implementasi REDD
dan juga kerangka acuan penilaian dampak sosial dan lingkungan dari strategi REDD..19°

Bank Dunia tidak menetapkan jadwal untuk persiapan R-Plan, tapi mengatakan bahwa hal tersebut akan
dilengkapi dalam ‘beberapa bulan’.

Fase 111 — Implementasi R-Plan untuk menghasilkan R-Package (hibah senilai US$ 1 dan $3 juta)

Pada dasarnya, ini berarti aktivitas untuk merumuskan dan mematangkan paket rencana yang terinci, meliputi
(i) strategi REDD nasional (ii) sistem pemantauan REDD nasional, dan acuan awal nasional untuk tingkat
deforestasi.

Fase IV — Persiapan dan penyerahan Program Pengurangan Emisi

Fase V -- Negosiasi dan Persetujuan Pembayaran Pengurangan Emisi (ERPA)

Prinsip dan Standar FCPF

Prinsip dan peraturan FCPF dijelaskan dalam Piagam yang dilampirkan dalam Memorandum Informasi FCPF (lihat
juga bab III).191, Sebagai hasil dari advokasi yang cukup intens oleh masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil,
hasil akhir piagam dari fasilitas ini menegaskan bahwa kegiatan Kesiapan Fasilitas dan kegiatan pembayaran
percontohannya harus mengikuti kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan hidup Bank Dunia, serta menghormati
hak masyarakat adat serta penghuni hutan sebagaimana dijabarkan dalam hukum nasional negara-negara peserta
REDD dan ‘kewajiban internasional yang dapat diterapkan’. 192

FCPF telah mengadopsi ‘prinsip pelibatan’ yang menyebutkan bahwa kegiatan kesiapan yang didukung oleh
dana ini haruslah bersifat partisipatif dan mencakup ‘pemegang hak yang relevan’ dan masyarakat
penghuni hutan 'sejak awal dalam proses kesiapan’. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa ‘Negara
akan... membuat usaha yang bersungguh-sungguh untuk memastikan bahwa masyarakat adat yang
hidupnya tergantung pada hutan dan penghuni hutan lain berpartisipasi dengan sesungguhnya dalam
pengambilan keputusan yang akan berdampak pada mereka dan bahwa hak-hak mereka dihargai,
konsisten dengan hukum nasional dan kewajiban internasional yang bisa diterapkan (penekanan
ditambahkan di sini).193

Kriteria seleksi R-PIN

Memorandum Informasi FCPF dan Piagam FCPF (dilampirkan dalam dokumen yang sama) menjabarkan rangkaian
kriteria, prinsip, peraturan, dan standar yang harus diikuti oleh Fasilitas. Kriteria FCPF untuk menyetujui atau menolak
R-PIN termasuk;

e kepemilikan proposal baik oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan yang relevan
e Lkonsistensi antara strategi nasional dan sektoral

e kelengkapan informasi dan data yang disampaikan

e jelas tidaknya tanggungjawab REDD

e kelayakan dan kemungkinan suksesnya program tersebut
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Konsultasi mengenai R-Plan
Templat dari dokumen R-Plan menyebutkan bahwa:

FCPF mengharapkan bahwa proses formulasi dan implementasi R-Plan merupakan hal yang signifikan, inklusif,
berpandangan maju dan merupakan usaha yang terkoordinasi untuk berkonsultasi dengan semua pihak
utama yang terpengaruh di dalam negara itu mengenai ide dan kepedulian mereka terhadap REDD.
Usaha ini harus menyertakan konsultasi nasional dengan para pemangku kepentingan mengenai REDD secara
terus-menerus untuk setiap komponen R-Plan, tinjauan dari usaha sebelumnya untuk mengubah pola dan
praktik tata guna lahan dan efektivitasnya atau penyebab kesuksesan maupun kegagalannya, identifikasi
kooperatif dari serangkaian pengukuran yang direncanakan untuk mengubah perilaku tata guna lahan, kebijakan
dan implementasi di masa depan (misalnya strategi REDD) 194.

FCPF juga membuat pedoman persiapan untuk ‘Rencana Konsultasi dan Penjangkauan9s yang diminta. Patut disayangkan,
pedoman ini tidak sehaluan dengan kebijakan perlindungan Bank Dunia dan praktik terbaik mengenai konsultasi publik yang
bermakna. Sebagai contoh, pedoman tersebut tidak sesuai dengan standar konsultasi wajib yang dijabarkan dalam kebijakan
Bank Dunia mengenai masyarakat adat (OP 4.10)96 maupun pedoman praktek terbaik yang terkait.197

Kriteria seleksi R-Plan

Kritera seleksi R-Plan tidak jauh berbeda dengan kriteria R-PIN, dengan tambahan kriteria pilthan yang cenderung
mengutamakan pendekatan yang inovatif dan luas untuk REDD. Oleh karenanya, secara teori, R-Plan akan lebih
dipertimbangkan untuk disetujui jika meliputi, diantaranya, ‘konsepunggul’ mengenai pemantauan, pelaporan, dan
penginderaan jarak jauh, termasuk untuk degradasi hutan, perlindungan keanekaragaman hayati dan manfaat sosial;
metode baru untuk mendistribusikan pendapatan REDD dan kegiatan demonstrasi yang inklusif dan berfokus pada

REDD bersama-sama dengan pengurangan kemiskinan, perbaikan penghidupan, dan/atau hak-hak penguasaan tanah,
termasuk sektor hutan alternatif atau pengaturan tata kelola pemerintahan lainnya.198

Mekanisme pembiayaan FCPF

Kegiatan Kesiapan FCPF didanai oleh hibah seperti disebutkan diatas. Tetapi, bagaimana dana-dana tersebut digalang
untuk membayar insentif finansial kepada negara-negara REDD bagi pengurangan emisi yang dapat diperlihatkan, hal
itu tidak jelas dalam dokumentasi FCPF. Dalam Piagamnya, FCPF didirikan sebagai lembaga dana yang bersifat
temporer yang akan beroperasi hingga 2020, saat pihak Bank Dunia memperkirakan bahwa pasar untuk sertifikat
REDD telah matang. Pada waktu yang bersamaan, FCPF bertujuan untuk menarik minat modal swasta untuk
membiayai REDD dan Memorandum FCPF menyatakan bahwa ‘perjanjian pembelian pengurangan emisi’ akan menjadi
bagian dari dana karbon FCPF, yang mengimplikasikan skema perdagangan berbasis pengurangan emisi bersertifikat
dalam model jenis CDM.

Masalah-masalah pada konsultasi publik dan operasi awal yang tak sempurna

Dari rancangan awalnya yang dibuat dengan tergesa-gesa pada tahun 2007, FCPF telah mendapat kecaman publik atas
kegagalannya berkonsultasi dengan baik dengan masyarakat hutan dan masyarakat madani. 199 Pertanyaan utama yang
diajukan yaitu mengenai akuntabilitas publik dan struktur tata kelolanya yang mengandung risiko melembagakan
konflik kepentingan antar negara peserta REDD yang menyetujui rencana dan strategi REDD sementara Panel
Penasehat Teknis (TAP) FCPF hanya memiliki fungsi sebagai pemberi saran belaka2°°.

Peluncuran publik FCPF pada Konferensi Para Pihak ke-13 Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim di Bali
pada Desember 2007, menimbulkan protes dahsyat dari masyarakat adat dan perwakilan masyarakat madani yang
berada di luar ruang pertemuan. Sementara itu, di dalam ruang pertemuan, Ketua Forum Permanen PBB mengenai Isu-
Isu Masyarakat Adat, Vicky Corpuz, membuat pernyataan keras yang mengutuk kegagalan pihak Bank Dunia untuk
berkonsultasi dengan masyarakat adat secara memadai mengenai perubahan iklim global dan inisiatif hutan yang akan
berdampak langsung terhadap komunitas dan tanah mereka2°1.

Dalam menanggapi kritik-kritis pedas tersebut, pihak Bank Dunia mengumumkan akan mengadakan ‘konsultasi’
retroaktif dengan masyarakat adat mengenai rencana-rencana FCPF-nya. Rapat-rapat pihak Bank Dunia bersama
perwakilan masyarakat adat kemudian dilangsungkan pada bulan Februari dan Maret 2008 dalam tiga kali pertemuan
di Asia (Katmandu), Afrika (Bujumbura) dan Amerika Latin (La Paz).

Dalam ketiga rapat yang berlangsung pada awal 2008 tersebut, masyarakat adat bersikeras agar pihak Bank Dunia
memastikan bahwa kegiatan FCPF-nya dibuat konsisten dengan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat. Di
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Asia, peserta dari masyarakat adat menunjukkan berbagai keprihatinan atas kurangnya langkah-langkah yang jelas
untuk mengatasi masalah hak asasi manusia dan hak untuk memberikan persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa
tekanan (FPIC) serta masalah akuntabilitas dalam Piagam FCPF dan struktur pengaturan yang direncanakan.202

Di Afrika, isu dan keprihatinan serupa dikemukakan oleh para peserta pertemuan dan banyak jawaban dari pihak Bank
Dunia terhadap keprihatinan yang disuarakan tidak jelas dan tetap tak terjawab hingga akhir 2008. 203

Di Amerika Latin, beberapa organisasi adat mengeluhkan bahwa mereka tidak diikutsertakan dalam pertemuan dengan
pihak Bank Dunia. Mereka yang hadir pun menolak pertemuan dan menyebutnya sebagai pertemuan nonkonsultansi
dan meminta pihak Bank Dunia untuk mengakui bahwa pertemuan tersebut hanyalah kegiatan ‘berbagi informasi’
semata. Dalam pertemuan yang sama, pernyataan dari pemuka masyarakat adat dibacakan, yang isinya mengutuk
kebijakan mitigasi perubahan iklim dari atas ke bawah sebagaimana REDD dan FCPF yang tidak dikembangkan
bersama dengan masyarakat adat— keluhan yang disuarakan kembali oleh COICA pada bulan Agustus 2008204,

Dalam reaksi selanjutnya terhadap kritik-kritik yang cukup beralasan tersebut, Komite Peserta FCPF mengambil suara
dalam pertemuan perdananya pada bulan Oktober 2008 untuk menetapkan dana partisipasi sebesar US$1 juta bagi
masyarakat adat dan komunitas yang hidupnya tergantung pada hutan. Rancangan dana tersebut belum selesai, namun
ada indikasi bahwa ini akan memberikan pembiayaan langsung kepada masyarakat adat dan masyarakat hutan lainnya,
untuk mengadakan konsultansi mereka sendiri dan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas mengenai REDD.

R-PIN yang berkualitas rendah dan tergesa-gesa

Meskipun terdapat berbagai usaha belakangan ini untuk menyelesaikan masalah melalui konsultasi, fase pertama PCPF
mengalami permasalahan serupa pada tingkat nasional dan muncul pertanyaan serius mengenai kegagalan FCPF untuk
mengaplikasikan kriteria dan prinsip-prinsipnya sendiri. Pemeriksaan lebih dekat mengenai R-PIN yang telah disetujui
selama bulan Juli dan Oktober 2008 menemukan tanda-tanda yang kurang baik bahwa Komite Peserta hanya menjadi
semacam ‘tukang cap’ belaka bagi konsep REDD meskipun mendapat kecaman serius dari Panel Penasehat Teknis.
Analisis FERN-FPP terhadap sembilan R-PIN menemukan bahwa:

e Konsultasi dengan masyarakat adat dan masyarakat hutan lainnya hanya ada sedikit sekali atau justru tidak ada
sama sekali selama persiapan R-PIN dalam semua kasus yang ditinjau.

e Isu-isu pengaturan hutan ditanggapi secara artifisial atau tidak akurat.

e Informasi mengenai pemicu langsung dan mendasar tidak lengkap

e LSM-LSM konservasi internasional besar menjadi perancang utama R-PIN di sebagian besar negara

e Rencana-rencana untuk konsultasi di masa mendatang tidak jelas atau negara-negara hanya merencanakan untuk
menggunakan mekanisme nasional yang telah ada (Panama, Guyana, RDK, RDR Laos dan Vietnam)

e Tak ada R-PIN yang secara eksplisit menyinggung hak asasi manusia.

e Takada R- PIN yang menyebutkan kewajiban hak asasi manusia internasional dan standar-standarnya.

e Hanya satu R-PIN yang menyertakan bahasan analisis risiko (Nepal)

e Tak ada R-PIN yang mendiskusikan isu hak untuk memberikan persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa
tekanan (FPIC)

e Sebagian besar R-PIN mengidentifikasi ‘pertanian tradisional’ dan/atau ‘peladangan berpindah’ sebagai pemicu
deforestasi (Panama, Guyana, Paraguay, RDK, Liberia, Ghana, RDR Laos, Vietnam).

e Sebagian besar R-PIN tersebut menawarkan penggunaan dana REDD untuk menghentikan ‘pertanian dengan
sistem tebas dan bakar’ dan menyediakan ‘mata pencaharian alternatif’ bagi masyarakat hutan.

e Hak penguasaan tanah dan hak adat hanya disebutkan secara singkat dalam sebagian besar R-PIN dan konflik-
konflik penguasaan tanah yang ada serta isu-isu yang belum terselesaikan seringkali tidak dibahas (Panama,
Guyana, RDK)

e Sebagian besar R-PIN yang diperiksa tak menyebutkan dengan jelas bagaimana masyarakat hutan dapat
memperoleh manfaat dari program-program REDD di masa depan.

e Hanya sebagian kecil R-PIN yang mengidentifikasi kebutuhan untuk menghindari dampak sosial yang merugikan
(RDK, Nepal)205.

Menyasar peladang berpindah secara tak adil dan tak ilmiah

Perhatian yang tidak pada tempatnya ditujukan pada ‘pertanian tebas dan bakar’ dan pengumpulan kayu bakar sebagai
pemicu utama deforestasi (Panama, Guyana, Paraguay, RDK, Liberia, Ghana, RDR Laos, Vietnam). Hal tersebut lebih
tampak di negara-negara Afrika, namun terlihat pendekatan negatif yang serupa terhadap petani tradisional dan petani
kecil di negara-negara Amerika Selatan dan Tengah. Walaupun R-PIN mengacu pada perladangan berpindah dan
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‘tradisional’, tak satupun yang membahas pertanian dengan jenis yang berbeda atau keberlanjutannya dalam kaitannya
dengan emisi dan sekuestrasi karbon dalam jangka menengah (padahal pada kasus peladangan berpindah dan sistem
wanatani bukti ilmiah justru menunjukkan kenetralan dan bahkan karbon positif setelah beberapa waktu) 206, Demikian
pula tidak terdapat pembahasan mengenai kewajiban dalam CBD untuk melindungi praktik tradisional yang
berkelanjutan, yang termasuk perladangan berpindah (Artikel CBD 10(c)). Bias serupa juga tercermin dalam R-Plan
yang disampaikan oleh Panama dan Guyana untuk mendapatkan persetujuan akhir pada pertemuan Komite Pengarah
FCPF di Montreux yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni 2009.2°7

FCPF yang dipicu pertimbangan politis

Kajian dan pengujian R-PIN yang lebih baru menunjukkan tanda-tanda yang cukup mengusik bahwa beberapa R-PIN
hanya proforma basa-basi belaka—walaupun telah ada penemuan-penemuan TAP yang menengarai adanya kesenjangan
yang serius dan tidak memenuhi kriteria seleksi utama. Dalam kasus Peru, misalnya, TAP mencermati bahwa:

Kepemilikan R-PIN kemungkinan besar hanya pada level pemerintah federal (Menteri Lingkungan Hidup—
MINAM dan Dana Nasional untuk Lingkungan—FONAM) [dan bahwa]... R-PIN yang diserahkan oleh Peru
dirumuskan dengan cara yang sangat umum, dan tidak memberikan visi menyeluruh dari tantangan-tantangan
yang dihadapi Peru dalam hubungannya dengan REDD?298,

Terlepas dari berbagai kekurangan yang serius tersebut, R-PIN Peru disetujui FCPF pada bulan Oktober 2008. Pada
kasus R-PIN Guyana, para pakar kehutanan Guyana secara terbuka mempertanyakan dasar ilmiah, akurasi dan
kredibilitas informasi R-PIN mengenai kebijakan terhadap masyarakat adat dan status kemajuan dalam mencapai
‘pengelolaan hutan berkelanjutan’ (SFM) di negara tersebut.

Para pakar kehutanan mempertanyakan lemahnya analisis R-PIN yang khususnya menghubungkan emisi karbon
berbasis hutan dengan praktik-praktik pertanian tebas dan bakar tradisional yang dilakukan komunitas Amerindian,
tanpa membahas emisi dari degradasi hutan yang disebabkan oleh kegiatan penebangan yang merugikan. Mereka juga
mengemukakan bahwa statistik tata guna lahan dan degradasi hutan yang disebabkan oleh penebangan industri di
Guyana tidaklah benar. Para pakar tersebut menyerukan FCPF untuk jauh lebih tegas melakukan seleksi atas R-PIN dan
rencana-rencana REDD lainnya di masa mendatang—seruan yang diamini oleh LSM dan masyarakat madani.

Proses kilat FCPF mengandung risiko kembali mengesampingkan masyarakat hutan

Berbagai anomali ini membuat sebagian pakar TAP mempertanyakan secara terbuka efektivitas saat ini dari masukan-
masukan mereka dalam proses FCPF. Para pakar mempertimbangkan bahwa keputusan yang diambil oleh komite
peserta FCPF lebih berupa kompromi politik antara pihak negara donor dan negara penerima dana. Dorongan mendasar
dari pengambilan keputusan lebih berdasar pada akses pada pendanaan hutan yang baru daripada pertimbangan yang
berhati-hati atas hutan dan reformasi sektoral serta tindakan lain yang dibutuhkan untuk mengurangi dan menghindari
deforestasi dan degradasi. Beberapa pakar menyebut proses FCPF ‘gegabah’ dan mereka juga memperingatkan jikalau
perubahan signifikan tak segera dilakukan atas FCPF maka R-Plan tampaknya akan menjadi dokumen yang bersifat dari
atas ke bawah dan hanya berdasarkan pendapat dari balik meja yang dibuat oleh para staf departemen kehutanan dan
departemen lingkungan hidup dengan konsultasi publik yang terbatas. Sementara staf Bank Dunia dilaporkan tengah
berusaha meningkatkan kualitas dan memastikan bahwa prosedur serta standar yang diberikan bisa ditegakkan, negara-
negara peserta REDD menolak aktivitas tambahan untuk menanggapi isu-isu hak, penguasaan lahan dan masyarakat adat.

Masyarakat adat, masyarakat madani dan para pakar kehutanan sekarang ini tengah mencermati FCPF dengan seksama
untuk menilai apakah Fasilitas telah menanggapi berbagai kritik terbuka yang tengah dilontarkan. Utamanya mereka
prihatin apakah jadwal FCPF yang singkat itu akan memungkinkan adanya konsultasi publik yang bersih dan operasi
yang efektif dari dana partisipasi masyarakat hutan yang baru. Keprihatinan utama lainnya adalah, jikalau FCPF tidak
segera melakukan perubahan besar untuk memperbaiki kinerjanya, ini justru akan berisiko membiayai dan memberikan
subsidi departemen kehutanan yang korup dan bersifat dari atas ke bawah serta hanya sedikit mendorong reformasi
yang positif dan konservasi hutan yang efektif yang menghormati hak-hak masyarakat.

Proses perkembangan dan diskusi sebagian R-Plan sebagaimana yang terjadi di Guyana, Indonesia dan Panama tidak
banyak menunjukkan adanya transparansi, kualitas dan akuntabilitas R-Plan, sehingga hal tersebut dapat, dan pada
kenyataannya, melanggar kebijakan perlindungan Bank Dunia itu sendiri, dan juga standar dan kewajiban legal yang
relevan secara internasional seperti yang tercantum dalam UNDRIP dan dalam hak untuk memberikan persetujuan
berdasarkan informasi awal tanpa paksaan.
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Lampiran4  Program Investasi Hutan Bank Dunia (FIP) 200

Pada bulan Mei 2008, pihak donor dan pemerintah negara berkembang sepakat untuk membentuk Program Investasi
Hutan (FIP) dalam kerangka Dana Iklim Strategis (SCF) dari Dana Investasi Iklim (CIF) — dalam jadwal yang dipercepat
dengan maksud agar FIP dapat diluncurkan pada awal tahun 2009. Besarnya FIP yang diharapkan berkisar antara US$ 1
dan 2 milyar. Tujuan yang dinyatakan dari dana hutan yang sangat besar ini adalah untuk memobilisasi dana guna
‘mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dan untuk mempromosikan pengelolaan hutan berkelanjutan, yang
mengarah pada pengurangan emisi dan perlindungan reservoir karbon’. Para pemerintah sepakat bahwa FIP ‘... akan
dikembangkan berdasarkan proses konsultasi yang transparan dan luas.’

Mengatasi kesenjangan pendanaan REDD

Bank Dunia bersikeras bahwa FIP diperlukan untuk mengatasi ‘kesenjangan’ yang tidak terisi oleh FCPF Bank Dunia
dan program REDD PBB, yang menyokong ‘kegiatan kesiapan’ dan mekanisme pembayaran REDD percontohan, namun
tidak akan menyediakan pendanaan untuk implementasi reformasi yang sesungguhnya dan investasi yang dibutuhkan di
lapangan. Selain itu, diharapkan bahwa FIP akan menyediakan dana untuk ‘peningkatan pengelolaan hutan’ (IFM) dan
untuk kegiatan aforestasi dan reforestasi (perkebunan). 21© FIP diharapkan akan memungkinkan pendanaan kegiatan
terkait dengan hutan bagi negara-negara yang memiliki tutupan hutan yang tinggi dengan tingkat deforestasi yang
rendah (HFLD) maupun negara-negara dengan tingkat deforestasi yang tinggi.

Usulan kegiatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan FIP

Pihak Bank mengusulkan agar FIP mengatasi ‘kesenjangan investasi ... yang tak dibiayai oleh pasar karbon’ dan
menggunakan dana publik untuk membiayai: ‘reformasi kebijakan ... perencanaan tata guna lahan, penetapan hak
penguasaan hutan ... pemulihan kawasan yang terdegradasi, infrastruktur, dan pengarusutamaan pendekatan .berbasis
pasar ... instrumen bagi berbagai langkah terkait dengan hutan untuk mencapai pengurangan emisi dari degradasi dan
deforestasi’. Kegiatan lain yang disebutkan termasuk ‘pembagian wilayah tata guna lahan, kadaster dan perencanaan
dalam kawasan hutan’ dan investasi HCVF serta ‘perbaikan’ pengelolaan ‘hutan produksi’, dan juga pendanaan bagi
agribisnis untuk meningkatkan produktivitas guna menurunkan tekanan atas hutan alam. Daftar investasi FIP yang
mungkin tidak mencakup kepastian atas hak-hak masyarakat hutan atau pengelolaan hutan masyarakat, meskipun
dukungan bagi produk hutan nonkayu (NTFP) dan ‘peluang mata pencaharian berkelanjutan’ disebutkan. Bank
Pembangunan Afrika telah menyerukan agar FIP mendukung ‘mata pencaharian alternatif’ bagi penghuni hutan.

Fasilitasi perdagangan karbon
Proposal-proposal sekarang ini menyebutkan bahwa FIP akan menggunakan dana publik untuk memberikan subsidi
dan memfasilitasi pembentukan pasar karbon hutan global.

Konsultasi dan pemerintahan

Sejauh ini, peran masayarakat madani biasanya hanya sebagai pengamat. Dalam pertemuan perancangan FIP yang
pertama, sebagian pemerintah negara donor menekankan perlunya melibatkan masyarakat adat, masyarakat yang
hidupnya tergantung pada hutan dan masyarakat madani dalam rancangan FIP (Brasil, Norwegia dan Jepang).2!! Para
pemerintah sepakat bahwa langkah selanjutnya adalah mengundang suatu kelompok kerja, yang terdiri dari wakil
pemerintah, LSM, masyarakat adat, sektor swasta dan badan-badan PBB, untuk mempersiapkan mekanisme tetap bagi
konsultasi bersama masyarakat adat serta masyarakat hutan lainnya (lihat bab III). Sejak itu perwakilan masyarakat
adat telah turut serta dalam pertemuan dan pembahasan mengenai draft rancangan dokumen. Dalam pertemuan badan
pengurus FIP pada bulan Mei, tak tercapai kesepakatan mengenai dimasukkannya FPIC sebagai prinsip pedoman dan
suatu kelompok kerja dibentuk untuk mencari solusi kompromi. Meskipun demikian, draf dokumen rancangan, dalam
versinya yang terakhir memasukkan ketentuan untuk mendukung keterlibatan masyarakat adat. Selain itu, sebanyak 4
perwakilan masyarakat adat akan diundang sebagai pengamat aktif dalam pertemuan-pertemuan Sub-Komite FIP.

Peran Growing Forest Partnerships (‘Kemitraan Hutan Lestari’)

Dalam Catatan Isu FIP bulan Oktober 2008 ini, pihak Bank Dunia mengusulkan agar GFP yang baru muncul, (lihat bab
I1I), dengan kerja sama erat bersama FCPF dan REDD PBB, dapat membantu pemangku kepentingan hutan di negara-
negara berkembang dalam mengembangkan proposal investasi yang spesifik dengan visi bersama yang luas mengenai
potensi mitigasi hutan’.
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Lampiran5 Program REDD-PBB-==

Pada bulan Juli 2008, PBB membentuk lembaga trust fund (dana amanah) multi donor untuk mendukung ‘Program
Kolaborasi PBB mengenai Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Negara-Negara Berkembang’ (Program
REDD PBB atau UN-REDD). Pada bulan September, FAO, UNEP dan UNDP meluncurkan REDD PBB dalam Sesi ke-63
Majelis Umum di New York. Hingga saat ini, inisiatif hutan dan iklim ini telah menerima dana sebesar US$35 juta dari
pemerintah Norwegia. Program REDD-PBB akan berkoordinasi dengan inisiatif internasional lainnya termasuk FCPF
dan FIP Bank Dunia dan Akun Hutan Tropis GEF serta IFCI Australia (bab III dan Lampiran 3 dan 4).

Asal-usul

REDD-PBB didirikan sebagai tanggapan terhadap keputusan COP 13 UNFCCC yang menyerukan adanya inisiatif REDD
percontohan dan sebagai jawaban terhadap permintaan atas aksi bersama PBB mengenai REDD dari Koalisi Negara-
Negara yang Memiliki Hutan Hujan (Coalition of Rainforest Nations, koalisi REDD yang sangat propasar).

Kegiatan yang diusulkan

Seperti FCPF Bank Dunia, Program REDD PBB akan memberikan dukungan atas apa yang disebut kegiatan kesiapan.
Ini meliputi cakupan dan penilaian atas kebutuhan, pendirian kantor REDD nasional, dialog dan konsultasi REDD
(termasuk bersama masyarakat adat dan komunitas lokal), pembangunan kapasitas, pengembangan acuan awal
deforestasi nasional, strategi pemantauan REDD, pelaporan keuangan karbon nasional, pengembangan dan pengujian
standar pemantauan dan verifikasi, serta formulasi strategi REDD nasional. Program UN-REDD berencana untuk
memberikan ‘pembayaran di muka’ bagi pemerintah nasional dan bermaksud menguji beragam mekanisme
‘pendistribusian’, termasuk pembayaran bagi ‘individu’.

Dukungan bagi pasar karbon dan layanan ekosistem
Program ini berusaha meningkatkan jumlah negara yang menerima manfaat dari pasar pembiayaan karbon. Rencana
REDD PBB untuk mendanai ‘aksi yang dimulai dengan cepat’ di enam negara sebelum COP 15 UNFCCC di Kopenhagen
pada akhir 2009, ‘membuka jalan bagi pelibatan jangka panjang REDD dalam pasar karbon melalui pembayaran
layanan ekosistem.” (Halaman 11 Dokumen Kerangka Kerja).

Negara percontohan Program REDD-PBB

Negara percontohan dalam Fase I REDD PBB termasuk Bolivia, RDK, Indonesia, Panama, PNG, Paraguay, Tanzania,
Vietnam dan Zambia. Panama, Paraguay dan Vietnam juga turut serta dalam inisiatif percontohan REDD FPCF Bank
Dunia (Lampiran 3), sementara negara lain (seperti Indonesia) dilaporkan memilih mengikuti Program REDD PBB
untuk menghindari persyaratan Bank Dunia mengenai perlindungan sosial dan lingkungan hidup. Negara dipilih atas
dasar permintaan mereka untuk dukungan PBB bagi aksi ‘yang cepat dimulai’, potensi mereka untuk pengurangan emisi
dan ‘tingkat kesiapan’ mereka’. Tak terlalu jelas apakah PBB memiliki kriteria pemilihan yang terinci lainnya atau
bagaimana PBB menilai kesiapan REDD. Mengherankan bahwa kriteria publik bagi negara percontohan dalam Fase I
tidak mencakup secara eksplisit kriteria tata kelola pemerintahan dan HAM.

Risiko dan peluang

PBB mengatakan bahwa program REDDnya dapat: ‘merampas aspirasi masyarakat akan pengembangan lahan mereka
yang sah, ... menyebabkan tertutupnya hutan karena konservasi dipisahkan dari pembangunan, atau menggerus nilai-
nilai konservasi nirlaba yang telah mengakar secara kultural.’

Juga diakui bahwa ‘ika program REDD tak dirancang dengan hati-hati, maka program itu dapat meminggirkan mereka
yang tak memiliki tanah dan yang mempunyai hak informal untuk menggarap tanah serta hak penggunaan komunal’.
Risiko terkait dengan kebocoran, korupsi, penguasaan oleh elite dan pemantauan yang tak lengkap juga disebutkan.

Pada saat yang sama, badan-badan PBB menganggap bahwa jika dilaksanakan dengan baik, REDD akan memberikan
banyak manfaat sosial, keanekaragaman hayati dan iklim.

Konsultasi dan partisipasi

Sebelum diluncurkan, UNDP meminta pandangan masyarakat adat dan LSM mengenai REDD di sekitar acara
pertemuan UNPFII, CBD dan CSD (Komisi Pembangunan Berkelanjutan) pada awal pertengahan 2008, juga Kongres
Konservasi Dunia IUCN bulan Oktober 2008. PBB melaporkan bahwa ia ‘mendengar’ dari masyarakat adat serta
organisasi-organisasi masyarakat madani dalam pertemuan-pertemuan internasional itu bahwa terdapat:
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e  kebutuhan atas akses yang lebih luas akan lebih banyak informasi mengenai REDD

e  ketidakpastian mengenai partisipasi masyarakat adat

e rasa skeptis seputar insentif berbasis pasar

e  keprihatinan mengenai keterpinggiran karena bahan bakar nabati, dIl.

e  kebutuhan atas REDD berbasis nonpasar

e  kebutuhan untuk memberikan penghargaan atas perlindungan hutan yang telah lama berlangsung hingga kini

e persyaratan untuk mempelajari kesalahan dari program di masa lalu dan yang ada sekarang yang mendukung
kawasan perlindungan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan pembayaran bagi layanan lingkungan (PES).

UNDP mengundang rekomendasi publik mengenai:

e  prinsip, standar dan pendekatan yang harus diadopsi serta saran mengenai kesalahan yang harus dihindari dalam
kegiatan dan pembiayaan Program REDD PBB

e mekanisme akuntabilitas dan ganti rugi yang diperlukan

e peran yang harus dimainkan oleh Program REDD PBB dalam memfasilitasi dialog antara masyarakat adat,
masyarakat madani dan pemerintah.213

Pada bulan November 2008, Program REDD PBB mengadakan pertemuan konsultasi REDD global dengan masyarakat
adat di Baguio, Filipina, di mana masyarakat adat dari Asia, Afrika serta Amerika Latin merekomendasikan bahwa
Program REDD PBB harus, antara lain:

e mengembangkan pedoman pemenuhan

e mengikat pendanaan REDD dengan pemenuhan dan perhatian terhadap hak-hak masyarakat adat pada tingkat
nasional dan internasional

e membentuk mekanisme pelaporan keluhan serta pemberian bantuan dan dukungan bagi masyarakat adat dan
masyarakat yang terimbas untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihargai pada tingkat nasional dan
internasional

e bekerja bersama organisasi-organisasi masyarakat adat, Forum Permanen PBB mengenai Isu-Isu Masyarakat Adat
(UNPFII) dan badan-badan lain seperti Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) untuk mengintegrasikan
pelatihan dan kesadaran tentang Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat dalam konsultasi dan
pertemuan nasional REDD

e membentuk dana khusus dan fasilitas bagi masyarakat adat serta masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan
yang dapat mereka akses secara langsung

e menyediakan dana khusus untuk masyarakat adat dan masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan bagi
pengembangan kapasitas serta tindakan iklim yang akan dimulai dan sedang berlangsung.214

Hak-hak masyarakat adat dan masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan

REDD PBB telah berkomitmen untuk menerapkan pendekatan berbasis HAM dan bersifat partisipatif atas REDD dan
akan mendasarkan tindakannya pada Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat, dan Pedoman UNDG
(Kelompok Pembangunan PBB) mengenai Isu-isu Masyarakat Adat. UNDP bermaksud membangun manajemen risiko,
tata kelola pemerintahan yang baik dan program-program pemberdayaan hukum yang berpihak pada penduduk miskin
dalam negara-negara percontohan REDD. Setelah pertemuan di Poznan, REDD PBB telah mengembangkan Pedoman
Operasional bagi partisipasi masyarakat adat dalam kegiatan REDD PBB. Dokumen ini, masih dalam bentuk draf,
menunjuk secara jelas kepada isu-isu seperti persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan dan fokus terhadap
UNDRIP. Tetapi, dokumen ini masih kurang dalam hal operasional meskipun mempertimbangkan semacam mekanisme
pemenuhan atau keluhan untuk dikembangkan dalam tahap selanjutnya.2'5

Beberapa keprihatinan mengenai REDD-PBB

Meskipun dipuji karena mengadopsi pendekatan berbasis hak untuk REDD, terdapat keprihatinan di antara organisasi-
organisasi masyarakat madani karena badan-badan PBB yang relevan tidak memiliki kebijakan yang mengikat atau,
kalaupun ada, mekanisme penerapannya lemah. Mereka yang mengecam mengatakan bahwa UNEP masih
mengembangkan kebijakannya mengenai masyarakat adat dan bahwa FAO tak memiliki kebijakan mengenai
masyarakat adat.

FPP menemukan bahwa di beberapa kantor UNDP, seperti di Panama, staf mereka belum pernah mendengar mengenai
Kebijakan UNDP untuk Melibatkan Masyarakat Adat. Tanpa perlindungan dan langkah-langkah yang memadai untuk
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melindungi hak-hak masyarakat, para aktivis mengingatkan bahwa PBB ‘membuka jalan bagi penyerobotan tanah besar-
besaran’ pada skala global.216

Pengecam lainnya mengemukakan bahwa rencana PBB saat ini tidak memuat langkah-langkah yang jelas untuk
mengatasi risiko sosial dari kebijakan REDD. Mereka juga menambahkan bahwa jika definisi FAO PBB mengenai ‘hutan’
tidak direvisi, kategori tata guna lahan PBB yang salah kaprah akan secara serius menghambat strategi REDD yang
efektif dan merongrong pembangunan sistem pemantauan yang dapat dipercaya. Peran PBB dalam mendorong pasar
karbon untuk membiayai REDD sebelum keputusan diambil dalam UNFCCC juga menimbulkan tanda tanya.2'7 Terlebih
lagi, koordinasi dan penyesuaian kebijakan masih tak jelas di negara-negara di mana REDD-PBB beroperasi dalam
hubungannya dengan FPCF.
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Lampiran 6 Brasil, REDD dan pencegahan deforestasi

Pada tahun 2006, pemerintah Brasil menyajikan proposal REDDnya sendiri di Nairobi dan merekomendasikan bahwa
setiap rezim hutan dan iklim harus bersifat sukarela dan tak boleh digunakan sebagai offset emisi di negara-negara
Aneks 1. Brasil berkali-kali menegaskan bahwa hal itu bertentangan dengan perdagangan internasional kredit karbon
hutan. Menteri lingkungan hidup Brasil mengumumkan bahwa: ‘Bagi Brasil, usaha yang dilakukan oleh negara-negara
berkembang untuk memitigasi perubahan iklim melalui sektor hutan diperlukan sebagai tambahan bagi usaha yang
dilakukan negara maju untuk mengurangi emisinya’.218

Program nasional dan lokal untuk melawan deforestasi

Pada tahun 2004 Brasil meluncurkan Rencana Aksi bagi Perlindungan dan Pengendalian Deforestasi dalam Amazoénia
Legal yang belakangan ini diperbarui menjadi Rencana Nasional untuk Melawan Deforestasi dan Rencana untuk
Melawan Deforestasi pada Tingkat Negara bagi periode 2008-11—dengan perkiraan biaya implementasi sebesar US$1
milyar per tahun. Melalui rencana ini pemerintah menggunakan tiga strategi untuk mengatasi deforestasi. Komponen
pertama ‘rencana hak penguasaan tanah dan wilayah’ mencakup perlindungan atas 10 juta hektare wilayah adat, 20 juta
hektare kawasan perlindungan dan 3,9 juta hektare ‘proyek pemukiman berkelanjutan’ di Amazon. Elemen kedua
mencakup pemantauan dan kontrol lingkungan hidup sedangkan elemen ketiga mempromosikan insentif atau produksi
yang berkelanjutan, termasuk konsolidasi 4 juta hektare cagar alam ekstraktivis (diperuntukkan bagi penggalian dan
pemanfaatan sumberdaya alam sebesar-besarnya). Langkah-langkah spesifik mencakup program nasional bagi
‘Pengelolaan hutan berkelanjutan di Lahan Umum’ dan program untuk melawan dan menghukum pembalakan liar,
promosi reformasi sosial dan lingkungan, memungkinkan restorasi bentang darat hutan dan pembentukan Pembayaran
untuk Konservasi Hutan (Juli 2008).

Dana Amazon

Pada bulan Agustus 2008, dibentuklah Dana Amazon melalui keputusan presiden untuk membantu mendanai program
perlindungan hutan. Pembayaran internasional untuk dana itu akan didasarkan atas kinerja dan tergantung pada
pengurangan emisi dari deforestasi pada tahun sebelumnya yang dapat ditunjukkan terhadap acuan awal nasional (rata-
rata untuk periode 10 tahun—diperbarui dengan dasar setiap lima tahun). Dana ini telah mendapatkan komitmen
nasional dari pemerintah Federal sebesar US$500 juta. Norwegia berkomitmen sebesar NKr100 juta untuk 2008 dan
NKr600 juta untuk 2009 dan mungkin akan berkontribusi lebih banyak lagi di tahun-tahun selanjutnya, tergantung atas
kinerja.219

Dana ini akan dikelola oleh Bank Pembangunan Brasil (BNDES) dengan panitia pengarah yang terdiri dari banyak
pemangku kepentingan termasuk wakil dari pemerintah lokal, kementrian nasional, BNDES, masyarakat adat dan
masyarakat madani— LSM, industri, nelayan). Dana ini akan mengeluarkan hibah bagi pengelolaan dan perlindungan
hutan dan taman negara, pemantauan hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, kegiatan penghidupan berkelanjutan
serta survei tata guna lahan dan ekonomi, konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan atas keanekaragaman hayati
dan restorasi hutan.

Kemajuan dan tantangan pemantauan hutan

Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Brasil dan Lembaga Nasional untuk Riset Luar Angkasa (INPE) telah
mengembangkan sistem pemantauan hutan komprehensif dengan mengunakan satelit (Deteksi Deforestasi dalam
Waktu Nyata atau Deforestation Detection in Real Time — DETER dan PRODES), meskipun INPE menekankan bahwa
pemantauan yang efektif atas degradasi hutan masih menghadapi tantangan teknis dan hal terkait dengan definisi yang
belum terpecahkan.220

Inisiatif lokal dan sukarela

Selain program pemerintah pusat untuk mengatasi deforestasi, Brasil memiliki kian banyak kegiatan pada tingkat lokal
dan proyek bagi REDD dan pencegahan deforestasi yang diselenggarakan oleh pemerintah lokal dan LSM. Proyek Cagar
Alam Pembangunan Berkelanjutan Juma (Juma Sustainable Development Reserve Project) di negara bagian Amazona
adalah hutan pertama di benua Amerika yang akan mendapatkan sertifikasi pencegahan deforestasi sesuai dengan
standar Climate Community and Biodiversity Alliance (CCBA, Aliansi Komunitas Iklim dan Keanekaragaman Hayati).
Proyek ini mengklaim akan menurunkan emisi CO. sebanyak 3,6 juta ton hingga 2016 dan memberi manfaat bagi 322
keluarga tradisional yang tinggal dalam Cagar Alam, melalui inisiatif penghidupan yang berkelanjutan dan skema PES
yang disebut ‘Bolsa Floresta.” Berbeda dengan kebijakan PES negara yang dibiayai oleh dana publik, proyek AD Juma
‘akan tergantung pada komersialisasi kredit karbon’.
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Proposal akar rumput bagi REDD

Kebijakan pemerintah Federal mengenai pencegahan deforestasi muncul dari kampanye ‘tak ada deforestasi’ yang
dilancarkan sejak lama oleh masyarakat adat dan tradisional serta kelompok akar rumput. Gerakan (perlindungan)
hutan di Brasil terus menyerukan akan langkah-langkah yang efektif dan jaminan untuk memastikan penghormatan atas
hak-hak mereka dan pengakuan yang memadai serta ganjaran bagi praktik-praktik perlindungan dan penggunaan hutan
mereka yang berkelanjutan.??! Yang lain melihat dana REDD sebagai sumber dana penting yang dibutuhkan bagi
pendanaan pembayaran skema layanan lingkungan.222

Organisasi-organisasi keadilan sosial di Brasil juga menunjukkan kontradiksi antara rencana perlindungan hutan
nasional serta rencana pemerintah federal dan lokal bagi integrasi regional, energi dari pembangkit listrik tenaga air,
pertambangan, pendudukan militer dan proposal tingkat negara serta lokal untuk mengurangi hak-hak masyarakat adat
atas tanah dan wilayah. Program kolonialisasi pemerintah pusat dan lokal juga dikecam karenamenekankan integritas
wilayah masyarakat adat dan penghuni hutan. Dengan demikian aktivis di Brasil menyerukan kebijakan REDD dan AD
yang lebih efektif berdasarkan penilaian ulang dan peningkatan koordinasi dalam kebijakan sektoral di Brasil terkait
dengan penegakan kuat hak-hak masyarakat adat seperti yang disebutkan dalam Konstitusi nasional dan hukum
internasional mengenai hak asasi manusia. Tanpa jaminan ini terdapat keprihatinan yang serius bahwa kebijakan REDD di
Brasil dan dalam Dana Amazon akan gagal menangani secara penuh sebab utama kerusakan hutan dan degradasi hutan.223
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Lampiran 7 REDD, pencegahan deforestasi dan inisiatif PES di Guyana

Guyana adalah negara dengan tutupan hutan yang tinggi dan deforestasi yang rendah dengan tingkat deforestasi
tahunan sebesar 0,1 hingga 0,3%. Sekitar 18,5 juta hektare hutan tropis mencakup 85% dari luas negara Amerika Selatan
ini. Banyak dari kawasan hutan ini dikuasai secara tradisional dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat Guyana. Hak
kepemilikan tanah komunitas yang ada hanya mencakup sebagian lahan hutan, sedangkan banyak kawasan hutan hujan
tak mempunyai hak kepemilikan adat dan ini merupakan persoalan klaim lahan Amerindian yang belum terselesaikan
sejak diajukan pertama kali sebelum dan segera setelah kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1960-an. Meskipun
pemerintah baru-baru ini telah mengambil langkah-langkah untuk memperluas kepemilikan tanah yang ada, sistem
demarkasi tanah dan pendaftaran tanah yang ada di Guyana dikecam oleh organisasi dan masyarakat adat karena gagal
menyikapi dengan baik klaim mereka atas tanah (satu klaim di hulu basin Sungai Mazaruni merupakan subyek tindakan
hukum di pengadilan nasional).224 Badan-badan PBB telah menyimpulkan bahwa Undang-Undang Amerindian 2006
tidak memenuhi standar hak asasi manusia internasional, khususnya tentang prosedur penerbitan kepemilikan atas
tanah bagi masyarakat adat.225

Meskipun tingkat deforestasi secara historis rendah, namun terdapat pertambangan, bendungan besar bagi pembangkit
listrik bertenaga air, industri penebangan dan jalan raya bebas hambatan dari Brasil ke ibu kota, Georgetown, yang
kesemuanya itu dapat bersama-sama menimbulkan ancaman pembukaan hutan Guyana sehingga meningkatkan
eksploitasi, konversi dan kerusakan, kecuali apabila diambil langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi ancaman ini.

Proposal pemerintah bagi REDD/ AD (pencegahan deforestasi)

Sebelum COP 13 UNFCCC di Bali, pada akhir 2007 Presiden Guyana secara terbuka menawarkan hutan hujan Guyana
untuk dimasukkan dalam program hutan dan iklim global agar mendapatkan pembayaran ODA dari pemerintah Inggris
dan akses atas kredit karbon.22¢ Meskipun pertemuan telah dilangsungkan bersama dengan pemerintah Inggris, sejauh
ini belum ada persetujuan bilateral mengenai REDD atau AD. Pada tahun 2008, Guyana meminta dukungan
multilateral atas REDD. Dengan dukungan teknis dari Conservation International Guyana (CI-G), pemerintah membuat
proposal ikhtisar REDD untuk Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) Bank Dunia pada bulan Februari yang,
meskipun cacat, tetapi disetujui pada bulan Juli 2008.

Dalam catatan konsep REDD, dikemukakan ancaman dari penambangan, penebangan, infrastruktur dan energi .
Tetapi, selain proposal untuk memperbaiki operasi penebangan, memperluas kawasan perlindungan dan
rencana (kontroversial) untuk menawarkan alternatif bagi masyarakat atas pertanian ‘tebang dan bakar’ (lihat di
bawah), hanya sedikit langkah konkrit yang diusulkan dalam tahap ini.22> Dalam kungkungan kerangka kerja
REDD yang sempit, dasar pemikiran yang mendasar adalah bahwa jika negara tidak dibayar untuk melindungi
hutan, maka di masa mendatang negara itu tak akan memiliki pilihan lain kecuali mengkonversi hutan karena
tuntutan transportasi, pertambangan dan sektor energi atas konsesi dan pembangunan komersial. Mengingat
tingkat deforestasi yang rendah sekarang ini dan di masa lalu, pengembangan acuan awal nasional akan
didasarkan atas model skenario deforestasi ‘di masa mendatang’ ketimbang tingkat yang sudah ada.228 Karena
inilah, konsep REDD Guyana sebenarnya merupakan proposal pencegahan deforestasi.

Rencana bagi mekanisme pembiayaan berbasis pasar

Pemerintah mengidentifikasi pasar sebagai mekanisme pembiayaan masa depan bagi REDD di Guyana.2?9 Presiden
Guyana secara terbuka telah meminta pengakuan internasional atas kredit karbon untuk hutan yang ada serta
pembentukan mekanisme global berbasis pasar bagi perdagangan kredit ini.23°

Keprihatinan yang muncul
Masyarakat adat, oganisasi pendukung dan pakar kehutanan dari Panel Penasehat Teknis FCPF Bank itu sendiri telah
mengemukakan sejumlah keprihatinan mengenai kerangka kerja REDD Guyana seperti yang sekarang ini diajukan.23!

Isu hak penguasaan tanah yang tak terselesaikan

Konsep REDD menyebutkan bahwa orang Amerindian memiliki hak atas kepemilikan tanah dan hak sebagai pengguna
pada kawasan hutan lainnya (yang digunakan secara tradisional), tetapi gagal mengakui bahwa lahan hutan yang luas
tetap diklaim secara luas oleh masyarakat adat di Guyana.232 Ini merupakan peniadaan yang serius dan menimbulkan
pertanyaan mengenai kredibilitas proses penyaringan dan persetujuan dari FCPF Bank Dunia untuk kegiatan ‘kesiapan’
REDD-nya (lihat Lampiran 3).
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Perlakuan yang kurang tepat atas isu hak

Selain kegagalannya menangani hak-hak teritorial, rencana REDD juga mengenyampingkan hak untuk mempraktikkan
pertanian tradisional dan cara hidup berbasis hutan yang dilindungi oleh Konstitusi dan hukum internasional. Rencana
itu tidak membedakan antara rusaknya hutan yang permanen dan degradasi yang tak dapat dipulihkan akibat
penambangan, bendungan dan infrastruktur, dan kerusakan hutan secara temporer atau degradasi jangka pendek
karena sistem pertanian tradisional yang berkelanjutan dan ekstraksi kayu dalam skala kecil oleh masyarakat. Tak ada
pembahasan mengenai jenis pertanian yang berbeda, atau mengenai keberlanjutannya dalam emisi dan sekuestrasi pada
jangka menengah. Juga tak ada pembahasan mengenai kewajiban sesuai dengan CBD untuk melindungi praktik-praktik
tradisional yang berkelanjutan yang mencakup perladangan berpindah. Terlebih lagi, juga tak ada disebut mengenai hak
atas persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan (FPIC) meskipun ada himbauan dari badan-badan PBB
untuk mekanisme yang lebih jelas bagi FPIC di Guyana (dalam hubungannya dengan pertambangan) yang juga akan
diterapkan bagi proyek-proyek kehutanan dan konservasi untuk REDD.233

Rencana pembagian manfaat yang picik

Konsep REDD Guyana mengemukakan bahwa ‘kelompok-kelompok’ yang menyebabkan deforestasi harus menerima
insentif keuangan untuk melindungi hutan dan bahwa masyarakat Amerindian ‘harus mendapatkan manfaat dari
REDD’. Tetapi tak terdapat rencana yang jelas bagi pembayaran langsung ke masyarakat. R-PIN menyarankan bahwa
manfaat masyarakat sebagian besar akan diberikan melalui pelatihan dalam Pusat Pelatihan Terpadu Kehutanan (FTCI)
dari Komisi Kehutanan Guyana melalui Program Kehutanan Masyarakat GFC yang ada. Pengembangan masyarakat
tampaknya sebagian besar disejajarkan dengan pilihan bagi pemanenan kayu berdampak rendah, meskipun secara
singkat disebutkan adanya peluang terkait dengan produk hutan nonkayu (NTFP) dan ekoturisme. Meskipun terdapat
pengakuan atas kebutuhan untuk bersama-sama mengelola wilayah yang dilindungi dan nilai dari wilayah adat Wai Wai
yang dilindungi, konsep REDD Guyana tidak merekomendasikan lebih lanjut pembentukan kawasan konservasi
masyarakat atau kawasan konservasi adat serta penggunaan yang berkelanjutan.

Rencana tata kelola pemerintahan terbatas

Konsep REDD yang resmi menyebutkan bahwa ‘struktur tata kelola pemerintahan yang ada tidak diarahkan untuk
mengendalikan deforestasi dan degradasi’, dan bahwa terdapat kebutuhan untuk koordinasi yang lebih luas antara
departemen-departemen pemerintahan dan perencanaan serta pembagian tata guna lahan yang ditingkatkan. Tetapi
hanya terdapat sedikit proposal konkrit mengenai bagaimana masalah tata kelola pemerintahan akan ditangani. Pakar
hutan di Guyana secara terbuka telah mengecam R-PIN karena gagal mengakui klaim tanah adat atas kawasan hutan
alam yang luas dan karena tidak akurat dan memberikan gambaran yang ‘menyesatkan’ mengenai status kemajuan
pengelolaan hutan berkelanjutan di negara itu.234

Kurangnya konsultasi yang efektif

Meskipun terdapat klaim resmi bahwa masyarakat dan komunitas adat telah diajak berkonsultasi mengenai REDD dan
pencegahan deforestasi, organisasi adat dan pemuka masyarakat melaporkan bahwa hanya sedikit sekali konsultasi
mengenai REDD yang sejauh ini telah dilakukan. Pada bulan Oktober 2007, pemuka masyarakat (dikenal sebagai
Toshaos) berkumpul bersama dalam Konferensi Nasional Toshaos, di mana Presiden memberi kata sambutan mengenai
hutan, konservasi dan perubahan iklim dan segera setelah itu diundang untuk menandatangani dokumen bersama.
Setelah konferensi itu para pemuka masyarakat tidak diberi salinan apa yang telah mereka tandatangani dan organisasi-
organisasi Amerindian di Guyana terus berusaha meminta penjelasan mengenai isi dan tujuan dokumen itu—sejauh ini
tanpa hasil. Pada akhir 2008, selain dari berita sesekali tentang pernyataan Presiden di arena internasional mengenai
hutan dan isu iklim yang dilaporkan di media nasional dan internasional, warga Amerindian dan komunitas lokal
hampir tak memiliki informasi mengenai proposal REDD pemerintah dan CI.

Pemerintah bermaksud ‘menjangkau’ komunitas Amerindian dan masyarakat madani dalam kwartal terakhir 2008 dan
untuk menyelesaikan Rencana Kesiapan REDD (lihat Lampiran 3) pada kwartal pertama tahun 2009. Hal ini akan
mengarah pada proses perumusan strategi nasional REDD. Namun, pada bulan November 2008, tidak ada tanda-tanda
konsultasi tersebut telah dimulai.

Inisiatif sektor swasta dan sukarela

Pada bulan Maret 2008, perusahaan investasi Canopy Capital dan aliansi lingkungannya yang berhubungan yang
dikenal sebagai Global Canopy Programme (GCP)235 menandatangani kesepakatan pendahuluan dengan Iwokrama
International Centre for Rainforest Conservation and Development (Pusat Internasional Iwokrama untuk Konservasi
dan Pengembangan Hutan Hujan).23¢ Melalui kesepakatan ini, Canopy Capital akan membantu membiayai kawasan
perlindungan hutan hujan selama lima tahun sebagai imbalan atas ‘kepemilikan’ layanan ekosistem hutan dan klaim
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keuntungan di masa mendatang. Aset baru yang dapat dijual ini akan melibatkan nilai karbon dan mungkin nilai curah
hujan, simpanan air, konservasi tanah, keanekaragaman hayati, penyangga iklim dan daerah resapan air.

Maksud Canopy Capital terlibat dalam kesepakatan ini adalah untuk mencoba dan membangun model praktik terbaik,
tata cara dan standar bagi pembayaran global berbasis pasar yang didorong oleh keuntungan bagi Layanan Ekosistem
Hutan (ESS) dan untuk menciptakan batu loncatan bagi skema nasional di Guyana dan pada akhirnya suatu pasar global
dalam layanan lingkungan. Pada tahap ini, Canopy Capital tengah menjajaki pilihan bagi pemasaran layanan ekosistem
melalui ‘Sertifikat Layanan Ekosistem’ yang melekat pada obligasi surat berharga yang dapat diperjual belikan selama 10
tahun. Perusahaan itu mengatakan bahwa bunga dari obligasi itu dapat membantu membayar pemeliharaan hutan
Iwokrama.237

Canopy Capital memiliki komitmen untuk mengukur dan menghargai layanan ekosistem hutan dan untuk
mengembangkan instrumen keuangan dan hukum untuk memasarkan layanan ekosistem. Jika ini tercapai dan
penjualan layanan dimungkinkan, maka perusahaan investasi akan memiliki saham besar dalam setiap keuntungan
keuangan. Tak jelas bagaimana pembagian keuntungan antara Canopy Capital, Iwokrama dan komunitas lokal karena
perjanjian Canopy Capital-Iwokrama International Centre masih rahasia.

Konsultasi lemah lebih lanjut

Canopy Capital dan para penasehat hukumnya mengakui bahwa kesepakatan itu tidak dibicarakan secara memadai
dengan komunitas yang terkena dampak tetapi sekedar dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Iwokrama, yang
mempunyai satu perwakilan komunitas. Tetapi, komunitas Fairview, yang memiliki hak atas tanah dalam cagar alam itu,
tidak dilibatkan secara langsung. Ketika ditanya mengapa kesepakatan itu diliputi kerahasiaan, Canopy Capital dan
Iwokrama mengatakan bahwa karena alasan ‘kerahasiaan komersial’ tidaklah mungkin mengumumbkan isi perundingan
mereka sebelum tercapai kesepakatan dan oleh karenanya maka perjanjian itu masih rahasia.238

FPP telah mengajukan pertanyaan mengenai proses ini dengan menekankan bahwa hak untuk memberikan persetujuan
berdasarkan konsultasi awal tanpa tekanan haruslah dihormati dalam semua kesepakatan atau transaksi yang
mempengaruhi masyarakat adat dan komunitas lain yang hidupnya tergantung pada hutan. Hak-hak ini ditegakkan
dalam hukum internasional bagi tanah adat yang ditinggali dan dimanfaatkan dan juga dilindungi dalam hukum
nasional Guyana mengenai tanah yang menjadi hak orang Amerindian. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa
seharusnya paling tidak desa Fairview diminta pendapatnya dan dimintakan ijinnya sebelum kesepakatan itu dibuat.

Proses 'hampir rahasia' yang menghasilkan kesepakatan PES juga dapat dikatakan melanggar Undang-Undang
Iwokrama dan perjanjian pengelolaan bersama dengan komunitas yang tinggal di sekitar cagar alam. Perjanjian ini
mensyaratkan konsultasi dengan masyarakat atas semua hal terkait dengan rencana dan inisiatif Iwokrama ‘untuk
memastikan bahwa hak-hak mereka ... tidak dirugikan oleh program itu’.239

Pada bulan Mei 2009 pemerintah Guyana merevisi R-Plan-nya dan memasukkan referensi Deklarasi PBB mengenai
Hak-Hak Masyarakat Adat. Tetapi, pemeriksaan lebih teliti atas dokumen itu mengungkapkan bahwa masalah mendasar
yang sama, termasuk kegagalan untuk menegakkan hak-hak teritorial dan tanah adat, diskriminasi terhadap
perladangan berpindah dan kegagalan untuk menegakkan FPIC, tetaplah ada (di samping banyak masalah lain,
termasuk ketidak jelasan manfaat penghidupan yang potensial dan referensi tak langsung bagi ‘pembatasan paksa’ hak-
hak atas sumber daya di dalam kawasan perlindungan).
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Lampiran 8 Indonesia dan REDDz240

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan komitmennya untuk mengurangi emisi dari deforestasi. Pada bulan Juli
2008 pemerintah membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim yang mencakup kelompok kerja kehutanan dan tata
guna lahan. Indonesia adalah negara percontohan dalam program REDD PBB dan akan berusaha untuk melakukan
tindakan REDD yang ‘cepat dimulai’ sebelum COP 15 UNFCCC pada bulan Desember 2009 (lihat Lampiran 5). Kajian
atas pilihan REDD dan tindakan yang mungkin dilakukan telah dibuat oleh peneliti nasional dan internasional serta
penganalisis kebijakan dalam Proyek REDD-Indonesia (REDD-I), yang melibatkan Aliansi Iklim Hutan Indonesia
(Indonesia Forest Climate Alliance, IFCA) dan didanai oleh Bank Dunia serta donor bilateral termasuk DFID (Inggris),
GTZ (Jerman) dan pemerintah Australia.

Peraturan REDD

Peraturan Pemerintah No. 6/2007 memberi kewenangan bagi pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten untuk
menerbitkan ijin layanan lingkungan hidup, yang dapat mencakup ijin untuk konservasi atau sekuestrasi karbon dalam
hutan produksi atau perlindungan. Departemen Kehutanan sedang mengembangkan Peraturan Menteri mengenai
REDD yang dibuat untuk memfasilitasi penerbitan konsensi karbon bagi sektor swasta dan telah membuat rancangan
keputusan menteri untuk membentuk komisi nasional REDD. Melalui rancangan peraturan ini, kendali atas REDD
berada dalam kewenangan Departemen Kehutanan dan proyek REDD harus disetujui oleh Menteri Kehutanan.

Inisiatif sukarela dan pemerintah daerah

Terdapat beberapa inisiatif REDD percontohan di Indonesia yang berada dalam tahap awal perancangan dan
pelaksanaan. Semua inisiatif ini terkait dengan pasar karbon sukarela. Di Kalimantan Tengah, proyek REDD tengah
direncanakan bagi rehabilitasi sebagian dari sejuta hektare lahan gambut yang telah terdegradasi. J P Morgan Stanley
adalah investor yang potensial dalam skema ini. Fauna dan Flora Internasional (FFI) sedang mengembangkan proyek
percontohan REDD di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang di Kalimantan Barat untuk melindungi hutan gambut
yang dalam dan terancam oleh perkebunan kelapa sawit. FFI juga tengah membahas pembuatan ‘community carbon
pool’ (pengumpulan karbon masyarakat), yang akan menyediakan investasi swasta untuk membantu melindungi hutan
masyarakat yang mengalami risiko konversi. Insiatif yang disebut belakangan ini bertujuan untuk memberikan manfaat
REDD bagi komunitas lokal. Di Aceh, bagian utara Sumatra, FFI telah bekerja dengan pemerintah provinsi, sebuah
perusahaan yang bergerak dalam perdagangan karbon dan bank AS, Merrill Lynch, (sekarang dimiliki oleh Bank of
America) untuk memulai skema REDD berbasis pasar untuk mengurangi deforestasi di pegunungan Ulu Masen. Proyek
ini berusaha melibatkan komunitas lokal dan pemuka adat dalam konsultasi dengan banyak pemangku kepentingan.
Pada tahap ini struktur tata kelola pemerintahan masih belum final dan proyek dikecam karena langkahnya yang cepat
dan kurang transparan.

Proyek REDD lainnya tengah dikembangkan oleh pemerintah provinsi Aceh dan SFM SE Asia Ltd dalam kawasan
Ekosistem Leuser agar inisiatif konservasi dapat didukung oleh perdagangan karbon. Di provinsi Riau, Sumatra tengah,
perusahaan perkebunan bubur kertas Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tengah mengusulkan untuk mengelola
Semenanjung Kampar, yang mengandung beberapa milyar ton karbon dalam tanah gambutnya, sebagai hutan
perlindungan sambil mengembangkan 200.000 hektare tanah di semenanjung itu sebagai perkebunan kayu untuk
bubur kertas. Di provinsi Papua, FFI telah bekerja dengan pemerintah provinsi untuk mempersiapkan proposal bagi
proyek REDD percontohan di pegunungan Cyclops. Proyek REDD yang lain direncanakan di Papua oleh perusahaan
Emerald Planet dan New Forest di Timika dan Mamberamo.

Risiko dan peluang

Program REDD nasional mengasumsikan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk menerbitkan konsensi REDD ke
pihak ketiga di semua kawasan hutan—asumsi yang dipertanyakan oleh organisasi adat dan organisasi komunitas
karena sebagian besar hutan nasional Indonesia belum dimasukkan dalam lembaran negara dengan baik. Organisasi-
organisasi masyarakat madani menganggap bahwa peraturan REDD yang ada dan yang diusulkan memberikan
kekuasaan yang terlalu besar bagi Departemen Kehutanan yang banyak terkait dengan kepentingan politik dan
komersial. Mereka mengatakan bahwa pemerintah bermaksud menerbitkan lisensi bagi konsesi REDD tanpa
menghormati hak masyarakat adat untuk memberikan atau menahan pemberian persetujuan berdasarkan informasi
awal tanpa paksaan terhadap pembangunan yang direncanakan (sama seperti yang dilakukan Departemen Kehutanan
dengan konsesi kayu dan perkebunan). Atas nama REDD, pemerintah juga dapat merampas hutan masyarakat dan
menerapkan pembatasan penggunaan sumber daya secara paksa yang merupakan pelanggaran HAM.
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Proposal akar rumput untuk REDD berbasis hak yang berkelanjutan

Sebagian organisasi masyarakat adat dan aktivis hutan di Indonesia menolak pendekatan ‘beraktivitas seperti biasa’
untuk REDD. Mereka ingin menggunakan pembahasan REDD sebagai kesempatan untuk menekan agar ada reformasi
yang mengakui hak adat, mempromosikan hutan yang dilestarikan masyarakat dan pengelolaan hutan berbasis
masyarakat, memperjelas hak penguasaan lahan dan meningkatkan kontrol masyarakat atas hutan. Tokoh masyarakat
dan pemuka adat bersikeras bahwa Program REDD-PBB harus mendukung Indonesia untuk mengadopsi pendekatan
berbasis hak yang memberdayakan masyarakat adat dan penghuni hutan serta meyakinkan bahwa warga negara
Indonesia dilibatkan dalam perumusan kebijakan dan program REDD nasional dan lokal. Yang tak kalah pentingnya,
kelompok-kelompok Indonesia telah menekankan bahwa agar dapat berkelanjutan, maka kebijakan REDD harus
menanggapi seluruh spektrum isu lahan, sumber daya alam serta HAM.

Meskipun terdapat kekurangan terkait dengan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, pemerintah tengah membuat R-
Plan untuk diserahkan ke Panitia Pengarah FCPF guna mendapatkan persetujuan (mungkin Juni 2009). Organisasi
Indonesia seperti AMAN dan Sawit Watch telah menulis kepada Menteri Kehutanan, menyampaikan kurangnya
konsultasi yang memadai dan kurangnya acuan terhadap standar hukum internasional serta kewajiban yang harus
dipenuhi pemerintah Indonesia. Hal ini menjadi kian mengkhawatirkan karena Komite Penghapusan Diskriminasi
Rasial (CERD) yang berbasis di Jenewa telah memutuskan pada bulan Maret 2009 bahwa pemerintah Indonesia harus
menghormati standar hukum internasional terkait dengan hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam hal perkebunan
kelapa sawit dan REDD.241
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Ketika pihak pemerintah bergegas membuat kesepakatan baru
tentang hutan dan iklim untuk membantu mengatasi perubahan
iklim, masyarakat hutan terus dikesampingkan.

Laporan FPP yang sudah diperbarui tentang REDD ini
menekankan bahwa pemerintah harus berkomitmen secara
tegas untuk mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat adat
dan komunitas setempat.
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